






Dua Tahun Mahkamah Konstitusi 
Hadirnya Mahkamah Konstitusi sebagai salah 

satu pelaku kekuasaan kehakiman bukan merupakan 
hasil pemikiran yang tiba-tiba. Lahirnya Mahkamah 
Konsitusi merupakan hasil dari suatu pemikiran dan 
proses sejak awal berdirinya Negara Republik 
Indonesia. Perbincangan tersebut tern  bergulir sesuai 
dengan perjalanan waktu dan tuntutan situasi riil 
masyarakat. Bertemunya sebuah ide atau pemikiran 
yang didorong oleh kebutuhan obyektif u t u k  menata 
kehidupan ketatanegaraan telah mempercepat 
kelahiran Mahkamah Konstitusi. Kelahiran Mahka- 
mah Konstitusi dapat dilihat sebagai suatu proses 
sintesa dari realitas dan kebutuhan untuk mengha- 
dapi tantangan kehidupan ketatanegaraan. 

Undang-Undang Dasar sebagai h u b  tertinggi 
negara tidak selalu dipahami sama dalam bentuk 
penjabaran kebijakan legal yang berupa undang- 
undang. Undang-undang yang seharusnya merupakan 
norma turunan dari Undang-Undang Dasar sebagai 
hukum tertinggi negara, dalam kenyataannya tidak 
selalu demikian. Meskipun dalam setiap undang- 
undang selalu mencanhunkan pasal (-pad) tertentu 
yang berasal dari Undang-Undang Dasar dalam 
konsideran, ternyata bukan merupakan sebuah 
jaminan bahwa undang-undang yang ada dengan 
sendirinya sudah sesuai atau senafas dengan isi dan 
jiwa Undang-Undang Dasar. 

Bila ada undaag-undang yang ternyata tidak 
sesuai atau bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar haruslah segera dikoreksi. Mekanisme untuk 
mengoreksi secara legal perlu dilakukan, sehingga 
Undang-Undang Dasar sebagai the supreme law of 
the land senantiasa tejaga. Siapa atau lembaga mana 
yang diserahi untuk melakukan koreksi undang 
undang terhadap Undang-Undang Dasar, merupakan 
sebuah pilihan. Berbagai negara memberikan 
kekuasaan menguji undang undanag kepada 
Mahkamah Agung. Di banyak negara yang lain 
memberikan kewenangan yang sama kepada lembaga 
yang bernama Mahkamah Konstitusi. So it's a nuttter 
of choice. 

Pemikiran untuk memberi wewenang kepada 
lembaga peradilan melakukan pengujian terhadap 
undang undang bukan tidak mengundang kritikan dan 
kekhawatiran. Ada pihak-pihak yang mengkawatirkan 
dan mengkritik bahwa pemberian wewenang kepada 
peradilan untuk menguji undang-undang tidak sesuai 
dengan prinsip pemisahan kekuasaan (konsep trim 
poliW. Lebih dari itu, mereka juga khawatir bahwa 
yang terwujud bukan negara hukum tetapi negara 
hakim. Fungsi hakim adalah melaksanakan undang- 
undang (mulut undang-undang) bukan menguji dan 
bukan untuk menyatakan tidak berlakunya suatu 

undang-undang. Begitulah mereka b e r m .  
Pandangan ajaran pemisahan keknasaan seperti 

itu sebenarnya sudah tidak lagi banyak yangnieqpnut. 
Ajaran pemisahan kekuasaan secara tegas memang 
tidak ditemukan dalam praktek, yang perlu diterapkan 
justru prinsip check and balance. Berdasarkan prinsip 
ini pengujian undang-undang diterima sebagai 
mekanisme untuk mengendalikan dan mengirnbangi 
'kecenderungan kekuasan yang sewenang-wenang. 

Dua tahun sudah usia Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia. Dalam usia yang masih balita ini 
Mahlramah Konstitusi sudah melaksanakan tugas dan 
wewenangnya secara optimal. Dari empat kewenangan 
yang &- oleh Undang-Undang Daaar Negara 
RI 'Tahun M45, Mahkamah Konstitusi telah menja- 
lankan tiga kewenangan, yakni megqji undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 
1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga 
negara yang kewenangannya diberjkan oleh Undang- 
Undang Dasar Negara RI Tahm 1945, dm memutus 
perselisihan tentang hasil pemilihan urnurn. Dilihat 
dari segi jumlah perkara yang masuk, perselisihan had  
pemilihan umum merupakan yang terbesar dibanding- 
kan dengan perkara yang lain. Jika dilihat dari waktu 
penyelesaian, perkara perselisihan hasil pemilu dapat 
dikatakan yang paling singkat. 

Selanjutnya, putusan Mahkamah Konstitusi yang 
mengabulkan permohonan pemohon dalam perkara 
pengujian undang-undang mendapat reaksi yang 
beragam. Ada beberapa putusan MK yang dinilai sebagi 
landmark &cision oleh banyak kalangan. Namun ada 
juga reaksi dan komentar sementara pihak yang 
menyoal tentang kewenangan MK yang dapat 
menyatakan3uatu undang-undang tidak lagi 
mempunyai kekuatan mengikat. Mereka menganggap 
MM sebagai super body yang membahayakan karena 
dapat mengalahkan hasil kerja DPR dan Presiden. Kita 
tidak menutup mata bahwa ma& banyak pihak yang 
sebenarnya kurang memahami secara konsepsional 
maupun operasional tentang kehadiran MK. Oleh 
karena itu sosialisasi kepada seluruh lapisan 
masyarakat tentang eksistensi MK di dalam sistem 
ketatanegaraan pasca perubahan Undang-Undang 
Dasar Negara RI Tahun 1945 masih perlu dilakukan. 
Sosialisasi yang paling memiliki nilai strategis perlu 
dilakukan kepada para tenaga pengajar disemua 
tingkatan yang memberi pelajaran materi yang 
bersinggungan danlatau mengenai sistem ketatanega- 
raan Republik Indonesia setelah perubahan UUD 
1945. 
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Air merupakan barang yang
sangat vital bagi kehidupan ma-
nusia, bahkan hak atas air oleh PBB
telah dinyatakan sebagai hak asasi
manusia (HAM). Pada dasarnya
setiap orang berkepentingan akan
adanya ketentuan hukum yang
mampu menjamin dan melindungi
hak asasi manusia atas air. Sehing-
ga, mutatis mutandis, setiap WNI,
sebagai manusia juga mempunyai
kedudukan hukum (legal standing)
untuk mempersoalkan konstitusio-
nalitas UU SDA yang dirasakan
akan merugikan dirinya.  Oleh
karena itu para Pemohon dalam lima
perkara pengujian UU SDA terha-
dap UUD 1945 mempunyai legal
standing untuk mengajukan permo-
honan.

Hal itu terkemuka dalam sidang
putusan pengujian UU No. 7/2004
tentang Sumber Daya Air (UU SDA),
Selasa, (19/7) di gedung MK.  Dalam
putusan yang dibacakan bergantian
tersebut, mahkamah berpendapat
bahwa permohonan pengujian UU
SDA baik formil maupun materiil
tidak dapat dikabulkan.

Permohonan pengujian UU
SDA tersebut berasal dari lima
kelompok pemohon, diantaranya:
para pemohon perkara 058/PUU-II/
2004, Tim Advokasi Koalisi Rakyat
untuk Hak Atas Air yang meliputi
beberapa LSM dan perorangan
sebanyak 53 orang; para pemohon
perkara 059/PUU-II/2004, 16 organi-
sasi yang menamakan diri Rakyat
Menggugat, antara lain WALHI,
PBHI, UPC, Somasi NTB; para
pemohon perkara 060/PUU-II/2004,
868 perorangan WNI; pemohon
perkara 063/PUU-II/2004, Suta
Widya, perorangan WNI; para
pemohon perkara 008/PUU-III/2005,
2063 orang WNI yang memberi
kuasa kepada Bambang Widjojanto,
S.H., LLM., dkk, dari Tim Advokasi

Keadilan Sumber Daya Alam. Para
pemohon memohon kepada mahka-
mah untuk melakukan pengujian
formil dan pengujian materiil seba-
nyak 19 pasal UU SDA. Di samping
itu juga terdapat pemohon yang
mengajukan permohonan sebagai
melakukan pengujian terhadap
falsafah yang mendasari  UU SDA.
Pengujian Formil

Para pemohon menyatakan  UU
SDA cacat hukum karena prosedur
pengesahan UU SDA bertentangan
dengan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945
dan Pasal 33 ayat (2) huruf a dan
ayat (5) UU No.4/1999 tentang
Susunan dan Kedudukan MPR,
DPR dan DPRD, serta Keputusan
DPR RI No.03A/DPR RI/2001-2002
tentang Peraturan Tata Tertib DPR
RI. Para pemohon juga mendalilkan
UU SDA bertentangan dengan UUD
1945, karena tidak seluruh Pasal 33
UUD 1945 menjadi konsiderans
“mengingat” UU SDA.

Majelis hakim konstitusi me-
nyatakan, proses pembentukan UU
SDA telah sesuai dengan prosedur
pembentukan undang-undang, dan
mahkamah tidak menemukan  ada-
nya unsur-unsur yang bertentangan
dengan UUD 1945. Mahkamah
berpendapat  meskipun  hanya
sebagian dari Pasal 33 UUD 1945
yang dicantumkan dalam konsi-
derans “mengingat” UU SDA, yaitu
ayat (3), (4) dan tidak keseluruhan
dari Pasal 33 UUD 1945, tidak
menyebabkan secara formil UU SDA
bertentangan dengan UUD 1945.
Pengujian Materiil

Mengenai pengujian materiil,
dalam pertimbangan hukumnya,
mahkamah menyatakan para pemo-
hon tidak memberi perhatian yang
cukup pada apa  yang UU SDA sebut
“Pola Pengelolaan Sumber Daya
Air”, sehingga menyebabkan timbul-
nya persepsi atau interpretasi yang

keliru dalam memahami UU SDA
secara komprehensif.
Swastanisasi dan Privatisasi

Para pemohon berdalil UU SDA
memiliki pasal yang mendorong
swastanisasi atau privatisasi yaitu
Pasal 9, 10, 26, 45, 46, dan 80,
sehingga bertentangan dengan Pasal
33 (3) UUD 1945. Mahkamah me-
nyatakan dalil pemohon yang menya-
takan Pasal 9, 10, 26, 45, 46, dan 80
UU SDA bertentangan dengan Pasal
33 (3) UUD 1945 tidak beralasan.

Mahkamah berpendapat bahwa
UU SDA mengatur hal-hal yang
pokok dalam pengelolaan sumber
daya air, dan meskipun UU SDA
membuka peluang peran swasta
untuk mendapatkan hak guna
usaha air (HGU air) dan izin
pengusahaan SDA namun hal terse-
but tidak mengakibatkan penguasa-
an air akan jatuh ke tangan swasta.
Hal ini terkait dengan keberadaan
negara sebagai: (1) merumuskan
kebijaksanaan (beleid), (2) melaku-
kan tindakan pengurusan (bestuurs-
daad), (3) melakukan pengaturan
(regelendaad), (4) melakukan penge-
lolaan (beheersdaad), dan (5) mela-
kukan pengawasan (toezichthouden-
daad ) .

Menurut mahkamah, HGU air

� Sidang Putusan Pengujian UU No. 7/2004

Permohonan Pengujian
UU SDA ditolak

Para pemohon pengujian UU SDA
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dan izin pengusahaan merupakan
sistem perizinan yang penerbitannya
harus berdasarkan pada pola penge-
lolaan SDA dimana penyusunan pola
tersebut melibatkan peran serta
masyarakat yang seluas-luasnya.
Kinerja pengelolaan SDA akan
diawasi secara langsung oleh para
pihak yang berkepentingan (stake-
holders).  Dengan adanya sistem
perizinan ini justru pengusahaan
atas SDA akan dapat dikendalikan
oleh pemerintah.  Permohonan izin
baik untuk mendapatkan HGU
maupun izin pengusahaan dapat
ditolak bila pemberian izin tersebut
tidak sesuai dengan pola pengelolaan
SDA yang telah disusun.
Komersialisasi Air

Terkait dengan dalil para pe-
mohon bahwa UU SDA menyebab-
kan komersialisasi air karena meng-
anut prinsip “penerima manfaat jasa
pengelolaan sumber daya air wajib
menanggung biaya pengelolaan”
sesuai dengan jasa yang dipergu-
nakan. Mahkamah berpendapat
bahwa prinsip ini justru menem-
patkan air tidak sebagai objek untuk
dikenai harga secara ekonomi,
karenanya tidak ada harga air
sebagai komponen dalam menghi-
tung jumlah yang harus dibayar oleh

penerima manfaat. Oleh karenanya
prinsip ini tidak bersifat komersial.

Menurut mahkamah, persoalan
yang timbul dalam praktik adalah
besaran atau jumlah rupiah yang
harus dibayar oleh pemanfaat air,
dihubungkan dengan kemampuan
masyarakat untuk membayar jum-
lah tersebut. Jumlah atau besaran
yang dibayar oleh penerima manfaat
berdasarkan prinsip ini adalah sa-
ngat variabel atau relatif tergantung
pada perhitungan komponen yang
digunakan untuk membiayai jasa
pengelolaan, yang berdasarkan
patokan ini akan lebih murah
apabila dibandingkan dengan jum-
lah yang harus dibayar apabila air
dikenai harga ekomoni.  Pasal 77 UU
SDA menyatakan bahwa biaya
pengelolaan SDA ditetapkan berda-
sarkan kebutuhan nyata pengelo-
laan SDA, dengan demikian dilarang
untuk melakukan perhitungan yang
tidak nyata atau dengan cara
penggelembungan (mark up) dalam
menghitung biaya pengelolaan.

Jenis pembiayaan pengelolaan
SDA meliputi: (a) biaya sistem
informasi, (b) biaya perencanaan, (c)
biaya pelaksanaan konstruksi, (d)
biaya operasi pemeliharaan, dan (e)
biaya pemantauan, evaluasi, dan
pemberdayaan masyarakat.  Sedang-
kan dana untuk setiap jenis pembi-
ayaan berupa: (a) anggaran peme-
rintah, (b) anggaran swasta, dan/
atau (c) hasil penerimaan biaya jasa
pengelola sumber daya air.  Dican-
tumkannya anggaran swasta tergan-
tung apakah dalam suatu pengelo-
laan sumber daya air melibatkan
peran swasta, apabila tidak melibat-
kan peran swasta jenis pembiayaan
ini tentunya tidak menjadi komponen
yang dihitung.
Pendapat Berbeda (“Dissenting
Opinion”)

Terhadap putusan mahkamah
menolak permohonan pengujian UU
SDA, hakim konstitusi A. Mukthie
Fadjar dan Maruarar Siahaan,
mempunyai pendapat berbeda (dis-
senting opinion).

Mukhtie Fajar menyatakan
“UU SDA yang begitu besar resis-
tensi masyarakat terhadapnya,
seyogyanya direvisi dulu agar lebih

tepat paradigmanya, yaitu paradig-
ma yang lebih menekankan dimensi
sosial dan lingkungan dari pada
dimensi ekonominya, jika tidak, UU
SDA akan inkonstitusional, sebab
paradigmanya tidak sejalan dengan
paradigma UUD 1945, khususnya
Pasal 33 ayat (3).”  Lebih spesifik lagi
Mukhtie menyampaikan bahwa
permohonan pengujian materiil para
pemohon atas UU SDA terhadap
UUD 1945, seharusnya dapat dika-
bulkan sebagian.  Adapun beberapa
pasal, ayat, atau bagian dari UU
SDA yang menurut Mukhtie dapat
dikabulkan permohonan uji materiil-
nya, antara lain: Pasal 6 ayat (3),
Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1),
Pasal 11 ayat (3), Pasal 26 ayat (7),
Pasal 29 ayat (3), Pasal 38 ayat (2),
Pasal 39, Pasal 40 ayat (4), dan Pasal
41 ayat (5).

Senada dengan itu, terkait
dengan peluang privatisasi SDA,
Maruarar Siahaan dalam pembacaan
dissenting opinion-nya menyatakan
bahwa UU SDA meskipun dikata-
kan tidak mengatur tentang privati-
sasi, akan tetapi membuka secara
lebar peluang tersebut. Lebih lanjut
Maruarar menjelaskan, meskipun
dikatakan hanya menyangkut Sis-
tem Pengembangan Air Minum
(SPAM) pada daerah, wilayah, atau
kawasan yang belum terjangkau
pelayanan BUMD/BUMN, akan
tetapi HGU air yang dapat diberikan
pada swasta dan perorangan, adalah
merupakan peluang bagi privatisasi
dimaksud. “Walaupun Pasal 7 ayat
(2) menyatakan bahwa HGU air
tidak dapat disewakan atau dipin-
dahtangankan sebagian atau selu-
ruhnya, akan tetapi dengan bentuk
kapitalisasi usaha melalui saham di
bursa, mobilisasi kapital demikian
menjadi terbuka luas, meskipun
tanpa memindahtangankan hak
guna usaha yang diperoleh satu
badan hukum. Oleh karenanya
pintu atau peluang demikian tidak
dapat dikesampingkan hanya karena
secara ekplisit tidak menyebut
privatisasi”,  demikian pernyataan
Maruarar yang sebelum menjadi
hakim konstitusi sempat menjadi
Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu.
(Lwe)
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Dalam sidang pendahuluan
pengujian UU No. 41/1999 tentang
Kehutanan pemohon disarankan
untuk memperbaiki dan melengkapi
permohonannya agar lebih jelas
dapat menunjukkan kerugian kon-
stitusional yang dialaminya, dan
menunjukkan hubungan sebab
akibat antara UU yang dipersoalkan
dengan kerugian yang dialaminya.

Saran perbaikan itu disam-
paikan oleh panel hakim kepada
pemohon dalam sidang di Gedung
MK Jakarta pada Selasa (7/6).
Pemohon adalah Dewan Pimpinan
Pusat Persatuan Pengusaha Pela-
yaran Rakyat (DPP-PELRA) yang
diwakili oleh H.M. Yunus dan Drs.
H. Abd. Rasyid Gani dengan kuasa
hukum Dedi M. Lawe, S.H. Panel
hakim terdiri atas Prof. Dr. H.A.
Mukhtie Fadjar, M.S, Dr. H. Harjo-
no, S.H. MCL. dan Prof. Dr. H.A.S.
Natabaya, S.H.

Pemohon mendalilkan bahwa
Pasal 50 ayat (3) huruf h, penjelasan
Pasal 50 huruf j, Pasal 78 ayat (15)
dan penjelasannya UU kehutanan
bertentangan dengan UUD 1945,

�  Sidang Pendahuluan Pengujian UU No. 41/1999

Setelah melalui sidang pen-
dahuluan dan pleno, pengujian
UU No. 19/2004 tentang Pene-
tapan Peraturan Pemerintah
tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 41/1999 tentang
Kehutananan menjadi Undang-
Undang terhadap Undang-Un-
dang Dasar 1945 akhirnya dipu-
tus pada hari Kamis, (7/8). Pemba-
caan putusan perkara bernomor
003/PUU-III/2005 itu berlang-
sung di Gedung MK dengan
diwarnai demonstrasi belasan
mahasiswa dari BEM Universitas
Indonusa Eka Unggul.

Dalam putusannya, majelis
hakim menyatakan bahwa dalil-
dalil para pemohon dalam per-
mohonan pengujian formil UU
No. 19/2004 tidak cukup ber-
alasan untuk dikabulkan. Demi-
kian juga dengan permohonan

yaitu Pasal 28A, Pasal 28C, Pasal
28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan
Pasal 28H ayat (1). Menurut pemo-
hon, Pasal 50 ayat (3) huruf h diang-
gap telah mengabaikan hak dan ke-
wenangan konstitusi yang menyata-
kan Surat Keterangan Sahnya Hasil
Hutan (SKSHH) tidak sah apabila
isinya berbeda dengan keadaan fisik,
sehingga dianggap tak memiliki
SKSHH. Padahal menurut pemohon,
saat loading di pelabuhan telah
dilakukan clearance oleh Dinas
Kehutanan dan administratur
pelabuhan sehingga terbit SKSHH.

Selain itu, pemohon juga men-
dalilkan bahwa UU tentang Kehu-
tanan telah menempatkan dirinya
sama dengan pelaku illegal logging
yang turut menyebabkan kerusakan
hutan. Akibatnya pemohon meng-
anggap dirinya diperlakukan tidak
adil oleh aparat hukum.

Sementara itu, hakim Mukhtie
Fadjar menanyakan dalam kapasitas
apa pemohon mengajukan permohon-
annya. Atas pertanyaan ini pemohon
menegaskan bahwa pemohon adalah
perorangan/WNI yang mengingin-
kan pengujian materiil saja. Akhir-
nya sidang ditutup dan majelis ha-
kim memberikan kesempatan kepada
pemohon untuk memperbaiki dan
melengkapi permohonannya. (koen)

pengujian materiilnya, majelis
hakim menyatakan menolak per-
mohonan para pemohon yang terdiri
dari 11 lembaga swadaya masya-
rakat dan 81 orang WNI sebagai
perseorangan (yang meliputi warga
masyarakat yang tinggal di lokasi
beroperasinya 13 perusahaan per-
tambangan di hutan lindung (yang
ditetapkan berdasarkan Keputusan
Presiden No. 41/2004) dan warga
masyarakat aktivis lingkungan,
serta para mahasiswa anggota
organisasi pecinta alam).

Dalam permohonan pengujian

formil, para pemohon mendalilkan
bahwa proses pembentukan atau
lahirnya UU No. 19/2004 tidak bisa
dilepaskan dari Perpu No. 1/2004
tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 41/1999 tentang
Kehutananan. Sehingga, apabila
proses pembentukan Perpu No. 1/
2004 tidak memenuhi syarat pem-
bentukannya menurut UUD 1945,
maka mutatis mutandis proses
pembentukan UU No. 19/2004 juga
tidak memenuhi syarat pemben-
tukannya menurut UUD 1945.

Pemohon berdalil bahwa Perpu

�  Sidang Putusan Pengujian UU No. 19/2004

Permohonan Pengujian UU Kehutanan Ditolak

Permohonan Perlu DiperbaikiPermohonan Perlu DiperbaikiPermohonan Perlu DiperbaikiPermohonan Perlu DiperbaikiPermohonan Perlu Diperbaiki

Para menteri mewakili pemerintah
dalam sidang pengujian UU Kehutanan
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an Perpu menjadi undang-undang
Pasal II aturan tambahan UUD

1945 menyatakan “Dengan ditetap-
kannya perubahan Undang-Un-
dang Dasar ini, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan
dan pasal-pasal”. Dengan demikian,
berarti setelah perubahan UUD 1945
tidak dikenal lagi adanya penjelasan
UUD 1945, sehingga penjelasan
Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang
dikutip oleh pemohon hanya dapat
dikategorikan sebagai sebuah doku-
men historis yang sama nilainya
dengan dokumen historis lainnya,
sebagaimana halnya dengan keten-
tuan Pasal 139 Konstitusi RIS dan
Pasal 96 UUDS 1950 yang menggu-
nakan terminologi undang-undang
darurat untuk istilah Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-
undang dengan alasan “keadaan-

No. 1/2004 tidak memenuhi syarat
ketentuan negara  dalam keadaan
darurat seperti yang tercantum
dalam UU (Prp) No. 23 Tahun 1959
Tentang Keadaan Bahaya, demikian
pula isi konsiderans “menimbang”
Perpu No. 1/2004 tidak menunjuk-
kan tentang alasan hal ihwal
kegentingan yang memaksa seperti
yang dipersyaratkan oleh Pasal 22
ayat (1) UUD 1945.

Dalam pertimbangan hukum-
nya, mahkamah menjelaskan bahwa
alasan dikeluarkannya sebuah Perpu
oleh presiden, termasuk Perpu No.
1 Tahun 2004, yaitu karena “hal
ihwal kegentingan yang memaksa”
sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat
(1) UUD 1945 merupakan penilaian
subyektif presiden, sedangkan obyek-
tivitasnya dinilai oleh DPR dalam per-
sidangan yang berikutnya yang da-
pat menerima atau menolak penetap-

keadaan yang mendesak perlu
diatur dengan segera”, yang da-
pat digunakan sebagai rujukan
interpretasi historis.

Mahkamah menyatakan “hal
ihwal kegentingan yang memaksa”
yang dimaksud Pasal 22 ayat (1)
tidak sama dengan “keadaan ba-
haya” seperti yang dimaksud Pasal
12 UUD 1945 dan pengaturannya
dalam UU (Prp) No. 23/1959 ten-
tang Keadaan Bahaya yang me-
mang harus didasarkan atas kon-
disi obyektif sebagaimana dite-
tapkan dengan undang-undang.

Menurut mahkamah, “hal
ihwal kegentingan yang memak-
sa” yang dimaksud Pasal 22 ayat
(1) UUD 1945 memang hak sub-
yektif presiden yang kemudian
akan menjadi obyektif jika dise-
tujui oleh DPR untuk ditetapkan
sebagai undang-undang. (Lwe)

�  Lanjutan Sidang Pengujian UU No. 41/1999

Setelah Perbaiki Permohonan, Pemohon
Diminta Ajukan Saksi/Ahli

Untuk kedua kalinya MK
menggelar sidang pengujian UU No.
41/1999 tentang Kehutanan yang
diajukan oleh DPP Persatuan
Pengusaha Pelayaran Rakyat (PEL-
RA) dengan kuasa hukum Dedi M.
Lawe, S.H., dkk. Dalam sidang yang
digelar Rabu (22/6), panel majelis
hakim yang terdiri atas Prof. Dr. H.A.
Mukthie Fadjar, M.S, Prof. Dr.
H.A.S. Natabaya, S.H., dan Dr. H.
Harjono, S.H. MCL. menerima
perbaikan permohonan dan meminta
agar pemohon segera mengajukan
saksi/ahli untuk sidang berikutnya.

Dalam kesempatan itu, ketua
panel hakim Prof. Dr. H.A. Mukthie
Fadjar, M.S menanyakan kepada
pemohon hal-hal apa saja yang telah
diperbaiki dalam permohonannya.
Menjawab pertanyaan tersebut,
kuasa hukum pemohon menjelaskan
bahwa beberapa perbaikan yang
diajukan meliputi  penambahan

penerima kuasa, penegasan hak uji
materiil, dan penambahan keterang-
an tentang hukum positif yang
berlaku yang dijadikan landasan
permohonannya. Selain itu, pemohon
juga menyertakan penajaman subs-
tansi permohonannya, khususnya
menyangkut kerugian pemohon
yang didalilkan. Misalnya, menyang-
kut tuduhan kepada pemohon yang
dianggap melakukan illegal logging.

Sementara itu, hakim Natabaya
menanyakan kerugian konstitusio-
nal yang ditimbulkan oleh UU itu.
Atas pertanyaan itu, pemohon
menegaskan UU Kehutanan secara
kasuistis banyak bertentangan
dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.
Menurutnya, akibat diberlakukan-
nya UU No. 19/1999 tersebut hak
atas pekerjaan dan penghidupan
yang layak bagi pemohon terlanggar
atau bahkan hilang.

Menegaskan pertanyaan hakim

Natabaya, hakim Mukthie menilai
bahwa  pemohon dalam keterangan-
nya lebih banyak berdasarkan pada
fakta tindak pidana di lapangan.
Padahal dalam sidang MK yang
dipersoalkan adalah bukan fakta
lapangan, melainkan aspek konstitu-
sionalitas apakah UU bertentangan
dengan UUD 1945. “Jika pemohon
tetap ingin berpegang pada fakta
lapangan, silakan saja. Namun hal
itu bukanlah di sini tempatnya,”
kata Mukthie.

Dalam sidang tersebut istilah
illegal logging menjadi bahan pem-
bicaraan yang panjang. Karena
pemohon tetap bersikeras bahwa
dengan berlakukan  UU ini dirinya
selalu dituduh sebagai pelaku illegal
logging yang disebabkan oleh perbe-
daan penafsiran istilah “alat peng-
angkut” sebagaimana disebutkan
dalam Penjelasan Pasal 50 huruf j
UU Kehutanan. Pemohon juga
berharap kepada hakim agar dapat
meluruskan penafsiran aparat
penegak hukum di lapangan.

Setelah beberapa perbaikan
diteliti akhirnya sidang ditutup. Ma-
jelis hakim meminta agar pemohon
segera mengajukan saksi/ahli dalam
persidangan berikutnya. (koen)
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MK menggelar Sidang Pleno
Pengujian UU No. 30/2004 tentang
Jabatan Notaris pada Selasa (14/6)
di Gedung MK dengan agenda
mendengarkan keterangan pemerin-
tah. Dari pihak pemerintah tampak
hadir Menhuk HAM Dr. Hamid
Awaluddin, S.H., Dirjen Adminis-
trasi Hukum Umum Zulkarnain
Yunus, S.H., Dirjen Peraturan
Perundang-undangan Departemen
Hukum dan HAM Prof. Dr. Abdul
Gani Abdullah, S.H. dll.

Sidang dengan pemohon Ketua
Pernori (Persatuan Notaris Refor-
masi Indonesia) Dr. HM Ridhwan
Indra Romeo Ahadian, S.H. dan
Sekretaris (non-aktif) HNI (Him-
punan Notaris Indonesia) Dr. H.
Teddy Anwar, S.H. itu memperso-
alkan Pasal 82 ayat (1) UU Jabatan
Notaris yang hanya mengakui
adanya satu wadah tunggal notaris.
Menurut penafsiran pemohon, pasal
ini telah menunjuk INI (Ikatan
Notaris Indonesia) sebagai wadah
tunggal dengan indikasi dikeluar-
kannya SK Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia pada tanggal 7
Desember 2004 yang dengan tegas
menyebut INI sebagai satu-satunya
organisasi notaris yang diakui.

Ketika memberikan keterang-
an, Zulkarnain Yunus menjelaskan
bahwa UU Jabatan Notaris memang
menghendaki hanya ada satu wadah
notaris. Salah satu tujuannya adalah
untuk menyamakan kode etik nota-
ris. Sebagai pejabat publik, notaris
terhimpun dalam satu wadah yang
menggunakan lambang garuda.
“Akte yang dibuat notaris adalah
dokumen negara. Apakah bisa
dibenarkan kalau dokumen negara
ditangani oleh banyak wadah?”
ujarnya.

Zulkarnain menambahkan
bahwa penunjukan terhadap INI
tidak terdapat dalam UU Jabatan
Notaris, melainkan terdapat dalam
SK Menhuk HAM. Kalau pemohon

MK menggelar sidang pengujian
UU No. 30/2004 tentang Jabatan
Notaris (UU Jabatan Notaris) pada
hari Rabu (29/6) di Gedung MK
dengan agenda pemeriksaan penda-
huluan setelah perbaikan permo-
honan. Sidang yang bernomor 014/
PUU-III/2005 ini merupakan sidang
kedua dengan pemohon Hady Evianto
S.H., S.pN, dkk. Sidang Panel dike-
tuai oleh Prof. H.A.S. Natabaya, SH.,
LLM. dengan anggota H. Achmad
Roestandi, S.H. dan Soedarsono, S.H.

Pada sidang sebelumnya telah
terungkap bahwa para pemohon
mengajukan pengujian Pasal 1 butir
5 juncto Pasal 82 ayat (1) UU Jabatan
Notaris yang dalam proses perumu-
sannya dan pelaksanaannya saat ini
dianggap bertentangan dengan asas/
semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”
juncto ketentuan Pasal 36 A  juncto
Pasal 22 A UUD 1945. Pemohon juga
menganggap materi muatan keten-
tuan dalam Pasal 16  ayat (1) butir  k
UU Jabatan Notaris bertentangan

mempersoalkan penujukan INI
seharusnya mengajukan pengujian
di Mahkamah Agung (MA), bukan
di MK.

Sementara Abdul Gani mem-
berikan pandangan agak berbeda.
Menurutnya, yang dimaksud “satu
wadah” dalam UU Jabatan Notaris
adalah wadah yang bisa menam-
pung setiap organisasi notaris untuk
berhimpun. Seperti halnya wadah
advokat yang menampung banyak
organisasi advokat. Karena itu, UU
Jabatan Notaris tidak menghalang-
halangi munculnya banyak organi-
sasi notaris. “Wadah itu kan seperti
mangkok, satu wadah ini bisa
menampung sepuluh biji notaris,”
katanya beranalogi.

Soal penunjukan INI oleh SK

�  Sidang Pleno Pengujian UU No. 30/2004

Zulkarnain Yunus, SH: “UU Hanya
Menghendaki Satu Wadah Notaris”

dengan Pasal 36 C UUD 1945.
Dalam sidang yang dimulai

tepat pukul 10.00 WIB ini, Natabaya
selaku ketua panel hakim meminta
pemohon untuk menjelaskan peru-
bahan-perubahan permohonan sete-
lah perbaikan permohonan seperti
yang disarankan majelis hakim pada
sidang sebelumnya. Pemohon menya-
takan ada beberapa perubahan baik
formal maupun materiil pada draft
permohonan yang diajukan. Di anta-
ranya mempertegas legal standing
dan mengikuti nasehat majelis hakim
untuk menguraikan terlebih dahulu
alasan-alasan formal kemudian
dilanjutkan dengan penguraian
alasan-alasan materiil.

Setelah mendengar uraian pe-
mohon, Natabaya kemudian mena-
nyakan “posita” permohonan, setelah
adanya perbaikan permohonan.
Karena pemohon tidak dapat menje-
laskan secara rinci mengenai “posita”
permohonannya termasuk mengenai
pengertian “posita” itu sendiri,

Menhuk HAM sebagai satu-satunya
wadah notaris yang diakui, menurut
Gani, karena adanya realitas historis
bahwa INI adalah organisasi notaris
yang terdaftar di kementerian keha-
kiman bahkan jauh sebelum UU
Jabatan Notaris diundangkan. (rmt)

Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian UU No. 30/2004

“Posita” dan “Petitum” Harus Sesuai

Zulkarnain Yunus
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MK menggelar sidang peng-
ujian UU No. 30/2004 tentang
Jabatan Notaris (UU JN) pada  hari
Senin (4/7) di Gedung MK dengan
agenda mendengarkan keterangan
saksi/ahli dari pemohon dan pihak
terkait. Sidang dengan perkara
bernomor 009/PUU-III/2005 dan
014/PUU-III/2005 ini merupakan
sidang dengan pemohon para
notaris yang terdiri dari Hady
Evianto, S.H., Sp.N., H. M. Ilham
Pohan, S.H., Sp.N., Ukon Krisna-
jaya, S.H., Sp.N., Yance  Budi  S.L.
Tobing, S.H., SpN., serta Drs. H.
A. Taufiqurrahman S., S.H., Sp.N.

Para notaris tersebut menga-
jukan permohonan pengujian formil
sekaligus materiil terhadap Pasal
1 butir 5 jo Pasal 82 ayat (1), dan
Pasal 16 ayat (1) butir k UU JN.
Selain mereka, ada juga organisasi
notaris yang bertindak sebagai
pemohon yaitu: Persatuan Notaris
Reformasi Indonesia (PERNORI)
dan Himpunan Notaris Indonesia
(HNI) yang mengajukan permo-
honan pengujian formil dan mate-
riil terhadap Pasal 1 ayat (5), Pasal
67 ayat (3) b, Pasal 77, Pasal 78
dan Pasal 82 ayat (1) UU JN. Salah
satu permohonan yang diajukan
para pemohon terkait keberadaan
wadah tunggal notaris di Indonesia.
Para pemohon menyatakan keber-
adaan organisasi notaris yang telah
ada yaitu Ikatan Notaris Indonesia
(INI) bukan merupakan satu-
satunya wadah tunggal notaris.

Pada kesempatan sidang panel
ini majelis hakim mendengarkan
keterangan ahli yang dihadirkan
oleh Pemohon yang terdiri dari
Prof. Arie Sukanti Hutagalung,
S.H., MLI. (ahli hukum agraria),
dan Prof. Frans Limahelu, S.H.
(ahli dalam bidang legislative
drafting) dan Neneng Salmiah
sebagai saksi.

Menjawab pertanyaan majelis
hakim, Arie Sukamti menyatakan

Natabaya menjelaskan bahwa “posi-
ta” adalah uraian mengenai perihal
yang menjadi dasar permohonan.
Dalam penjelasan lanjutan Natabaya
menegaskan mengenai keharusan
kesesuaian “posita” dan “petitum”,
apakah kongruen atau tidak, karena
apabila tidak maka permohonan men-
jadi kabur (absurd).

Setelah itu, Natabaya langsung
menanyakan kembali tentang permin-
taan hakim berikutnya pada sidang
sebelumnya (16/6) yaitu agar pemohon
meringkas permohonan karena ter-
kait dengan uraian sistematis “posita”
dan “petitum”. Ternyata pemohon
hanya membuat ringkasan dari
perubahan permohonan saja, tidak
meringkas permohonan seperti yang
disarankan majelis hakim. Akhirnya
pemohon menyatakan bahwa permo-
honan sudah final dan merupakan
batas kemampuan mereka.

Selanjutnya hakim konstitusi
Achmad Roestandi dan Soedarsono
meminta kejelasan mengenai fakta
dan bukti-bukti yang diajukan, anta-
ra lain mengenai awal para pemohon
menjadi notaris, bergabung pada
organisasi notaris apa saja, bagai-
mana prosedur ikut dalam organisasi
notaris tersebut, pandangan para
pemohon mengenai organisasi notaris
yang ada, serta pengalaman para
pemohon terkait dengan judicial
review yang mereka ajukan. Pada
akhirnya ditetapkanlah bukti-bukti
yang diajukan pemohon. (Lwe)

bahwa notaris adalah pejabat
umum, bukan pejabat publik,
karena dia juga membuat akta-
akta. Lebih lanjut Arie menya-
takan, PPAT pengaturannya ada
pada peraturan pemerintah, tetapi
sudah ada UU yang telah meng-
akui eksistensi dari PPAT. Hal ini
menuju pada dalih pemohon bahwa
organisasi-organisasi notaris non
INI (PERNORI, HNI dan ANI) juga
merupakan organisasi profesi yang
harus diakui keberadaannya oleh
UU JN dan pemerintah.

Terkait dengan pertanyaan
hakim konstitusi Natabaya, Frans
menyatakan bahwa UU JN yang
menyatakan wadah tunggal tidak
bertentangan karena dalam kenya-
taan prosesnya sedang terjadi
sesuatu yang perlu di atur sehi-
ngga tidak disebutkan satu orga-
nisasi profesi, tapi ada satu wadah
dari organisasi profesi. Frans men-
jelaskan, hal itu karena: “memakai
wadah dengan pengharapan bisa
dikumpulkan jadi satu, tidak
disebutkan satu organisasi.” Perta-
nyaan Natabaya kemudian lebih
tajam, apabila yang menyatakan
satu-satunya organisasi adalah
pemerintah, apakah salah? Frans
menjelaskan,  dia (pemerintah-red.)
punya kewenangan untuk menya-
takan itu, “bukan salah atau tidak,
hanya kalau UU sudah mengata-
kan satu wadah dan tidak menyata-
kan secara eksplisit.” Dengan kata
lain pemerintah punya kewenang-
an untuk mengatur berbagai
pelaksanaan UU.

Persidangan ini merupakan
persidangan terakhir karena maje-
lis hakim MK menyatakan bahwa
pemeriksaan perkara 009/PUU-III/
2005 dan 014/PUU-III/2005 perihal
pengujian UU tentang Jabatan
Notaris telah dianggap selesai dan
putusan perkara tersebut akan di-
bacakan pada sidang terbuka
untuk umum. (Lwe)

�  Sidang Pleno Pengujian UU No. 30/2004

Ahli Prof. Frans Limahelu, S.H.:
“Tidak Disebutkan Satu Organisasi”
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Pada hari Senin (6/6) MK
menggelar sidang pleno pengujian
dua undang-undang yang terkait
dengan masalah dana pendidikan,
yakni UU No. 20/2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Sis-
diknas) dan UU No. 36/2004 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) di Gedung MK.
Sidang dengan pemohon Fathul
Hadie Utsman dkk. itu berlangsung
dengan agenda mendengarkan
keterangan ahli Andi Jamaro dan
saksi Sonhaji.

Permohonan pengujian yang
tercatat dalam perkara bernomor
011/PUU-III/2005 dan 012/PUU-III/
2005 itu mempersoalkan realisasi
20% dana pendidikan yang terhalang
oleh beberapa klausul. Pertama,
Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU
Sisdiknas yang membuat realisasi
dana pendidikan dari pemerintah
tidak jelas. Dalam Pasal 49 ayat (1)
UU Sisdiknas dinyatakan: “Dana
pendidikan selain gaji pendidik dan
biaya pendidikan kedinasan dialo-
kasikan minimal 20% dari Anggar-
an Pendapatan dan Belanja Nega-
ra (APBN) pada sektor pendidikan

dan minimal 20% dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD)”. Sementara dalam penjelas-
annya dinyatakan: “Pemenuhan
pendanaan pendidikan dapat di-
lakukan secara bertahap.” Persoal-
annya, menurut pemohon, yang
dimaksud bertahap dalam Penjelasan
Pasal 49 ayat (1) tidak jelas sampai
kapan dan perapa kali tahapannya.

Kedua, UU APBN yang dalam
merealisasikan dana pendidikan
tidak mencapai 20% seperti diama-
natkan oleh konstitusi. Dalam per-
hitungan pemohon, dana pendidikan
yang dianggarkan oleh APBN 2005
hanya berkisar 6%.

Ahli Andi Jamaro melihat ada-
nya pertentangan yang nyata antara
UUD 1945 dengan Penjelasan Pasal
49 ayat (1) UU Sisdiknas. Pasal 31
ayat (4) UUD 1945 menegaskan
bahwa negara memprioritaskan
anggaran pendidikan sekurang-
kurangnya 20% dari APBN dan
APBD, tetapi Penjelasan Pasal 49
ayat (1) menyatakan bahwa peme-
nuhan dana pendidikan tersebut
dilakukan secara bertahap. “Kalau
memang negara memprioritaskan,

artinya 20% dana pendidikan harus
dialokasikan terlebih dahulu sebelum
dana yang lain. Tidak boleh berta-
hap, apalagi kalau bertahapnya
tidak jelas berapa kali dan sampai
kapan,” tandas Jamaro.

Ketidakjelasan realisasi dana
pendidikan itu, menurut Jamaro,
memang disengaja oleh pembuat UU.
Buktinya, dalam UU APBN 2005
tidak disebutkan secara tegas berapa
persen alokasi dana untuk pendi-
dikan. Munculnya angka 6% alokasi
dana untuk pendidikan dalam
APBN 2005 didasarkan atas peng-
hitungan yang dilakukan oleh pe-
mohon sendiri dengan mengaku-
mulasikan jumlah dana untuk sek-
tor-sektor yang termasuk dalam
lingkup pendidikan baik pendidikan
formal, non-formal, maupun informal.

Tidak adanya penyebutan pro-
sentase dana pendidikan dalam UU
APBN, dalam pengamatan Jamaro,
telah berhasil mengecoh publik pada
tahun anggaran sebelumnya. “Kala
itu, Presiden Megawati menyatakan
bahwa alokasi dana pendidikan di
Indonesia sudah mendekati 20% dan
kita semua mengamininya. Kita
tidak akan pernah tahu berapa dana
untuk pendidikan kalau kita tidak
menghitungnya sendiri,” lanjutnya.

Selain itu, Jamaro juga meng-
kritisi Pasal 14 UU Sisdiknas yang
mengatur jenjang pendidikan menja-
di tiga, yaitu dasar, menengah dan
tinggi. Menurut Jamaro, seharusnya
setelah pendidikan dasar langsung
pendidikan tinggi. Sebab, yang
dimaksud dengan pendidikan dasar
adalah pendidikan di mana out-put-
nya siap memasuki pendidikan tinggi
atau dunia kerja. Dengan demikian,
menurut Jamaro, pendidikan dasar
yang menurut Pasal 34 ayat (1) UU
Sisdiknas tidak dipungut biaya bisa
mencakup SLTP dan SLTA.

Sementara itu saksi Sonhaji
yang berprofesi sebagai kepala
sekolah merangkap guru dan wali
murid memaparkan sampai saat ini
anak sekolah masih ditarik biaya
SPP dan SP3, buku-buku pegangan
yang harus dibeli. Sonhaji menam-
bahkan bahwa SPP diperlukan
untuk membayar gaji guru dan dana
operasional sekolah. (rmt)

Sidang Pleno Pengujian UU No. 20/2003 dan UU No. 36/2004

Pemohon Tuntut Realisasi
20% Dana Pendidikan

Fathul Hadie
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Mahkamah Konstitusi
(MK) menggelar sidang
pengujian UU No. 20/2003
tentang Sistem Pendidikan
Nasional (UU SISDIKNAS)
dan UU No. 36/2004 ten-
tang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara tahun
2005 (UU APBN 2005) pada
hari Rabu (6/7) di Gedung
MK.  Sidang ini bermaksud
untuk mendengarkan kete-
rangan pihak terkait (PG-
RI, ISPI, BMPTN, APTISI,
Taman Siswa, NU, dan
Muhammadiyah). Sidang
yang dihadiri pemerintah
dan para pihak terkait
(kecuali dari Muhamma-
diyah) dimulai pukul 10.00
WIB, dipimpin oleh Prof. Dr.
H. M. Laica Marzuki, S.H.

Persidangan ini terkait
dengan kewajiban pemerin-
tah untuk menetapkan pe-
nyelenggaraan pendidikan
sekurang-kurangnya 20%
dari APBN dan APBD un-
tuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidik-
an nasional, akan tetapi re-
alitasnya pemerintah ha-
nya mengalokasikan ang-
garan penyelenggaraan
pendidikan lebih kurang
6%. Hal ini tidak sesuai
dengan Pasal 31 ayat (2)
UUD 1945 yang menyata-
kan bahwa “setiap warga
negara berhak mendapat-
kan atau wajib mengikuti
pendidikan dasar, dan pe-
merintah wajib membiayai-
nya”. Untuk itu Fathul
Hadie Utsman, dkk memo-
hon pengujian Pasal 17 ayat

(1), (2) dan penjelasan Pasal
49 ayat (1) UU Sisdiknas
(No. Perkara 011/PUU-III/
2005) dan juga Pengujian
UU APBN 2005 (No. Per-
kara 012/PUU-III/2005).

Di persidangan ini, ter-
kuak beberapa hal terkait
dengan keberadaan UU Sis-
diknas dan UU APBN 2005
di antaranya seperti yang
disampaikan oleh Soedar-
jarto (ISPI), “Bappenas,
UNDP dan BPS pada tahun
2004 menyatakan anggaran
untuk pendidikan dasar
saja harusnya 58 trilyun ru-
piah, sekarang tersedia ma-
sih jauh dari itu.”  Padahal
berdasarkan UU APBN, pro-
gram wajib belajar pendi-
dikan dasar  9 tahun cuma
mendapatkan alokasi dana
Rp. 8.547.940.000.000,-.

Menanggapi kondisi itu
Ki Sunarno (Ketua I Majelis
Luhur Yayasan Persatuan
Perguruan Taman Siswa)
menegaskan bahwa hen-
daknya pemerintah bisa
memenuhi pendidikan sesu-
ai dengan UUD 1945, 20%.
Hal itu tidaklah sulit untuk
dipenuhi tahun depan, di
mana anggaran subsidi
BBM secara resmi diban-
tukan untuk pendidikan.

Untuk mendapatkan
kejelasan pada isu tersebut,
maka pada sidang berikut-
nya diharapkan pemerintah
akan memberikan tanggap-
an langsung rencananya
akan disampaikan oleh
Bambang Sudibyo Menteri
Pendidikan Nasional. (Lwe)

Sidang Pleno Pengujian
UU No. 20/2003 dan UU No. 36/2004

Sidang Dengarkan Keterangan
Pihak Terkait

Kata-kata Bijak

Sesungguhnya aku telah mengatur
urusan kamu, tetapi aku bukanlah orang
yang paling baik di kalangan kamu, maka
berilah pertolongan kepadaku. Kalau
aku bertindak lurus maka ikutilah aku,
tetapi kalau aku menyeleweng maka
betulkanlah aku!
Abu Bakar Asshiddiq (573 – 634 M)

���

Barangsiapa menjaga kehormatan
orang lain, pasti kehormatan dirinya
akan terjaga.
Umar Bin Khattab (581 – 644 M)

 ���
Orang yang ingin berbahagia harus
berbuat baik sebanyak-banyaknya.
Aristoteles (384 – 322 SM)

���

Perjalanan seribu li dimulai dengan
langkah pertama.
Lao Tze (604 – 524 SM)

���

Seorang penyayang hidup di lingkungan
penyayang. Seorang yang kejam hidup
di dunia yang kejam. Setiap orang yang
Anda temui adalah cermin diri Anda.
Ken Keyes, Jr. (1921- 1995 M)

Semoga amal ibadah
almarhum/mah diterima oleh Allah

SWT, dan keluarga yang
ditinggalkannya diberi ketabahan

dan kekuatan iman. Amin.

Inna lillahi wa inna ilaihi roji’un.
Keluarga Besar

Mahkamah Konstitusi
turut berduka atas wafatnya

H. Ali Maksum
(Ayahanda Gani Suryohadi, A.Md.,

Pengganda/Penjilidan
pada Sub Bagian Persuratan)

Pada Sabtu, 18 Juni 2005
di Pekalongan

���

Djuminten
(Ibunda dari Hadi Supiyanto,

Staf Sub Bagian Rumah Tangga)
Pada Rabu 20 Juli 2005

di Purwokerto.
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MK menggelar sidang panel
pengujian UU No. 40/2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional
(SJSN) terhadap UUD 1945 pada
Selasa (5/7). Sidang ini merupakan
sidang kelima dengan agenda men-
dengar keterangan saksi/ahli dari
pemohon dan pemerintah, serta
badan penyelenggara Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan Masya-
rakat (bapel JPKM) DIY dan bapel
JPKM lainnya. Sidang yang berno-
mor 007/PUU-III/2005 ini berasal da-
ri pemohon Drs. H. Fatorrasjid,
M.Si, dkk serta Sri Kusmini, SKM,
dkk.

Para pemohon bermaksud un-
tuk mengajukan permohonan peng-
ujian terhadap materi muatan dalam
Pasal 5 ayat (1), (3) dan (4) dan Pasal
52  UU SJSN yang dianggap ber-
tentangan dengan: Pasal 18, Pasal
18A, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat
(1) dan (3), Pasal 28 I ayat (2) dan
Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945.

Pada dasarnya pemohon mena-
nyakan keberadaan Badan Penye-
lenggaraan Jaminan Sosial. Selama
ini, sebelum hadirnya UU SJSN,
telah ada empat badan yang menye-
lenggarakan atau mengelola jaminan
sosial yaitu Askes (Asuransi Kese-
hatan), Jamsostek (Jaminan Sosial
Tenaga Kerja), Taspen (Tabungan
Asuransi Pegawai Negeri), dan
Asabri (Asuransi ABRI).

Dalam sidang sebelumnya (1/6)
terkemuka pertanyaan dari pemohon
apakah badan-badan tersebut harus
disesuaikan dengan UU SJSN atau
haruskah dibentuk badan-badan
baru yang merupakan perintah dari
UU SJSN, seiring dengan ketentuan
Pasal 5 ayat (3) jo. ayat (4) UU
SJSN. Hal ini jelas-jelas bersing-
gungan dengan isu sentralisasi dari
sistem jaminan sosial.

Dari empat lembaga yang me-
ngelola jaminan sosial, keempat
lembaga tersebut merupakan lemba-

Sidang Pleno Pengujian UU No. 40/2004:

Ahli Ali Ghofur: “Persoalannya
Adalah Pengelolaan”

ga yang dikelola oleh pemerintah
pusat. Dari sudut efektifitas banyak
sekali kerumitan-kerumitan yang
muncul akibat pengelolaan yang
tersentralisasi ini. Selain itu, dengan
pola sentralisasi itu ada kekha-
watiran akan terjadi monopoli dalam
pengelolaan jaminan sosial oleh
pemerintah pusat. Oleh karena itu,
pemohon meminta MK untuk meng-
uji ketentuan UU SJSN dengan
Pasal 18 UUD yang mengatur
mengenai pembagian kewenangan
pemerintah pusat dan daerah tidak
hanya dengan Pasal 34 UUD 1945.

Sidang yang dipimpin oleh
hakim konstitusi Jimly Assidiqqie ini
menghadirkan saksi dari bapel-bapel
JPKM yang ada di wilayah DIY dan
Jawa Tengah dan juga ahli dari
pemohon yaitu Ali Ghofur dan ahli
pemerintah Hotbonar Sinaga dan
Hasbullah Tabrani.

Hasbullah dalam keterangan-
nya menyatakan bahwa pelayanan
kesehatan mengandung dua unsur,
pertama, pendanaan yang terkemuka
pada Pasal 34 ayat (2) UUD 45, dan
kedua, pelayanan pada Pasal 34 ayat

(3) UUD 45. Pendanaan lebih terkait
pada hal yang bersifat fiskal yaitu
dengan keberadaan empat badan
tersebut, sedangkan pelayanan
terkait dengan UU Otonomi Daerah
di mana disebutkan bahwa pemda
wajib menyediakan fasilitas kesehat-
an. Lebih lanjut Hasbullah menje-
laskan, “Umumnya di berbagai
negara, jaminan sosial dikelola
secara nasional, karena mobilitas
penduduk dari suatu daerah ke
daerah lain tinggi, tetapi tidak bisa
dinafikan peranan daerah dalam hal
pelayanan.” Hasbullah kemudian
menyatakan, apabila terkait penda-
naan maka akan susah karena ada
daerah yang mampu dan ada yang
tidak mampu, dan hal ini memper-
sulit tujuan keadilan sosial.

Menanggapi isu tersebut, Ali
Ghofur, ahli yang diajukan pemohon
menyatakan berdasarkan penga-
laman, pemahaman dan bacaannya,
keadilan tidak satu-satunya cara
dengan monopoli dan tersentralisir,
banyak negara yang mengembang-
kan sistem dengan banyak penye-
lenggara dan untuk mencapai sistem
itu membutuhkan waktu yang
cukup panjang. “Contoh di Jerman
yang pertama mengembangkan
asuransi kesehatan terdapat 270
bapel, masyarakatnya homogen, jadi
yang dipermasalahkan adalah main-
tenance atau pengelolaan”, demikian
penjelasan Ghofur. (Lwe)

Ali Ghofur (kiri)
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MK menggelar sidang pengujian
UU No. 37/2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayar-
an Utang pada  hari Selasa (12/7) di
Gedung MK, dengan agenda pemerik-
saan pendahuluan. Sidang yang
bernomor perkara 015/PUU-III/2005
ini merupakan sidang pertama dengan
pemohon Tommi S. Siregar, S.H.,
LLM. dengan dihadiri kuasa hukum
Swandy Halim, S.H., dkk. Sidang
Panel diketuai oleh I Dewa Gede
palguna, S.H., MH. dengan anggota
Prof. DR. H. M. Laica Marzuki, S.H.
dan Letjen. (purn.) H. Achmad Roes-
tandi, S.H.

Dalam kesempatan ini, pemohon
diwakili para kuasa hukumnya mem-
bacakan permohonan secara bergan-
tian. Dalam permohonannya pemohon
meminta pengujian materiil terhadap
UU Kepailitan karena beberapa pasal
dalam UU tersebut dianggap menim-
bulkan ketidakpastian hukum dan
juga tidak memberikan perlindungan
hukum terhadap pemohon yang ber-
profesi sebagai Kurator. Beberapa pasal
tersebut antara lain: Pasal 17 ayat (2),
Pasal 18 ayat (3), penjelasan Pasal 59
ayat (1), Pasal 83 ayat (2), Pasal 104
ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Pasal 244,
dan penjelasan Pasal 228 ayat (6).

Setelah permohonan disampaikan,
hakim konstitusi I Dewa Gede palguna
mengkonfirmasi adanya perbedaan
nama pemohon di kartu tanda penge-
nal (KTP) dan draft permohonan. KTP
menggunakan nama Tomi S. Siregar
sedangkan dalam draft digunakan
nama Tommi S. Siregar. Proses
konfirmasi selesai setelah pemohon
menyatakan nama yang sebenarnya
adalah Tommi S. Siregar. Majelis
hakim kemudian melakukan penge-
sahan alat bukti yang di sampaikan
oleh pemohon. (Lwe).

MK menggelar sidang
pengujian UU No. 12/2001
tentang Pembentukan Kota
Singkawang pada hari Selasa
(12/7) di Gedung MK dengan
agenda pemeriksaan pendahu-
luan. Sidang dengan nomor
perkara 016/PUU-III/2005 ini
merupakan sidang pertama
dengan pemohon Minhad Ryad,
S.H. Sidang Panel diketuai
oleh Prof. Dr. H. M. Laica
Marzuki, S.H. dengan anggota
I Dewa Gede Palguna, S.H.,
MH. dan Letjen. (purn.) H. Ach-
mad Roestandi, S.H.

Dalam kesempatan ini,
pemohon diminta oleh majelis
hakim panel untuk menyam-
paikan pokok-pokok permohon-
annya. Pemohon menjelaskan
bahwa ia meminta pengujian
materiil terhadap UU Pemben-
tukan Kota Singkawang kare-
na dianggap menimbulkan
ketidakpastian hukum. Pemo-
hon juga menyatakan bahwa
dirinya sebagai warga negara
dan juga masyarakat Kecamat-
an Sungai Raja diperlakukan
secara diskriminatif karena
tidak ada sosialisasi UU ter-
sebut kepada mereka. Di dalam
permohonannya pemohon juga
menyatakan bahwa UU Pem-
bentukan Kota Singkawang
telah melanggar dan merugi-
kan berbagai kemudahan dan
fasilitas yang selama ini telah
dinikmati pemohon pada saat
Singkawang berstatus sebagai
ibukota Kabupaten Sambas.

Setelah pemohon menyam-
paikan pokok permohonan,
Laica memberikan saran agar
pemohon dalam menyampaikan

�   Sidang Panel Pemeriksaan
Pendahuluan Pengujian

UU No. 37/2004

Kurator Merasa Tidak
Mendapat Perlindungan dan

Kepastian Hukum

Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan
Pengujian UU No. 12/2001

Pembentukan Kota
Singkawang Dianggap Timbulkan

Ketidakpastian Hukum
permohonannya mengatas-
namakan dirinya sendiri, tidak
boleh melibatkan masyarakat
karena masyarakat tidak mem-
berikan surat kuasa kepada
pemohon. Selain itu Laica juga
meminta konfirmasi mengenai
permohonan yang diajukan,
karena ada kata-kata permo-
honan formil dalam draft permo-
honan, tetapi ternyata hanya ada
penjelasan mengenai permohon-
an materiil. Menanggapi itu,
pemohon menyatakan bahwa
dirinya memang hanya menga-
jukan permohonan materiil.
Hakim Laica minta diperbaiki.

Hakim konstitusi I Dewa
Gede Palguna kemudian mem-
beri saran kepada pemohon
agar dalam permohonannya
pemohon menjelaskan terlebih
dahulu mengenai hak konsti-
tusionalnya, setelah itu baru
menjelaskan hak konstitu-
sional apa yang terlanggar dan
kemudian membuktikan per-
tentangannya dengan UUD,
agar alur permohonan lebih
jelas. Untuk itu hakim konsti-
tusi Achmad Roestandi meng-
anjurkan agar pemohon berkon-
sultasi dengan pengacara lain
yang sudah berpengalaman
beracara di MK, mengingat
pemohon bukan pengacara
walaupun mempunyai gelar
sarjana hukum. Roestandi juga
meminta agar pemohon men-
cantumkan secara lebih spesi-
fik pelanggaran hak konstitu-
sional berdasarkan UUD.

Akhirnya sidang ditutup
dengan anjuran dari majelis
hakim agar permohonan diper-
baiki. (Lwe)
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Tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa saat ini
air adalah sumber daya alam yang ketersediaannya
terbatas dan merupakan kebutuhan pokok yang
sangat penting untuk kehidupan dan kesehatan. Air
jugalah yang harus ada untuk membuat manusia
dapat menjalani kehidupannya yang bermartabat,
oleh karenanya pemenuhan atas air ini adalah
prasyarat bagi terwujudnya hak asasi manusia.  Hal
ini kemudian ditegaskan oleh Kovenan Hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) dalam Pasal
11 paragraf 1 yang secara spesifik mengatur hak-
hak yang harus ada (indispensable) untuk
mewujudkan hak atas standar hidup, “termasuk
makan, sandang dan perumahan yang layak”,
konvenan inilah yang menegaskan bahwa manusia
memiliki hak atas air.

Hak atas air ini termasuk juga dalam kategori
hak dasar yang dijamin untuk memperoleh standar
hidup layak, terlebih jika menyangkut hak memper-
tahankan hidup. Hak atas air juga tidak dapat
dipisahkan dari hak untuk mencapai standar
kesehatan tertinggi, hak atas perumahan dan
makan yang layak, menjamin kesehatan ling-
kungan (hak atas kesehatan), untuk keberlanjutan
peri-kehidupan (hak untuk mencari nafkah) dan
menjalankan praktik-praktik budaya (hak untuk
mengambil bagian dalam kehidupan budaya). Hak
ini juga berkaitan dengan hak-hak lain yang tertera
dalam International Bill of Human Rights,
termasuk diantaranya adalah hak untuk hidup dan
mencapai martabat kemanusiaan.  Hak atas air ini
juga telah  diakui secara luas dalam dokumen-
dokumen internasional, diantaranya perjanjian
antar negara, deklarasi dan standar-standar
lainnya. Seperti Konvensi Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan,
Konvensi Hak Anak, Konvensi Jenewa tentang
Perlakuan bagi Penduduk Sipil dalam Keadaan
Perang 1949, Resolusi 2002/6 Sub Komisi PBB
Pemajuan dan Perlindungan HAM tentang
Perwujudan Hak Atas Air Minum, dan lain
sebagainya.

Prioritas alokasi air haruslah mendahulukan
keperluan pribadi dan rumah tangga. Prioritas
lainnya diberikan dalam mengatasi kelaparan dan

Hak atas Air dan UU SDA
Oleh Supriyadi Widodo Eddyono, S.H.

penyakit, serta pada kewajiban-kewajiban yang
diatur pada beberapa kovenan. Sangat penting
untuk menjamin akses terhadap keberlanjutan
sumberdaya air bagi lahan-lahan pertanian untuk
mewujudkan hak memperoleh makanan yang
cukup. Perhatian ini terutama diberikan kepada
kaum miskin, petani yang termarjinalisasi,
termasuk petani perempuan, agar dapat memiliki
akses yang sama terhadap air dan sistem penge-
lolaan air dan teknologi irigasi.

Mengacu pada kewajiban dalam Pasal 1
paragraf 2, Kovenan ECOSOC, dinyatakan bahwa
tidak boleh seorangpun “dikurangi haknya”, dan
negara harus menjamin pemenuhan akses atas air
yang cukup untuk pertanian subsisten dan
menjamin kehidupan masyarakat adat. Kesehatan
lingkungan, sebagai salah satu aspek hak atas
kesehatan yang diatur dalam Pasal 12 paragraf 2
(b), Kovenan ECOSOC, juga kemudian menyerukan
kepada negara-negara untuk mengambil langkah-
langkah yang tidak diskriminatif untuk meng-
hindari ancaman terhadap kesehatan akibat
pencemaran air. Misalnya, negara-negara harus
menjamin bahwa sumberdaya air dilindungi dari
kontaminasi zat-zat berbahaya dan penyakit.
Selanjutnya, negara-negara harus mengawasi dan
memerangi penyakit-penyakit yang diakibatkan
oleh kontaminasi air.

Hak atas air juga mencakup hak atas
kebebasan dan pemenuhan. Kebebasan yang
dimaksud dalam konteks ini meliputi hak untuk
mempertahankan akses/pemenuhan hak atas air,
hak untuk bebas dari intervensi, seperti hak untuk
terbebas dari tindakan sewenang-wenang atau
kontaminasi sumber-sumber air. Sebaliknya, hak
atas pemenuhan (entitlement) meliputi hak atas
penyediaan sumber air (water supply) dan
pengelolaan yang setara bagi penduduk untuk
menikmati air.

Kecukupan air juga tidak boleh ditafsirkan
secara sempit, hanya dengan mengacu pada
kuantitas volume dan teknologinya. Air harus
diperlakukan sebagai sumber daya milik publik
(umum) baik secara sosial maupun budaya, dan
bukan semata-mata untuk kepentingan ekonomi.
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Meski kecukupan atas air yang diatur dalam hak
atas air bervariasi dan tergantung pada kondisi
tertentu, namun prinsip hak atas air memiliki
beberapa standar yang relevan untuk diterapkan
dalam semua keadaan yakni: ketersediaan (avai-
lability), kualitas (quality), aksesibilitas (accessi-
bility), aksesibilitas fisik (physical accessibility);
aksesibilitas ekonomi, prinsip tanpa diskriminasi
(non discrimintion) dan aksesibilitas informasi
(information accessibility).

Untuk konteks Indonesia, beberapa prinsip
mengenai hak atas air di atas akan tereduksi dengan
dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air. Dalam beberapa analisa yang
telah dilakukan terhadap regulasi ini, ditemukan
beberapa  aturan  yang  secara signifikan akan
mereduksi  hak atas air. Sebagai contoh adalah
diperkenalkannya aturan
mengenai  “hak guna air”. Hak
guna air ini diatur dalam
Pasal 7, 8, 9 dan 10 UU SDA.
Menurut undang-undang ini,
hak guna air adalah hak
untuk memperoleh dan mema-
kai atau mengusahakan air
untuk berbagai keperluan.
Dalam bentuknya hak guna
ini kemudian dibagi menjadi
dua bentuk, yakni hak guna
pakai dan hak guna usaha.

Disebutkan bahwa hak
guna pakai adalah hak untuk
memperoleh dan memakai air
bagi keperluan sehari-hari
dan pemakaian untuk  perta-
nian rakyat yang berada
dalam sistem irigasi (Pasal 8
UU SDA). Dalam mengguna-
kan hak guna pakai ini tidak
diperlukan sebuah ijin, ber-
beda dengan hak guna usaha
yang harus memiliki ijin. Untuk hak guna pakai
UU SDA memberikan batasan penggunaan
minimum dan skala pertanian agar dapat dikelom-
pokkan dalam hak guna pakai. Problem yang timbul
dalam konteks ini adalah, dalam kehidupan sehari-
hari ada banyak aktivitas masyarakat yang  batasan
antara hak guna pakai dan hak guna usaha menjadi
sangat tipis dan sangat  sulit dibedakan, padahal
penggunaannya sebagian besar dipastikan untuk
kelayakan hidup masyarakat sendiri. Sebagai
contoh, penggunaan air untuk irigasi tradisional
seperti  sistem Subak di Bali dan Raja Parit di
Sumatera Utara merupakan sistem irigasi pertanian
yang berada di luar sistem irigasi formal yang ada.
Jika mengacu pada undang-undang ini maka para

pemakai irigasi tersebut haruslah dituntut untuk
memperoleh ijin atau akan dikenai tuntutan hukum.
Inilah yang kemudian dianggap memasung hak
masyarakat atas air

Aturan lainnya yang berpotensi mengancam
hak atas air adalah diberikannya kesempatan luas
bagi badan usaha dan individu untuk menguasai
air (lihat Pasal 9, 45, 46 ,48 dan 49 UU SDA). Air
yang seharusnya menjadi milik umum dan diperoleh
secara bebas (dikuasai oleh negara) dapat dise-
rahkan kepada sektor swasta dengan tujuan
komersil. Ketika air telah dikomersialkan maka
imbas terutama dihadapi oleh masyarakat miskin
dan petani. Sehingga air akan semakin berharga
mahal. Mahalnya harga air ini bisa juga disebabkan
karena pembebanan tarif air yang mahal dialihkan
ke konsumen. Problem lain adalah munculnya

aturan mengenai privatisasi
terhadap air minum dan irigasi
yang semakin meluas. Sehi-
ngga peluang swasta semakin
terbuka untuk menjalankan
jasa penyediaan air minum dan
irigasi pertanian (lihat Pasal
40, 41 dan 46 UU SDA).

Problem-problem yang
ditimbulkan UU SDA akan
mereduksi hak atas air masya-
rakat Indonesia. Oleh karena
itu ada beberapa hal yang
harus dipersiapkan untuk
meminimalisasi pelanggaran
hak atas air ini di masa men-
datang. Upaya-upaya persiap-
an tersebut di antaranya
adalah:

Pertama, memperkuat
peran masyarakat setempat
dan petani agar terlibat dalam
perencanaan dan penetapan
alokasi air. Kedua, mendorong

masyarakat maupun petani melakukan upaya-
upaya perlindungan sumber-sumber air dengan
proses pengakuan  melalui instrumen hukum yang
ada. Seperti misalnya peraturan desa maupun
peraturan daerah.

Ketiga, tak kalah pentingnya adalah melaku-
kan monitoring dan kritisi atas peraturan-per-
aturan lainnya yang mungkin akan keluar dalam
waktu dekat ini, misalnya berbagai macam
peraturan pemerintah berkenaan dengan implemen-
tasi UU SDA tersebut.

Supriyadi Widodo Eddyono, S.H.
Koordinator Legal Service di Lembaga Studi

dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Jakarta.
e-mail: supi@elsam.or.id
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Presentasi
Rencana Pembangunan

Gedung Baru MK

Kamis (16/6), di ruang
sidang lantai 1 MKRI, diada-
kan presentasi Rencana
Pembangunan Gedung MK.
Wakil Ketua MK Prof. Dr.
Mohamad Laica Marzuki,
S.H. mewakili Ketua MK Prof.
Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.,
membuka acara pukul 14.30,
sedikit terlambat dari jadwal
yang direncanakan.

Tanpa formalitas sambut-
an, Laica langsung mempersi-
lahkan Tim Perencana Pemba-
ngunan Gedung MK memapar-
kan desain gedung baru MK
yang direncanakan terdiri dari
gedung utama dan gedung
pendukung.

Presentasi yang dihadiri
oleh hakim-hakim dan seluruh
pegawai MK, berlangsung se-
marak dan penuh canda.
Semua hadirin dipersilahkan
menanyakan hal yang belum
jelas tentang desain, atau
mengusulkan penyediaan ru-
ang baru. Jimly Asshiddiqie
yang hadir terlambat, mengu-
sulkan perubahan bentuk atap
gedung pendukung disesu-
aikan dengan atap kubah
gedung utama.

Presentasi rencana pem-
bangunan gedung MK ditutup
oleh Jimly pada pukul 16.00.
Meskipun demikian, seluruh
pegawai MK tetap dipersi-
lahkan memberikan masukan
atau mengajukan pertanyaan
kepada Tim Perencana Pem-
bangunan Gedung MK pada
setiap kesempatan. (mw)

Pembangunan gedung baru MK
akan segera dimulai. Pada hari
Jumat (17/6) berlangsung upacara
pemancangan tiang pertama gedung
baru MK di bekas lapangan parkir
gedung telkom. Hadir dalam acara
itu seluruh jajaran hakim konstitusi
berikut segenap pegawai MK, anggo-
ta komisi III DPR, pejabat PT Telkom
dan pejabat-pejabat publik lain.

Acara dimulai dengan sambutan
dari Sekjen MK Janedjri M. Gaffar
yang kemudian dilanjutkan dengan
acara serahterima kepemilikan
lahan dari PT Telkom ke MK. Sebe-
lum acara pemancangan tiang dila-
kukan, terlebih dahulu Ketua MK
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. me-
nyampaikan pidato.

Dalam pidatonya, Jimly mene-
gaskan bahwa pembangunan gedung
baru MK merupakan peristiwa yang
bersejarah bagi MK. Menurutnya,
kalau suatu peristiwa bersejarah
bagi MK berarti bersejarah pula bagi
negara Indonesia. Karena gedung
baru ini bersejarah, Jimly tidak
mengharapkan pembangunannya
digarap asal-asalan. “Gedung MK
harus berwibawa. Jangan sampai
hanya karena kondisi ekonomi masih
sulit, Gedung MK digarap seadanya,”
tegas Jimly.

Jimly mengingatkan kepada
pengembang yang mendapat keper-
cayaan membangun gedung MK
supaya melakukan tugasnya sesuai
dengan ketentuan sehingga dapat
menghasilkan bangunan yang ber-
kualitas. “Kalau Anda bekerja de-
ngan baik dan saya puas dengan
hasilnya, saya akan memberi Anda
hadiah. Hadiahnya mungkin bukan
uang, tapi berbentuk penghargaan.
Jadi, yang memberi hadiah itu saya,
jangan dibalik. Kalau dibalik itu suap
namanya,” papar Jimly.

Lebih lanjut Jimly menegaskan
bahwa MK merupakan lembaga
tinggi negara permanen. Kewenang-
annya diberi oleh UUD, sehingga
MK sederajat dengan Presiden,
DPR, Komisi Yudisial dan BPK.
Kehadiran MK sangat dibutuhkan
untuk menjawab tantangan demo-
krasi yang sedang berkembang di
Indonesia.

Menurut Jimly, demokrasi bisa
berjalan dengan sehat kalau didu-
kung dengan  rule of law. Tegaknya
rule of law tergantung pada lembaga
kehakiman. Dunia kehakiman
harus menjaga kehormatannya.
Kalau lembaga kehakiman bersih,
suap tidak ada gunanya” tegas-
nya.(rmt)

Pemancangan Tiang Pertama Gedung Baru MK

Jimly: “Lembaga Kehakiman Bersih,
Suap Tak Berguna”

Keluarga Besar MKRI
mengucapkan terima kasih kepada

Budi Setiadi, S.H., M.Hum.
yang telah menyelesaikan tugasnya
sebagai Ajudan (ADC) Ketua MKRI.

Teriring doa,
semoga sukses di tempat kerja baru,

Polres Jakarta Barat.
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Diskusi
Buku

Pada Kamis (21/7)
berlangsung diskusi bu-
ku “Model-model Pengu-
jian Konstitusional di
Berbagai Negara” karya
Ketua MK Prof. Dr. Jimly
Asshiddiqie, S.H. di ru-
ang rapat lantai empat
Gedung MK. Acara yang
diselenggarakan bagian
perpustakaan MK itu
menghadirkan asisten
hakim Dr. Zen Zanibar
M.Z., S.H., M.H. dan
Refly Harun, S.H., M.H.
sebagai narasumber de-
ngan peserta kurang
lebih 25 orang.

Salah satu topik
yang dibicarakan dalam
diskusi adalah judicial
preview. Zen Zanibar
memandang perlunya
judicial preview diadopsi
ke dalam sistem hukum
konstitusi kita. “Judicial
review dan judicial pre-
view itu semestinya sa-
ma-sama bisa dilakukan.
Sebab, kerugian konsti-
tusional itu ada yang
bersifat potensial ada
pula yang terjadi (ber-
sifat aktual-red.),” jelas-
nya.

Sementara Refly Ha-
run menyatakan bahwa
judicial preview akan
sangat sulit diterapkan
di Indonesia. “Kalau se-
tiap RUU diajukan ke
MK, MK bisa klenger
karena RUUnya terlalu
banyak. Kecuali kalau
MK tetap bersifat pasif,
misalnya menunggu ada-
nya pihak yang merasa
keberatan dengan RUU
itu,” kata Refly. (rmt)

Di tengah berlangsungnya si-
dang pembacaan putusan judicial
review Undang-Undang Sumber Daya
Air (UU SDA), Selasa 19 Juli, di luar
halaman Gedung Mahkamah Kons-
titusi RI berkumpul ratusan massa
membawa poster berbagai ukuran.
Massa yang tertahan di pintu gerbang
tersebut meneriakkan yel-yel dan
melakukan orasi, bahkan meminta
bertemu dengan Ketua MK RI Prof.
Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Beberapa pengunjung sidang dan
wartawan sempat kecele, mengira
bahwa demonstrasi tersebut membawa
tema dukungan atau penolakan
terhadap putusan UU SDA. Ternyata
demonstrasi yang diadakan oleh
Gerakan Masyarakat Anti Korupsi
(Gemasi) itu membawa tema sesuai
dengan nama kelompoknya, yaitu
pemberantasan korupsi. Antara lain
mereka menuntut penangkapan ko-
ruptor kasus Bantuan Likuiditas Bank
Indonesia (BLBI), kasus Bank Mandiri,
dan kasus Komisi Pemilihan Umum
(KPU), tuntutan yang salah alamat.

Keinginan Gemasi untuk masuk
gedung akhirnya terpenuhi setelah
petugas kepolisian melakukan koo-

rdinasi dengan jajaran pengamanan
internal dan Humas MK. Lima orang
perwakilan demonstran diterima oleh
Kabag Humas Bambang Witono,
S.H., Emilia Bassar, M.Si., dan
Mutia Fria Darsini, S.Sos. Menyi-
kapi ketidakhadiran Ketua MK,
koordinator Gemasi Anil Adhq bisa
mengerti karena Ketua MK sedang
memimpin sidang pembacaan putus-
an judicial review UU SDA.

Setelah menyampaikan maksud
demonstrasi massa, Anil Adhq
menyerahkan naskah pernyataan
sikap kepada Bambang Witono agar
disampaikan kepada Ketua MK.
Sembari menegaskan kembali “Kami
tidak menuduh ada korupsi dalam
tubuh MK, melainkan mengingatkan
dan memberikan dukungan agar MK
RI konsisten dengan sikap anti
korupsi”.

Yel-yel riuh menyambut keluar-
nya Anil Adhq seusai pertemuan.
Dengan tetap bersemangat massa
demonstran yang mengaku sebagai
“masyarakat kecil” Jakarta, bergerak
menyusuri Jalan Medan Merdeka
Barat meninggalkan gedung MK RI.
(mw)

Dukungan Konsistensi
Sikap Anti Korupsi

Para demonstran berjejal di luar pagar halaman gedung Mahkamah
Konstitusi
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Pada hari Rabu (15/6) ruang
serbaguna lantai 4 Gedung MK
menjadi arena rapat konsultasi dan
koordinasi MK dengan Komisi III
DPR. Rapat yang dipimpin oleh Wakil
Ketua Komisi III DPR Akil Muhtar
itu dihadiri oleh seluruh anggota
Komisi III DPR, delapan orang
anggota hakim konstitusi, Sekretaris
Jenderal MK dan Panitera MK.

Ketika membuka rapat, Akil
Muhtar menyatakan bahwa rapat
kali ini mengagendakan dua topik
pembicaraan, yakni pelaksanaan
anggaran dan tugas-tugas MK.
Menurutnya, MK dan Komisi III DPR
perlu berkomunikasi karena pasang-
an tugas Komisi III adalah Sekjen
MK.

Terkait dengan pelaksanaan
anggaran, Ketua MK Prof. Dr. Jimly
Asshiddiqie, S.H. menceritakan
bagaimana MK bersusahpayah
memperjuangkan anggaran supaya
kegiatan MK bisa berjalan. Walaupun
MK termasuk lembaga tinggi negara
yang dibentuk berdasarkan perintah
UUD, namun pada awal masa kerja-
nya gedung saja tidak punya. Bahkan
untuk memperoleh anggaran dana
operasional MK harus mencari
sendiri.

Sementara mengenai pelaksa-
naan tugas-tugas MK, Jimly men-
jelaskan bahwa MK telah menja-
lankan hak dan kewajibannya
dengan baik. Sudah cukup banyak
hasil putusan MK baik yang berke-
naan dengan pengujian UU maupun
sengketa hasil penghitungan suara
dalam pemilu. Jimly menambahkan,
“Saat ini tinggal dua kewenangan
MK yang belum dilaksanakan karena
tidak ada permohonan, yaitu pembu-
baran partai politik dan impeachment
presiden,” katanya.

Menurut Jimly, kinerja MK
sudah mendapat perhatian dari
masyarakat dunia. Hali itu bisa

Rapat Konsultasi
dan Koordinasi MK

dengan Komisi
III DPR

dilihat dari beberapa indikasi,
misalnya, ketika mengikuti Konfe-
rensi Internasional tentang Peradilan
di Ki*ev, Ukraina, Jimly didaulat
sebagai salah satu pembicaranya. Tak
hanya itu, Jimly juga diundang talk-
show oleh sebuah stasiun TV bersama
Ketua MA dan Ketua MK Ukraina
dalam durasi yang cukup panjang.

Ketika sesi tanya jawab dibuka,
hampir semua anggota Komisi III
mengajukan pertanyaan kepada
hakim konstitusi. Patiniari Siahaan,
misalnya, menanyakan arah perkem-
bangan perundang-undangan di
Indonesia.

Jimly menjelaskan bahwa untuk
membentuk arah bagi pembangunan
hukum tidak cukup hanya dengan
membicarakan setting peraturan
perundang-undangan. Karena itu,
menurut Jimly, perlu ada sebuah
desain makro dalam pembangunan
hukum di Indonesia. Terlebih lagi saat
ini banyak lembaga negara dari pusat
sampai daerah yang keberadaannya
perlu diatur secara hukum. “Saat ini
banyak komisi-komisi didirikan. Ini
sama dengan komisi-komisi di Ingge-
ris yang jumlahnya mencapai ribuan
lembaga. It was look like NGO’s tetapi
strukturnya negara,” katanya.

Imam Anshori Saleh menanya-
kan perihal komposisi sembilan hakim
apakah sudah memadai atau tidak
untuk mengadili sebuah UU. Semen-

tara Aulia Rahman mempersoalkan
kebijaksanaan sembilan hakim
konstitusi dalam memutus perkara.
Menurutnya, hakim harus bijaksana
menempatkan hukum dalam proses
demokratisasi. “Masalahnya, banyak
UU yang dibuat secara alot dan
bersifat kompromistis, tiba-tiba
dibatalkan begitu saja oleh MK,”
tutur Aulia.

Mengenai komposisi sembilan
hakim, Jimly menegaskan bahwa
setiap hakim konstitusi memiliki
otonomi sendiri-sendiri. Ketika
seorang hakim konstitusi sudah
dilantik dan memulai pekerjaannya,
dia harus melupakan siapa yang
mengangkatnya. Dengan demikian,
menurut Jimly, seorang hakim
konstitusi bisa membebaskan diri
dari tekanan pihak-pihak eksternal
yang berusaha mempengaruhi putus-
an. Jimly juga menceritakan proses
yang berlangsung dalam setiap Rapat
Permusyawaratan Hakim (RPH)
yang biasanya berlangsung berkali-
kali untuk mendapatkan putusan.

Lebih lanjut, Jimly menyatakan
bahwa MK diberi kewenangan oleh
UUD untuk menguji sebuah UU.
“Bahkan, pada tahun 1803 Mahka-
mah Agung Amerika Serikat sudah
melakukan judicial review, padahal
konstitusi tidak memberi kewe-
nangan secara tertulis,” kata Jimly.
(rmt)

Pekan Olah Raga (POR) HUT MKRI Ke-2:
Hakim Roestandi Hakim Roestandi Hakim Roestandi Hakim Roestandi Hakim Roestandi Runner-Up Runner-Up Runner-Up Runner-Up Runner-Up Ganda BulutangkisGanda BulutangkisGanda BulutangkisGanda BulutangkisGanda Bulutangkis
dan Tdan Tdan Tdan Tdan Tenis Mejaenis Mejaenis Mejaenis Mejaenis Meja
Pasangan Achmad Roestandi
(Hakim Konstitusi)-Hanindyo
(Puslitka) akhirnya harus puas
sebagai runner-up pada partai
final ganda putra kejuaraan
bulutangkis dalam rangka
HUT MKRI Ke-2. Ambisi me-
reka dihentikan oleh pasangan
Adam T (Perlengkapan)-
Junaidi (Persidangan) dengan
skor 9-15/14-17. Partai final
yang berlangsung seru itu
digelar di Hall Bulutangkis
Gedung Krida Bhakti Jakarta,
milik Setneg RI Rabu (3/8) lalu.

Hakim Roestandi
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Dubes AS
Tawarkan Kerjasama

dengan MK

Kedutaan Besar Amerika
Serikat untuk Indonesia me-
nawarkan kerja sama dengan
MK. Melalui B. Lynn Pascoe,
duta besar AS untuk Indo-
nesia, pemerintah AS menja-
jagi kemungkinan kerja sama
dengan MK dalam berbagai
program yang berkenaan
dengan masalah hukum. Hal
ini mengemuka dalam perte-
muan antara B. Lynn Pascoe
dengan Ketua MK Prof. Dr.
Jimly Asshiddiqie, S.H. di
Gedung MK pada Selasa (14/
6) lalu. Ketika membahas
berbagai kemungkinan itu
Jimly didampingi dua hakim
konstitusi lain yaitu Prof. Dr.
H.A.S. Natabaya, S.H. dan
Maruarar Siahaan, S.H.

Adapun tawaran kerja
sama yang disampaikan B.
Lynn Pascoe meliputi Judi-
cial Exchange Program Visit,
yaitu kunjungan untuk dua
orang hakim MK guna me-
ningkatkan pengetahuan dan
memperluas jaringan;  Cons-
titutional Education and
Library – IT Oriented, yaitu
program integrasi pengem-
bangan MK dalam bidang
teknologi informasi; Summer
Course Program, yaitu pro-
gram yang ditujukan untuk
meningkatkan kualitas para
tenaga ahli dan panitera MK;
dan Translator and Interpre-
ter Trainnership, yaitu pe-
latihan bagi para penerjemah
dan interpreter MK.

Menanggapi tawaran itu,
Jimly menyatakan sangat
tertarik dan akan menindak-
lanjuti tawaran itu dengan
segera. (koen)

Dalam pertandingan sebe-
lumnya, Achmad Roestandi/
Hanindyo berhasil menekuk
lawan-lawannya dengan dua set
langsung. Pasangan ini berturut-
turut berhasil mengalahkan
pasangan Purwanto/Doni 15-6/15-
3, pasangan Koentjoro/Refly 15-0/
15-7, pasangan Asep/Warsono 15-
5/15-0,  dan pasangan A. Fadlil
Sumadi/Edi Subianto 15-1/15-2.

Adam.T, yang pernah
menghuni Pelatda bulutangkis
Jabar tahun 1999-2000 mengaku,
meskipun menjadi juara tetapi
usahanya untuk mengalahkan
pasangan Achmad Roestandi/
Hanindyo perlu kerja ekstra
keras. “Pasangan Pak Roestandi/

Hanindyo sangat gigih, terutama
semangat ‘Sang Jenderal’ yang
pantang menyerah dalam me-
ngawal setiap jengkal sisi lapa-
ngan. Saya salut dengan beliau,”
aku Adam.

Sementara dalam per-
tandingan tenis meja, kembali
Achmad Roestandi, dengan
pasangan Edi Tri, memposisikan
diri sebagai runner-up. Setelah
mengalahkan tiga pasangan
lawan, Mardimin/Asep KW,
Suwarno/Billy, Ruccy Susanto/
Adam T, akhirnya Achmad
Roestandi/Edi Tri harus me-
ngakui keunggulan pasangan
Djunaedi/Khaerudin dengan skor
1-3. (koen/mw)

Civitas academica Universitas
Trisakti Jakarta berkunjung ke
MK pada Rabu (27 /7). Kedatangan
30 mahasiswa dan dosen itu diterima
Kabag Humas Bambang Witono, S.H.,
Kasubbag Registrasi Wiryanto, S.H.,
M.Hum., dan Tenaga Ahli MK Dr.
Taufiqurohman Syahuri, S.H., M.H.

Acara dibuka oleh Bambang
Witono, kemudian Taufiqurohman
Syahuri melanjutkan acara dengan
menyajikan materi tentang sejarah
dan visi-misi MK, serta sekilas

Kunjungan Civitas Academica Universitas Trisakti

 

 

Juara Olah Raga 
I II III 

Beregu Putra Biro Perencanaan & 
Keuangan 

Biro Umum Panitera Pengganti Bola Voli 

Beregu Putri Biro Umum Panitera Pengganti Biro Humas & 
Protokol 

Beregu Biro Adm Perkara & 
Persidangan 

Biro Umum Panitera Pengganti 

Tunggal Putra Triyono Edy B Arif Bintarto Asenih 

Tunggal Putri Nelly Murni Faikoh Wilma Silalahi 

Tenis 
Meja 

Ganda Putra Djunaedi - Khaerudin Achmad Rustandi – 
Triyono Edi B 

Adam Tamsah – Ruccy 
Sutanto 

Beregu Biro Umum Biro Perencanaan & 
Keuangan 

Hakim Konstitusi 

Ganda Putra Junaedi – Adam Tamsah Achmad Rustandi – 
Hanindyo 

Fadlil Sumadi – Ahmad 
Edi S 

Bulu 
Tangkis 

Ganda Putri Yuniar - Wilma Nelly Murni – Deci 
Andini 

Muthia – Dewi Nurul 

Beregu Biro Perencanaan & 
Keuangan 

Panitera Pengganti Biro Adm Perkara & 
Persidangan 

Catur 

Individu Syahruddin Ahmad Ridwan Bambang S 

Daftar Pemenang Lomba Pekan Olah Raga (POR) HUT MKRI Ke-2

perbandingan model-model pengujian
undang-undang di beberapa negara.
Wiryono melanjutkan dengan mem-
berikan materi tentang hukum acara
MK, meliputi prosedur permohonan
sampai sidang pengucapan putusan.
Bebas biaya ditekankan oleh Wiryono
sebagai salah satu ciri berperkara
dalam MK, agar semua lapisan
masyarakat yang hak konstitu-
sionalnya dilanggar oleh undang-
undang dapat mengajukan permo-
honan judicial review. (mw)
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Ketika ditanyakan nama
Ketua Mahkamah Konstitusi
(MK) RI, 85% dari 214 responden
menjawab benar. Sementara
untuk pertanyaan tentang
jumlah hakim konstitusi dan
wewenang MK, sebanyak 77%
dan 87% menjawab benar.

Walau tidak dimaksudkan
mewakili seluruh pengunjung
pameran buku, MK sudah
cukup dikenal luas, baik
pemimpin, jumlah hakim,
maupun kewenangannya.

Angka-angka tersebut me-
rupakan hasil survey ringan
dalam bentuk kuis multiple
choice tentang keberadaan MK,
yang diadakan oleh penerbit
Konstitusi Press (KonPress).
Dari 800 lembar jawaban yang
bagikan kepada pengunjung

Siapa Tidak Kenal MK?

Selasa siang, 12 Juni, lantai IV
Gedung Mahkamah Konstitusi kembali
diramaikan oleh mahasiswa. Kali ini
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Walisongo, Semarang mengunjungi MK
RI. Kedatangan rombongan yang terdiri
dari 55 mahasiswa dan empat dosen
pendamping tersebut dalam rangka
studi lapangan, kunjungan terhadap
badan-badan peradilan Indonesia. Salah
satu lembaga tinggi yang dikunjungi
adalah MK RI.

Kedatangan mahasiswa tersebut
disertai oleh Maksun M.Ag, Ketua
Jurusan Politik Pidana Islam, Fakultas
Syariah IAIN Walisongo, disambut tiga
perwakilan MK yaitu Kepala Bagian
Humas Bambang Witono, S.H., Asisten
Hakim Fritz Edward Siregar, S.H.,
LL.M., dan Kepala Sub Bagian Regis-
trasi Wiryanto, S.H., M.Hum. Keingin-
an yang mengemuka dari mahasiswa-
mahasiswa adalah, mengetahui lebih
dalam latar belakang kelahiran MK RI,
bagaimana proses beracara di mahka-
mah, serta meminta penjelasan atas
maksud “putusan MK yang bersifat
final”.

Dalam penjelasannya, Fritz Ed-
ward Siregar menyatakan, salah satu
hal yang melatarbelakangi pembentuk-
an MK RI adalah peristiwa impeach-
ment terhadap presiden Abdurrahman
Wahid tahun 2001. Tentang maksud
sifat final dari putusan, dijelaskan
bahwa putusan mahkamah tidak bisa
diajukan banding lagi, karena MK
tidak mengenal sistem pengadilan
berjenjang seperti layaknya pengadilan
perdata ataupun pidana. Sementara
Wiryanto, kepada mahasiswa-maha-
siswa IAIN Walisongo, memberikan
“kuliah singkat” tentang prosedur
beracara di Mahkamah Konstitusi.

Dengan maksud lebih mengenal-
kan MK, kepada mahasiswa dibagikan
masing-masing satu eksemplar majalah
Berita Mahkamah Konstitusi (BMK)
dan buku UUD 1945. Tidak mau kalah,
di akhir acara Maksun, wakil IAIN
Walisongo membalas dengan menye-
rahkan kenang-kenangan IAIN Wali-
songo kepada wakil MK RI, Bambang
Witono. (mw)

Kunjungan Mahasiswa IAIN
Walisongo Semarang

pameran, sebanyak 214 lembar
dikembalikan kepada KonPress
disertai jawaban. Kuis itu
sendiri diadakan pada acara
pameran buku tahunan berta-
juk Pesta Buku Jakarta, 2 Juli
2005 di Gelora Bung Karno,
Senayan, Jakarta.

Keikutsertaan yang ditu-
jukan sebagai wahana menge-
nalkan keberadaan penerbit
KonPress, serta mendukung
misi MK dalam mensosialisa-
sikan konstitusi dan judicial
review terhadap undang-un-
dang.

Sehari sebelum Pesta Bu-
ku Jakarta berakhir, jawaban-
jawaban yang terkumpul di-
undi oleh perwakilan PT.
HMU, KonPress, dan pengun-
jung pameran, untuk diberikan

hadiah. Di akhir
p e n g u n d i a n
diperoleh 25 lem-
bar jawaban yang
d i n y a t a k a n
s e b a g a i
p e m e n a n g
Konstitusi Press
Quiz, dan ma-
s i n g - m a s i n g
berhak mendapat
satu paket berisi
enam buku
terbitan MK dan
KonPress.

(mw)
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Untuk keempat kalinya
civitas academica Universi-
tas Diponegoro (Undip) Sema-
rang mengunjungi Mahka-
mah Konstitusi RI. Kunjung-
an kali ini, Rabu, 27 Juli, di-
lakukan oleh lebih kurang 40
mahasiswa ekstensi dari
jurusan Hukum Internasio-
nal, Hukum Tata Negara, dan
Hukum Administrasi Negara,
didampingi Lita Tyiesta S.H.,
M.Hum., Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara.

Dari lobi gedung MK,
civitas academica salah satu
perguruan tinggi negeri di
provinsi Jawa Tengah terse-
but langsung dipersilahkan
naik ke ruang pertemuan di
lantai IV. Secara resmi,
mahasiswa-mahasiswa di-
sambut oleh Kepala Biro
Humas dan Protokol Drs.
Lukman El Latief, M.Si.,
Tenaga Ahli MK Totok Win-
tarto, S.H., Kasubbag Penyu-
sunan Kaidah Hukum dan
Dokumentasi Perkara Muhi-
din, S.H., M.Hum., serta
beberapa staf lain.

Kunjungan yang ber-
langsung selama satu sete-
ngah jam diisi dengan “kuliah
singkat” Totok Wintarto
tentang kelahiran MK yang
dihubungkan dengan akar
sejarahnya, yaitu kelahiran
dan berbagai perubahan
UUD 1945. Dijelaskan pula

Kamis, 28 Juli, di Aula Mahkamah
Konstitusi yang terletak di lantai IV Gedung
MK RI, diselenggarakan temu wicara
bertajuk “Mahkamah Konstitusi Dalam
Sistem Ketatanegaraan RI”. Temu wicara ini
diselenggarakan oleh MK RI bekerjasama
dengan Dinas Pendidikan Menengah dan
Tinggi (Dikmenti) Provinsi DKI Jakarta.
Acara yang diperuntukkan bagi guru-guru
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SMA/
K se-DKI Jakarta, direncanakan berlang-
sung setiap hari Kamis mulai minggu ter-
akhir bulan Juli sampai dengan minggu per-
tama bulan September dan terbagi dalam
lima angkatan.

28 Juli kemarin merupakan hari
pertama rangkaian temu wicara. Acara di-
mulai pukul 08.00 dengan sambutan dari
Kepala Dinas Dikmenti Provinsi DKI Ja-
karta dan Sekjen MK RI Djanedjri M Gaffar.
Setelah itu, dilanjutkan pengarahan dan
tanya jawab dengan Ketua MK Prof. Dr.
Jimly Asshiddiqie, S.H. Inti acara temu
wicara diisi oleh Drs. Sutjipno dengan materi
latar belakang, proses, dan hasil Perubahan
UUD 1945, sementara materi mengenai
tugas dan wewenang serta hukum acara MK
sebagai peradilan konstitusi disampaikan
hakim konstitusi Achmad Roestandi, S.H.

Acara yang digagas MK untuk 100
orang guru per angkatan ini merupakan
bentuk sosialisasi MK, termasuk sosialisasi
UUD 1945. Guru dipilih sebagai peserta
dengan alasan bahwa mereka memegang
peranan penting dalam merumuskan dan
melaksanakan penyebarluasan serta pelak-
sanaan UUD 1945.

Seusai acara temu wicara, diharapkan
para guru membantu mensosialisasikan MK
dan UUD 1945 kepada siswa-siswa di
sekolah masing-masing. Untuk mendukung
kepentingan tersebut, MK memberikan
bahan-bahan penunjang kepada guru-guru
peserta temu wicara berupa paket buku
terbitan MK, beberapa UUD 1945 dan UU
MK, majalah Berita Mahkamah Konstitusi,
booklet MK, jurnal Konstitusi, dan beberapa
buku lain yang berhubungan dengan MK.
Temu wicara diakhiri beberapa menit selepas
pukul 16.00, dan kepada guru-guru peserta
temu wicara diberikan sertifikat keikut-
sertaan. (mw)

Temu Wicara Guru SMA/K DKI
Jakarta dengan MK RI

Lagi, Civitas Academica Undip
Kunjungi MK

kewenangan MK dan cerita
dibalik dikesampingkannya
Pasal 50 UU MK. Sementara
Muhidin menerangkan proses
berperkara dalam pengujian
undang-undang, sengketa
hasil pemilu, dan sengketa
kewenangan antar lembaga
negara.

Setelah “kuliah singkat”,
acara dilanjutkan dengan sesi
tanya jawab selama 45 menit.
Mahasiswa menanyakan,
salah satunya, apakah MK
berwenang mencampuri
urusan internal partai politik
dalam hal terjadi permohonan
pembubaran partai politik.
Totok Wintarto menjelaskan
bahwa hal tersebut tidak
boleh dilakukan, demi peng-
hormatan kepada demokrasi.

Acara kunjungan di-
akhiri tepat pukul 11.30,
ditutup dengan pemberian
kenang-kenangan oleh Totok
Wintarto, mewakili MK,
kepada Lita Tyiesta selaku
wakil civitas academica.
Lita Tyiesta juga menyata-
kan kesanggupan Universitas
Diponegoro jika suatu saat
MK memerlukan partner
dalam sosialisasi ke daerah-
daerah. Tidak lupa, kepada
para mahasiswa diberikan
masing-masing sebuah buku
berisi UUD 1945 dan UU No.
24 Tahun 2003 tentang Mah-
kamah Konstitusi. (mw)

Keluarga Besar
Mahkamah Konstitusi

Mengucapkan Selamat
atas Pernikahan

Billy Barlian, S.E. (pegawai MK)–Siti Nurmah Rachmat

Pada Sabtu, 9 Juli 2005 di Jagakarsa, Jakarta
Semoga menjadi keluarga sakinah, Amin.
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“Kenapa usia 40 tahun dijadi-
kan batasan minimal untuk dipilih
sebagai hakim?” Pertanyaan terse-
but sempat membuat Tenaga Ahli
Mahkamah Konstitusi RI Fritz
Edward Siregar berpikir sejenak
sebelum menjelaskan kepada ma-
hasiswa-mahasiswa Universitas
Lampung (Unila) bahwa usia 40
merupakan usia kematangan pri-
badi dan kematangan pengalaman
seseorang.

Tanya jawab diatas merupa-
kan salah satu dari rangkaian
acara kunjungan mahasiswa Unila
ke Mahkamah Konstitusi RI pada
hari Senin 18 Juli. Kunjungan
sekitar 50 mahasiswa dan sembilan
dosen dilakukan dalam rangka
memperdalam pengetahuan di
bidang hukum sekaligus melihat
langsung kerja Mahkamah Konsti-
tusi dan lembaga negara-lembaga
negara lain.

Secara spesifik, Dekan Fakul-
tas Hukum Unila Adius Semenguk,
S.H., M.S., selaku koordinator
kunjungan mahasiswa, menjelas-
kan maksud kunjungan ke MK
untuk mengetahui langsung latar
belakang filosofis, kedudukan
dalam struktur kenegaraan, serta
batas-batas kewenangan MK.
Bertempat di lantai IV Gedung
Mahkamah Konstitusi, kunjungan
civitas academica Unila diterima
oleh Kabag Humas Bambang Wito-
no, S.H., yang didampingi Emilia
Bassar, M.Si., Kasubbag Registrasi
(Biro Administrasi dan Persidang-

an) Wiryanto, S.H., M.Hum., dan
Asisten Hakim Fritz Edward
Siregar, S.H., LL.M.

Seperti dalam kunjungan-
kunjungan mahasiswa lain, Hu-
mas MK memberikan kepada ma-
hasiswa-mahasiswa Unila masing-
masing satu eksemplar majalah
Berita Mahkamah Konstitusi
(BMK) serta satu eksemplar nas-
kah UUD 1945 dan UU MK. Bam-
bang Witono menyampaikan harap-
an agar majalah dan buku tersebut
dapat membantu untuk lebih
memahami keberadaan MK.

Rangkaian acara kunjungan

dibagi dalam tiga sesi. Sesi pertama
adalah penjelasan latar belakang
berdirinya MK yang disampaikan
oleh Fritz Edward Siregar. Penje-
lasan mengenai prosedur pengajuan
permohonan dan persidangan
dijelaskan oleh Wiryanto pada sesi
kedua. Sementara sesi terakhir
diisi oleh dengan tanya jawab
antara civitas academica Unila
dengan perwakilan MK.

Berlangsung selama hampir
dua jam, acara kunjungan ditutup
dengan tukar-menukar kenang-
kenangan antara Unila dengan MK
RI. Secara simbolis dilakukan oleh
Dekan FH Unila Adius Semenguk
dengan Kabag Humas MK Bam-
bang Witono. (mw)

Universitas Lampung Mengunjungi MK RI

Senin, 18 Juli, Mahkamah
Konstitusi RI kedatangan tamu
istimewa. Hamza Yahia-Cherif,
Duta Besar Aljazair (Democratic
People’s Republic of Algeria) untuk
Indonesia berkunjung menemui
Ketua MK RI Prof. Dr. Jimly
Asshiddiqie, S.H. Kunjungan yang
dimaksudkan sebagai kunjungan
kehormatan tersebut, berlangsung
sore menjelang maghrib, lebih
kurang satu jam. Tidak ada agenda
khusus dalam kunjungan tersebut,
“Hanya kunjungan kehormatan
biasa,” tegas Maria Ulfa Kusuma-
astuti, sekretaris Ketua MK.

Berita Mahkamah Konstitusi
(BMK) yang sekilas mengikuti
perbincangan antara Ketua MK
dengan Duta Besar Aljazair me-
mang hanya mendengar diskusi

tentang konstitusi dan mahkamah
konstitusi kedua negara. Bertukar
wawasan mengenai perkembangan
hukum syariat di Indonesia dan
bagaimana hukum syariat tersebut
terserap ke dalam sistem hukum
nasional, serta bagaimana peneri-
maan masyarakat terhadap hukum
syariat di kedua negara.

Dalam kesempatan tersebut
Ketua MK, yang didampingi Sekre-
taris Jenderal MK Djanedjri M.
Gaffar, menyerahkan salah satu
buku karyanya yang berjudul Mo-
del-Model Pengujian Konstitu-
sional di Berbagai Negara kepada
Hamza Yahia-Cherif. Buku yang
disambut dengan sukacita oleh
Duta Besar, semakin menghangat-
kan diskusi dan perbincangan
keduanya.(mw)

Kunjungan Kehormatan Hamza YKunjungan Kehormatan Hamza YKunjungan Kehormatan Hamza YKunjungan Kehormatan Hamza YKunjungan Kehormatan Hamza Yahia-Cherifahia-Cherifahia-Cherifahia-Cherifahia-Cherif

A. Tiara Haura Rania
Lahir di Bekasi, Sabtu 23 Juli 2005

Puteri pasangan A. Irmanputra Sidin,
S.H., M.H. (Tenaga Ahli) –
Dwi Kirana Yuniasti, S.H.

(Sekretaris Hakim)

Zulfikar Panguiriseng Lapatau
Lahir di Jakarta, Kamis, 14 Juli 2005

Putera pasangan
Ir. Latuppu DM– A. Aprilla, SE

Cucu Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, SH

Callysta Gita Chandrika
Lahir di Rumah Bersalin Cengkareng,

Jakarta, pada Jumat, 1 Juli 2005
Puteri pertama pasangan Udi Hartadi, SE

(Staf Perencanaan) – Eva Rahmawati

Areta Yowan Theona
Lahir di Jakarta, Selasa 28 Juni 2005

Puteri pertama pasangan Yossy Adriva
(Staf Keuangan) – Tardiwan

Keluarga Besar
Mahkamah Konstitusi

Mengucapkan
Selamat

atas Kelahiran

Muhammad Khadafi
Lahir di Rumah Bersalin Restu Ibu

 Bandung, Kamis 7Juli 2005
Putera pertama pasangan Gani

(Transkriptor) – Nur Sarah
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Keberadaan Ikatan Notaris
Indonesia (INI) menjadi perdebatan
tersendiri khususnya di kalangan
para notaris yang selama ini
merasa belum terakomodasi kepen-
tingannya dalam organisasi terse-
but. Sebagai organisasi notaris,
menurut para pemohon pengujian
UU Jabatan Notaris, INI bukanlah
satu-satunya wadah tunggal nota-
ris di Indonesia. Kontroversi inilah
yang menjadikan beberapa pihak
mengajukan judicial review terha-
dap UU Jabatan Notaris ke MK.

Beberapa waktu lalu para nota-
ris dan organisasi notaris telah meng-
ajukan permohonan kepada Mahka-
mah Konstitusi (MK) perihal pengu-
jian UU No. 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris. Permohonan terse-
but telah dicatat dalam buku regis-
trasi perkara konstitusi dengan
nomor perkara 009/PUU-III/2005
dan 014/PUU-III/2005. Notaris yang
terdiri atas Hady Evianto, S.H.,
Sp.N., H. M. Ilham Pohan, S.H.,
Sp.N., Ukon Krisnajaya, S.H., Sp.N.,
Yance  Budi  S.L. Tobing, S.H.,
SpN., dan Drs. H. A. Taufiqurrah-
man S., S.H., Sp.N. mengajukan
permohonan pengujian formil sekali-
gus materiil terhadap Pasal 1 butir
5 jo Pasal 82 ayat (1), dan Pasal 16
ayat (1) butir k UU a quo.

Selain itu, organisasi notaris
yang juga bertindak sebagai pemo-
hon terdiri atas  Persatuan Notaris
Reformasi Indonesia (PERNORI) dan
Himpunan Notaris Indonesia (HNI)
juga mengajukan permohonan peng-
ujian formil dan materiil terhadap
Pasal 1 ayat (5), Pasal 67 ayat (3) b,
Pasal 77, Pasal 78 dan Pasal 82 ayat
(1) UU a quo. Salah satu permohon-
an yang diajukan oleh para pemohon
terkait keberadaan wadah tunggal
notaris di Indonesia.

Menurut para pemohon keber-
adaan organisasi notaris yang telah
ada yaitu Ikatan Notaris Indonesia
(INI) bukan merupakan satu-satu-

nya wadah tunggal notaris. Hal ini
dijelaskan dalam permohonan nomor
009/PUU-III/2005 yaitu bahwa Pasal
1 ayat (5) UU Nomor 30 Tahun 2004
berhubungan erat dengan Pasal 82
ayat (1), sehingga ada kemungkinan
walaupun permohonan terhadap
pengujian undang-undang tentang
ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU a
quo dikabulkan, pihak Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia
akan menolak pendaftaran orga-
nisasi profesi notaris non INI sebagai
badan hukum.

Kemudian bahwa dalam kenya-
taannya organisasi-organisasi nota-
ris non INI yaitu PERNORI, HNI
dan Asosiasi Notaris Indonesia (ANI)
hanya beranggotakan notaris, werda
notaris dan kandidat notaris dan
tertutup bagi anggota yang bukan
notaris, werda notaris dan kandidat
notaris, sehingga menurut pemohon
organisasi-organisasi notaris non INI

–PERNORI, HNI dan ANI— juga
merupakan organisasi profesi yang
harus diakui keberadaannya oleh
UU Nomor 30 Tahun 2004 dan
pemerintah.

Sementara permohonan dengan
nomor perkara 014/PUU-III/2005
menjelaskan bahwa ketidak-jelasan
rumusan organisasi notaris dimak-
sud telah menimbulkan berbagai
macam interpretasi, sehingga dalam
pelaksanaannya diinterpretasikan
oleh pihak Departemen Hukum dan
HAM sebagai Ikatan Notaris Indo-
nesia (INI). Hal ini dinilai berten-
tangan dengan asas “Bhinneka
Tunggal Ika”, dan bertentangan pula
dengan ketentuan Pasal 22A juncto
Pasal 36A UUD Tahun 1945,  yang
pada akhirnya juga bertentangan
dengan Sila Ketiga, Sila Keempat
dan Sila Kelima dari dasar negara
(Pancasila).

Pemeriksaan perkara 009/
PUU-III/2005 dan 014/PUU-III/2005
telah dilakukan majelis hakim MK
mulai dari pemeriksaan penda-
huluan sampai dengan pemeriksaan
persidangan. Dalam pemeriksaan
pendahuluan para pemohon dibe-
rikan nasihat-nasihat oleh majelis
hakim terkait dengan permohonan
pengujian UU a quo. Pihak peme-
rintah dan DPR juga telah didengar
keterangannya dalam pemeriksaan
persidangan. Di samping itu, INI
sebagai pihak terkait juga telah
didengar keterangannya oleh majelis
hakim. Selain mendengarkan kete-
rangan dari pihak terkait, majelis
hakim juga telah mendengarkan
keterangan Ahli yang dihadirkan
oleh pemohon yaitu Prof. Arie
Sukanti Hutagalung, S.H., MLI.
(ahli hukum agraria), dan Prof.
Frans Limahelu, S.H. (ahli dalam
bidang legislative drafting) dan
Neneng Salmiah sebagai saksi.

Pada persidangan terakhir
majelis hakim menyatakan bahwa
pemeriksaan perkara 009/PUU-III/
2005 dan 014/PUU-III/2005 perihal
pengujian UU tentang Jabatan
Notaris telah dianggap selesai dan
putusan perkara tersebut akan
dibacakan pada sidang terbuka
untuk umum.

(edi)

Menguji Wadah Tunggal Notaris

Notaris
Pejabat umum yang berwenang untuk
membuat akta otentik dan kewenangan
lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang ini.
Pejabat Sementara Notaris
Seorang yang untuk sementara menja-
bat sebagai Notaris untuk menjalankan
jabatan Notaris yang meninggal dunia,
diberhentikan, atau diberhentikan
sementara.
Notaris Pengganti
Seorang yang untuk sementara diang-
kat sebagai Notaris untuk menggan-
tikan Notaris yang sedang cuti, sakit,
atau untuk sementara berhalangan
menjalankan jabatannya sebagai
Notaris.
Notaris Pengganti Khusus
Seorang yang diangkat sebagai Notaris
khusus untuk membuat akta tertentu
sebagaimana disebutkan dalam surat
penetapannya sebagai Notaris karena
di dalam satu daerah kabupaten atau
kota terdapat hanya seorang Notaris,
sedangkan Notaris yang bersangkutan
menurut ketentuan Undang-Undang ini
tidak boleh membuat akta dimaksud.
Organisasi Notaris
Organisasi profesi jabatan notaris yang
berbentuk perkumpulan yang berba-
dan hukum.

Sumber UU No. 30 Tahun 2004

27
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Jakarta 19 Juli 2005, Mahkamah Konstitusi
akhirnya menolak permohonan judicial review sejumlah
koalisi LSM dan masyarakat terhadap Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Pasal-
pasal kontroversial—yang dinilai publik pro-privatisasi
dan komersialisasi sehingga rentan membatasi
aksesibilitas masyarakat atas sumber daya air—secara
material atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam
UU No.7 Tahun 2004 terhadap UUD 1945, dan juga
secara formil menyangkut keabsahan pengesahannya,
diputus MK tidak bertentangan dengan UUD 1945. MK
menilai UU SDA konstitusional.

Sebuah sidang selalu menghasilkan pihak menang
dan kalah. Dan kalah tak harus disinonimkan dengan
pecundang. Para pemohon tetap pejuang bagi publik.
Betapapun pahit, keputusan MK ini seyogyanya kita
hormati. Selain sebagai wujud fairness, sebab baik
pemohon maupun MK telah berpeluh keringat dan
memeras otak dalam setiap prosesi sidang, penghor-
matan atas hasil dari ditegakkannya sebuah aturan
main kenegaraan merupakan bagian dari rekonstruksi
biduk hukum pasca-”negara gagal” Orde Baru yang
oleng dan penuh lubang.

Namun betapapun coba berlapang dada, rasa cemas
dan skeptis tak urung menggelayuti benak saya perihal
pengelolaan SDA ke depan. Di tengah belum mapannya
demokrasi, di mana pemerintah dan DPR seolah bebal
dengan mengabaikan aspirasi publik dalam membuat
kebijakan, orang sulit diyakinkan bahwa pasal-pasal
UU SDA yang sangat memberi peluang bagi swasta
untuk “bermain” itu tidak akan menjadi sumber
insekuritas bagi kepentingan masyarakat. Terlebih
ketika kita memang memiliki semua “bahan bakar”
untuk bernasib tak kalah tragis seperti Filipina vs
korporasi Biware, Bolivia vs Bechtel ataupun Argentina
dengan Suez Lyonnaese-nya. Kebijakan privatisasi di
negeri-negeri itu berujung merosotnya akses dan kontrol
publik atas SDA.

Pertama,  skenario yang kita jalani pada prinsipnya
sama dengan yang pernah dialami negara-negara tadi.
Dimulai dengan menurunnya kapasitas manajemen dan
pendanaan pemerintah dalam pengelolaan air akibat
krisis finansial; dilanjutkan dengan diadobsinya
kebijakan deregulasi sebagai syarat hutang; lalu
terbukanya akses bagi aktor privat dan berakhir dengan
hadirnya rezim pasar air.

Kedua, PDAM kita banyak yang bobrok. Yang
tercatat paling parah ialah PDAM Kota Jambi, PDAM

Kisruh Air, Kemelut Republik
Oleh Ashari Cahyo Edi

Kab Lebak, PDAM Kota Cirebon, PDAM Kota
Pontianak, PDAM Kota Banjarmasin, PDAM Kota
Makasar, PDAM kota Kendari, PDAM kota Manado.
Kekhawatiran kita bahwa mereka akan segera
menyusul PDAM Jaya yang diprivatisasi Thames dan
Lyonaisse makin tebal, ketika delapan PDAM tersebut
kini sedang mengikuti program penyehatan melalui
bantuan Bank Dunia sebesar US$ 115 juta (Tempo
Interaktif, 24 April 2004). Semua paham bahwa Bank
Dunia, IMF dan raksasa korporasi air ialah aktor utama
privatisasi air.

Ketiga, pragmatisme politik di aras elit lokal. Hasrat
PAD sebagai imbas desentralisasi politik menyebabkan
daerah berlomba mengeksploitasi air guna mengejar
“setoran” pendapatan asli daerah. Di tengah lemahnya
representasi politik, buruknya rule of law, diabaikannya
hak-hak sosial ekonomi, serta merebaknya KKN akibat
euforia politik para elit pascakebijakan sentralisasi, UU
SDA membuka peluang lahirnya kebijakan di sektor
air yang tidak populis. Dalam titik ekstrim, kong kalikong
eksekutif, legislatif dan pengusaha dapat berujung pada
suatu bad water governance, suatu oligarkhi tata kelola
sumber daya air. Sebenarnya peran pemerintah pusat
sebagai regulator bisa menjadi solusi. Ironisnya, regulasi
nasional yang seharusnya bisa menertibkan kebijakan
daerah yang membahayakan pemenuhan hak-hak sosial
dan ekonomi warga negara, dalam hal ini UU 7/2004,
justru menjadi payung legal bagi pengalihan SDA dari
komunitas ke swasta.

***
Noreena Heertz, dengan “pamflet” terkenalnya The

Silent Take Over and The Death of Democracy, paling
sering dikutip orang untuk mengetuk hati pengambil
kebijakan agar waspada terhadap kinerja bisnis yang
acap bersifat predatory. Demi laju akumulasi kapitalnya,
kinerja bisnis membuat demokrasi klenger. Katanya,
“…bisnis benar-benar telah menentukan ruang publik.
Negara politik menjadi negara perusahaan. Pemerintah,
dengan tidak pernah mengakui ‘pengambilalihan diam-
diam’ ini pun, beresiko menghancurkan kontrak tersirat
antara negara dan warga yang merupakan jantung dari
masyarakat demokratis…” Betapapun kaum epistemic
liberal menolak bahwa modal asing tak bersifat
predatory, dan sebaliknya percaya peran rezim pasar
justru berkorelasi positif dengan demokrasi, kasus yang
terjadi di negeri ini justru menunjukkan kecenderungan
seperti yang diingatkan Heertz.

Mau bukti selain kasus UU SDA? Pemerintahan



���  NO. 11, JULI–AGUSTUS 2005 29

Megawati pada 2004 lalu mengeluarkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 yang kemudian diikuti dengan Keputusan Presiden
No. 41 Tahun 2004. Regulasi itu ditujukan untuk
melegalkan pertambangan terbuka 13 perusahaan
pertambangan besar di hutan lindung. Lahirnya Perpu
No. 1 Tahun 2004 itu sebenarnya “menganulir” UU
Kehutanan No. 41 Tahun 1999. Dalam hukum tata
negara kita, presiden diberi kekuasaan darurat untuk
mengeluarkan perpu agar pemerintah segera bisa
membuat kebijakan penting guna menjamin keamanan
negara. Sebelum diformalkan, presiden mesti menjelas-
kan situasi seperti apa yang mengancam keamanan
negara. Ia pun masih membutuhkan persetujuan
parlemen sebelum diberlakukan. Pertanyaannya:
apakah ketiadaan investasi akibat adanya UU
Kehutanan No. 41 Tahun 1999 yang melindungi hutan
lindung, bisa masuk kategori “mengancam” keamanan
negara? Mana yang sebenarnya publik: keberlanjutan
lingkungan hidup dan nasib komunitas asli ataukah
prospek bisnis pertambangan korporasi? Kita semua
mengelus dada melihat ini.

Cara negara mengelola dan meregulasi sumberdaya
alam, semisal tanah, air dan hutan, seperti ujaran Irwan
Abdullah dan Abdul Saleh (dalam Beckmann & Koenig,
2003), setidaknya merefleksikan empat hal krusial.
Pertama, terkait soal status warga negara, di mana
masyarakat memiliki pengakuan hukum dan politik atas
keberadaan dirinya dalam kebijakan dan sistem
perundang-undangan pemerintah. Sumber daya alam
secara konstitusional memang dikuasai oleh negara.
Namun negara juga wajib menyediakan mekanisme
yang tepat untuk menjamin masyarakat tak kehilangan
hak dan kesejahteraan, pada saat formasi negara
berlangsung dalam segala bentuknya. Kedua,
menyangkut hak dan kepemilikan atas sumber daya
alam dan barang publik, yang terkait dengan hubungan
kekuasaan. Hak dan kepemilikan di kalangan orang
kecil merupakan persoalan yang rentan. Kelompok lemah
ini dengan mudah kehilangan hak atas sumber daya
yang dimilikinya akibat proses sosial politik yang tak
mampu mereka kendalikan. Ketiga, terkait ketidakmau-
an politik yang pondasional. Ini menyangkut orientasi
pemegang otoritas yang tidak mau memberdayakan
publik dan justru memperkuat struktur hierarkhis dan
dominatif. Baik sejak visi dan misi hingga implementasi
sebuah kebijakan, prosesnya masih sering tertutup bagi
partisipasi publik. Terakhir, menyangkut kategori
kelompok mana yang dirugikan dan diuntungkan dalam
penyelesaian sengketa kepemilikan. Dalam sebuah
kasus pencemaran lingkungan oleh industri misalnya,
pemerintah yang tidak memberi sanksi keras pastilah
tidak berada di belakang rakyatnya.

***
Disahkannya UU SDA dan ditolaknya judicial

review terhadapnya, dengan tetap mengapresiasi jerih
payah MK, menguatkan pemahaman bahwa kita tak
sedang berada dalam track negara republik. Menapak

tahun ke-7 era reformasi ini, rakyat makin bingung
kenapa buahnya justru negara yang kian ter-deregulasi
dalam hal fungsi asalinya, sementara di sisi lain makin
ter-regulasi oleh kekuatan pasar global.

Patut diingat bahwa dipilihnya republik sebagai
bentuk negara oleh the founding fathers bukanlah tanpa
alasan. Deraan penindasan kolonialisme melecut mereka
untuk menghadirkan suatu tatanan politik yang
menjunjung kepentingan seluruh rakyat. Teoritisi
terkemuka Romawi, Cicero (106-53 SM) dalam De
Republica berujar, “Negara ialah milik rakyat. Agar
absah, suatu pemerintahan haruslah didasarkan atas
persetujuan rakyat, prinsip keadilan dan kebaikan bagi
masyarakat,” ujar Cicero (Schmandt, 1960).

Tentu, sebuah republik ideal tak akan berdiri tanpa
ditegakkannya hukum. Cita-cita hukum tak lain juga
mewujudkan keadilan, selain ketertiban tentunya. Akan
tetapi, ketika politik dalam negara tak lagi bermakna
pengutamaan kebaikan bersama, timbangan hukum jadi
oleng. Sekadar contoh, penegakan hukum guna
mengurus slum area direduksi sebatas penggusuran.
Rezim, presiden, ataupun partai memang silih berganti
memegang tampuk kekuasaan, namun fakta bahwa
mereka ialah warga negara yang berhak mendapatkan
papan tinggal yang pantas atas nama keadilan, selalu
diabaikan.

 Kini saat negara gagal menyediakan jaminan sosial
seperti layaknya di negara maju, negara justru
menggerogoti jantung sumber penghidupan rakyat
melalui berbagai regulasinya yang propasar. Sumber-
sumber agraria seperti tanah, air, hutan yang menjadi
sumber kehidupan sekaligus “asuransi” bagi pembiayaan
pendidikan hingga kesehatan, tidak terlindungi oleh
hukum secara memadai. Alhasil, ironi res republica
makin mengemuka sebagai “gejala normal”. Sehingga,
manakala hasrat elit eksekutif dan legislatif mengha-
silkan hukum yang menguntungkan kalangan bisnis,
MK tak lain adalah benteng terakhir bagi kelangsungan
res republica. MK lah yang memutus bahwa suatu
regulasi bertentangan dengan konstitusi negara. Nasib
rakyat bergantung pada putusannya.

Ke depan, MK perlu mempercanggih pembacaannya
terhadap esensi sebuah undang-undang. Berbagai
penafsiran yang mungkin muncul dari sebuah regulasi—
yang sekilas tampak tak bermasalah—oleh pihak-pihak
tertentu demi kepentingan non-publik, perlu dijadikan
bahan untuk menilai suatu produk hukum. Terutama
saat konstelasi ekonomi-politik bergerak sedemikian
“tunggang langgang”, sementara realitas yang
dihasilkannya serba mengecoh. Ini penting sebagai wujud
kehati-hatian dan penghargaan kita atas kontrak politik
antara negara dan rakyat. Ya, agar berbagai kisruh
pengurusan kepentingan bersama yang bersumber pada
regulasi yang tidak aspiratif, tidak kian memupus bentuk
asali negara kita sebagai republik.

Ashari Cahyo Edi
Aktif di Institute for Research and
Empowerment (IRE), Yogyakarta
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“Berikan pekerjaan kepada
yang sibuk”. Kalimat tersebut
diungkapkan Ketua MK Prof.
Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
dalam wawancara dengan Rafi-
uddin Munis Tamar, Budi H.
Wibowo dan Luthfi Widagdo
Eddyono dari BMK, Rabu, (3/8).
Berikut petikannya:

Apa yang menarik dari ulang tahun
kedua MK?

Sudah banyak perkara yang

Pengantar Redaksi:

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.:

“Berikan Pekerjaan Kepada yang Sibuk”
diselesaikan. Terutama menyangkut
pengujian undang-undang, perseli-
sihan hasil pemilu, serta sengketa
antar lembaga negara. Melalui
pengujian undang-undang, kita
mengawal proses pelaksanaan kons-
titusi supaya nilai-nilai yang dikan-
dung UUD dipatuhi.

Semua sudah kita kerjakan,
tetapi aspek kemantapan lembaga-
nya belum sempurna. Kantor masih
numpang, gaji hakim sampai saat ini
belum ketahuan berapa. Begitu juga,
mengenai posisi dan kepegawaian

belum ada formasi. Konon, baru
bulan Oktober 2005 MK mendapat
formasi untuk mengangkat pegawai
negeri. Padahal seluruh pegawai di
MK, sesuai dengan ketentuan
undang-undang harus pegawai
negeri.

Dengan kata lain, dari segi
kemantapan kelembagaan, dua
tahun ini masih belum selesai. Tapi
dari segi tugas sudah full, sudah
tidak lagi ada masalah. Dan semua
aturan-aturan internal seperti

Setelah dua tahun menjadi
hakim konstitusi, Prof. Dr.
H.M. Laica Marzuki, S.H. me-
rasakan kurangnya kewenang-
an pada MK. “Hendaknya kewe-
nangan MK ditambah lagi de-
ngan kewenangan pengaduan
konstitusional dan kewenang-
an menguji RUU yang tengah

Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.:

“Hendaknya Kewenangan MK Ditambah”
dibahas di DPR,” tuturnya pa-
da WS. Koentjoro dari BMK.
Berikut petikan wawancara-
nya:

Sebentar lagi MK genap berusia dua
tahun. Bertitik tolak dari analisa
SWOT, apa sajakah yang merupa-
kan aspek kekuatan (strength),
kelemahan (weakness), peluang
(opportunity), dan ancaman
(threat) bagi MK selama ini?

Menyangkut aspek strength,
MK ternyata mendapatkan expecta-
tion atau tumpuan harapan dari
rakyat banyak Ini tercermin dari
beberapa permohonan pengujian UU
maupun perselisihan hasil pemilu
legislatif di masa lalu dan Pemilu
Presiden yang diajukan ke MK. Juga
soal sengketa antar lembaga negara,
antara DPD dengan Presiden.

Sedangkan yang menyangkut aspek
weakness adalah penataan adminis-
trasi belum sepenuhnya optimal. Hal
itu tidak mengherankan karena MK
adalah lembaga negara baru. Kemu-
dian dari aspek opportunity, saya
melihat bahwa dengan adanya
reaksi-reaksi itu justru bagi saya
membuka kesempatan guna mena-
namkan sense of belonging masya-
rakat terhadap MK. Oleh sebab itu,
MK selalu membuka kritik, membu-
ka diri. Lalu dari aspek threatment,
meskipun belum terjadi dalam MK,
kita selalu mewaspadai dua hal.
Pertama, jangan sampai terjadi
krisis kepercayaan rakyat terhadap
peradilan karena terjadinya judicial
corruption. Oleh karena itu MK
harus bersih, profesional, dan tidak
korup. Kedua, MK harus menutup
diri dari segala campur tangan ke-

Dalam rangka menyambut ulang tahun Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia (MKRI) yang kedua, BMK menyajikan
wawancara dengan sembilan hakim konstitusi, sekretaris jenderal
dan panitera untuk menggali kesan dan gagasan serta harapan
mereka mengenai Mahkamah Konstitusi.
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infrastruktur sistem hukum acara
sudah lengkap semua.
Sebagai Ketua MK, Bapak sudah
puas dengan yang didapat MK
dalam dua tahun?

Tidak boleh kita puas karena
masih banyak yang belum diker-
jakan. Sebab masih banyak undang-
undang yang disesuaikan dengan
ketentuan UUD baru. Ada ribuan
undang-undang yang potensial
menimbulkan ketidakadilan. Bagai-
mana mau bilang puas?

Lagipula internal institution
building-nya belum mantap, belum
selesai. Saya ingin pegawai MK
mulai hakim sampai ke pegawai
paling rendah punya NPWP untuk
mencegah korupsi. Kita harus
membuat sistem administrasi yang
bersih melalui instrumen pajak.

Saya minta Sekjen membangun
sistem infrastruktur ke dalam.
Sambil minta supaya pegawai re-
training terus-menerus. Jangan
cupet, jangan tumpul. Kultur kerja
MK berbeda dengan lembaga lain.
Hakim MK kerjanya cuma empat,
membaca, menulis, berdebat dan
sidang. Jadi seluruh pegawai MK

harus menunjang keempat kegiatan
ini.
Instrumennya apa?

Instrumen, misalnya kesempat-
an pendidikan. Ada training rutin,
komunikasi rutin sebulan sekali,
program diklat. Saya bikin beasiswa
untuk S1 menjadi S2. Makanya saya
ingin semuanya jangan buang
waktu. Satu hari saya punya 24 jam,
Anda juga punya 24 jam. Dua tahun
di sini, saya sudah menghasilkan
tujuh buku. Saya bisa, kenapa Anda
tidak?

Ini tentu soal manajemen wak-
tu. Jangan mengeluh terlalu banyak
pekerjaan. Kalau mau maju, jalan
berpikirnya itu: berilah pekerjaan
kepada yang sibuk. Makin sibuk dia,
dikasih pekerjaan pasti selesai.

Anda harus berpikir sama kalau
mau maju. Ditengah kesibukan, Anda
harus enjoy dengan pekerjaan itu
dan jangan merasa dibebani kalau
ditambah pekerjaan lagi. Makin cepat
selesai pekerjaan, makin banyak
hasilnya.

Karena itu jangan pernah ber-
niat mencari uang dan jangan per-
nah berniat mencari kursi. Kalau

berprestasi lebih dari orang lain, you
dengan sendirinya akan mendapat
kedudukan. Dengan sendirinya akan
dapat reward dalam bentuk uang.

Kita jangan mencari status
tetapi mencari peran atau rule. Kita
tetap berperan walaupun tidak
punya status. Status mengikuti
peran kita, bukan sebaliknya. Kalau
ditanya cita-citamu apa, jawablah
mencari peran.
Harapan Bapak kedepan sebagai
Ketua MK?

MK harus dekat dengan rakyat,
karena sebagian besar kiprah MK
terkait dengan mekanisme hubung-
an antara state dengan citizen.
Dalam pola hubungan tersebut, yang
paling banyak menderita dan diru-
gikan oleh keputusan-keputusan
negara adalah rakyat. Maka Mah-
kamah harus terbuka pintu hatinya
terhadap problem-problem rakyat.

Tentu pada tahap-tahap awal
ini berat untuk langsung menyelami
begitu. Harus bergaul lebih dulu di
tataran negara. Sebagai lembaga
negara, MK harus eksis dulu di
tengah konfigurasi kelembagaan
negara. (mw)

kuasaan lain.
Bagaimana pendapat Bapak terha-
dap komentar sementara pihak
yang menyatakan bahwa MK dalam
menjatuhkan putusan lebih memi-
hak kepada pemerintah atau ka-
langan swasta (berduit), misalnya
dalam putusan soal Sumber Daya
Air beberapa waklu lalu?

Bagi saya sebenarnya tidaklah
benar dugaan itu. Oleh karena
jangan juga lupa, bahwa Pasal 33
UUD 1945 tidak menutup sama
sekali keikutsertaan para warga
(burgers) dalam suatu kegiatan yang
menyangkut hajat hidup orang
banyak.  Sehingga, menurut saya,
hal seperti itu hanyalah menyangkut
perbedaan tafsir. Tetapi yakinlah,
MK  tak bakal menyimpang dari
konstitusi. Dalam rangka menegak-
kan konstitusi, MK menganggap
bahwa pendapat pro dan kontra yang
disampaikan sementara orang ada-
lah dalam rangka kepeduliannya
terhadap konstitusi.
Bagaimanakah MK ke depan harus

menunjukkan kinerjanya? Apakah
ada kewenangan baru yang didam-
bakan?

Ke depan, ada dua kewenang-
an MK yang saya dambakan. Per-
tama, hendaknya kewenangan MK
ditambah lagi dengan kewenangan
pengaduan konstitusional, lazim
disebut constitutional complaint.
Para warga selaku bagian dari
rakyat banyak dapat mengajukan
kepada MK berkenaan dengan
perlakuan penguasa terhadap diri
mereka yang dipandang tidak konsti-
tusional. Seperti kewenangan MK di
Jerman dan di Korea. Kedua, dalam
kaitan permohonan pengujian UU
terhadap UUD 1945,  saya juga
memiliki liefste wensch agar pengu-
jian yang diadakan oleh MK tidak
terbatas pada UU, tetapi juga ketika
masih menjadi RUU. Hal semacam
ini juga merupakan wewenang
Dewan Konstitusi Perancis. Tatkala
RUU dibuat serta dibahas oleh badan
legislatif dan ternyata mendapatkan
reaksi dari masyarakat banyak dan

menjadi bahan perdebatan yang
hangat di parlemen, maka hal
dimaksud seyogianya diserahkan
kepada MK. Manakala MK meng-
anggap bahwa RUU itu inkonsti-
tusional, maka pembahasannya
harus dihentikan. Itu adalah suatu
liefste wensch (harapan dari lubuk
hati yang paling dalam) dari saya
selaku hakim konstitusi yang
beberapa tahun lagi sudah menjalani
masa pensiun.
Apa yang berkesan bagi Anda
pribadi di kala menjelang dua tahun
MK ini?

O ya, pada tanggal 14 Juli 2005
yang lalu, saya dikaruniai Allah
seorang cucu lelaki. Saya membe-
rikan nama Zulfikar Pangoiriseng
Lapatau. Zulfikar berarti pedang
Allah. Kehadirannya memberikan
kebahagiaan tersendiri bagi saya
selaku kakek. Lagi-lagi saya telah
menjadi kakek. Ya Allah, nu ben ik
weer een opa geworden! Nikmat
apatah lagi yang saya harapkan dari
Allah. (koen)
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Dalam memperingati dua
tahun usia Mahkamah Kons-
titusi (MK) RI, majalah Berita
Mahkamah Konstitusi (BMK)
mewawancarai Hakim Kons-
titusi Prof. A. Mukthie Fadjar,
S.H., M.S. Dalam wawancara
santai dengan Mardian dan
Ery Satria di awal bulan Agus-
tus, Prof. Mukthie mengemu-
kakan pandangan-pandangan
mengenai MK, terutama ke-
khawatiran terjebaknya MK
dalam konservatisme.

Kelaziman yang dialami oleh
setiap lembaga saat mencapai usia
mapan adalah tumbuhnya konser-
vatisme, keinginan melestarikan
tradisi dan stabilitas, melestarikan
pranata yang sudah ada serta
menentang perubahan yang radi-
kal. Potensi konservatisme MK
adalah dalam hal munculnya kebe-
kuan pola pikir, serta anggapan
bahwa MK telah mencapai posisi

Prof. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S.:

Mewaspadai Konservatisme
Mahkamah Konstitusi
terbaiknya sehingga menolak pan-
dangan-pandangan alternatif yang
bisa jadi sebenarnya lebih baik.
Lebih jauh, konservatisme akan
mengurangi makna perlindungan
bagi warga negara.

Sebagai suatu kelaziman, Prof.
Mukthie mengatakan bahwa MK
hanya menunggu waktu untuk
menjadi konservatif. Bukan pesi-
mis, tetapi fakta-fakta yang tera-
mati dari institusi-institusi lain
menunjukkan bahwa konserva-
tisme bukan hal yang mudah
dihindari. Untuk mencegahnya,
faktor personal hakim-hakim
memiliki peran sangat signifikan.
Setidaknya, hakim-hakim angkat-
an pertama MK RI harus “berani”
mempercayai generasi penerusnya.
Tidak mempercayai kemampuan

generasi berikutnya untuk mene-
ruskan tugas mahkamah konsti-
tusi merupakan salah satu jebakan
konservatisme.

Toh, seandainya memang
hakim-hakim angkatan pertama
merupakan hakim-hakim terbaik,
keberlanjutan mereka dalam me-
mimpin MK juga dibatasi oleh
undang-undang. Setiap lima tahun
akan diadakan evaluasi oleh pihak-
pihak diluar MK, yaitu DPR,
Presiden dan MA, untuk menen-
tukan siapa saja yang akan men-
jadi Hakim Konstitusi selanjutnya.
Jadi konservatisme atau kekakuan
yang diwujudkan dengan “pelang-
gengan” jabatan akan tercegah
dengan sendirinya oleh batasan
masa jabatan dalam undang-
undang.

Proses adaptasi dengan
lingkungan pekerjaan baru
membutuhkan waktu. Inilah
yang menjadi pertimbangan
H. Achmad Roestandi, S.H.
saat melontarkan gagasan
penggantian hakim konsti-
tusi secara bertahap. Untuk
lebih lengkapnya, simak ga-

H. Achmad Roestandi, S.H.:

“Penggantian Hakim Sebaiknya Bertahap”
gasan-gagasannya yang ditu-
turkan kepada WS. Koentjoro
dari BMK.

Tak terasa pada 13 Agustus 2005
nanti MK berusia dua tahun.
Apakah yang menjadi catatan
Bapak atas kinerja MK selama ini?

Kami banyak menemukan hal-
hal yang belum diatur dalam UU
No. 24/2003 tentang MK, khusus-
nya dalam perkara pengujian UU.
Tepat sekali jika UU MK telah
memberikan kewenangan kepada
MK untuk mengatur lebih lanjut
hal seperti itu melalui Peraturan
Mahkamah Konstitusi (PMK).
Kemungkinan adanya penundaan
putusan atau pemberhentian se-
mentara pemeriksaan kadang
diperlukan, karena adanya dugaan
telah terjadinya tindak pidana pada

saat proses pembentukan UU itu
di DPR. Adanya aturan yang
mengatur tentang provisi atau
putusan sela dalam pengujian UU
merupakan salah satu hal yang
diatur dalam PMK.
Dalam Rapat Permusyawaratan
Hakim seringkali muncul perde-
batan seru antar hakim. Lalu ba-
gaimana caranya untuk menjem-
batani perbedaan pendapat se-
hingga dapat diambil kesepa-
katan?

Saya berpendapat memang
sebaiknya RPH bersifat tertutup,
karena hal itu menyangkut pen-
dapat pribadi para hakim. Sean-
dainya Anda menyaksikan lang-
sung jalannya RPH, Anda akan
menyaksikan betapa para hakim
dengan gigih mempertahankan
legal opinion-nya masing-masing.
Sembilan hakim berdebat, saling
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Meskipun demikian, batasan
masa jabatan yang ditetapkan
undang-undang tersebut tidak
menutup seratus persen peluang
MK untuk berubah menuju konser-
vatif. Sistem yang dibentuk gene-
rasi pertama, jika bersifat kaku,
merupakan embrio bagi konserva-
tisme. Karena itu, hakim-hakim

angkatan pertama memiliki tugas
berat untuk meletakkan tradisi
sebagai fundamen sistem peradilan
konstitusi yang di masa depan bisa
selalu mengakomodasi perkembang-
an paradigma hukum, demi lebih
menjamin perlindungan kons-
titusional terhadap warga negara.

Modernisasi, demikian harap-
an yang ditujukan Prof. Mukthie
kepada MK dalam menapaki tahun
ketiga. Bukan semata dalam du-
kungan information technology
yang memungkinkan transparansi
proses dan putusan MK. Melainkan
meliputi pula keterbukaan dan
penyegaran pola pikir segenap
jajaran MK.

Disamping menyoroti potensi
konservatisme, Prof. Mukthie juga
menyinggung masalah eksistensi
MK. Kekhawatiran beberapa pihak
bahwa eksistensi MK akan “digo-
yang”, tidak cukup merisaukan
beliau. UUD 1945 mengamanatkan
pembentukan MK, dan kecil ke-
mungkinan munculnya ide memikir
ulang perubahan konstitusi dalam
arti membubarkan MK melalui

amandemen UUD 1945 karena
segala hal di Indonesia belum settle.

Apalagi, terlepas puas atau
tidak puasnya masyarakat ter-
hadap putusan-putusan MK selama
ini, masyarakat masih memandang
MK sebagai sosok badan peradilan
yang bersih. Di tengah krisis
kepercayaan, masyarakat masih
memandang MK sebagai “embun
penyejuk”, tempat yang layak
untuk meminta keadilan. Hal ini
tidak lepas dari konsistensi MK,
baik sebagai institusi maupun
personal jajarannya, untuk hidup
“bersih” dan tidak neko-neko.

Kebersamaan serta keseder-
hanaan ini harus tetap dipertahan-
kan, apalagi jika mengingat MK
adalah institusi yang masih muda,
masih seeking the best system. Jadi
diperlukan landasan sikap dan sifat
“bersih dan sederhana” agar ter-
cipta sosok ideal MK sebagai pelin-
dung warga negara. (mw)

membandingkan, dan saling mem-
berikan pencerahan. Tetapi tidak
asal berdebat, masing-masing
menyampaikan argumentasi berda-
sarkan landasan yuridis sillogisme,
kemanfaatan dan kemudharat-
annya. Walaupun sengit, tetapi
tetap berlangsung dalam suasana
akademik, saling memberi dan
menerima dengan lapang dada.
Kalaupun tidak tercapai kesepa-
katan bulat, pihak yang kalah sua-
ra diberi ruang untuk menyampai-
kan pendapatnya yang berbeda.
Dengan demikian, publik bisa
menilai bahwa keputusan MK telah
diramu, digodok dengan matang
dan komprehensif.
Selama menjalankan tugas sebagai
hakim konstitusi, apakah Bapak
menemukan kendala, baik yang
bersifat teknis maupun non
teknis?

Pada mulanya saya mengang-
gap pressure dari berbagai pihak
merupakan kendala utama. Adalah
masuk akal jika para pihak  ber-

usaha mempengaruhi para hakim,
dengan mendatangi, menelpon, dan
bahkan meneror anggota hakim
atau keluarganya. Mulanya saya
sendiri  tak memiliki pengalaman
dalam menghadapi hal itu, tetapi
lambat laun semakin paham bagai-
mana cara untuk mengatasinya.
Dalam PMK yang baru diatur
tentang kehadiran atau kemung-
kinan komunikasi antara pihak
dengan hakim di luar sidang. Hal
seperti  itu harus dilaporkan dalam
RPH. Memang rupanya berbeda
dengan seorang politikus, di mana
lobby merupakan sesuatu yang
dianjurkan dalam melaksanakan
tugas. Sebagai mantan anggota
DPR yang sekarang menjadi hakim
konstitusi, saya memahami bahwa
bagi hakim lobby itu memang
harus dibatasi.
Menurut Bapak, kedepan  hal-hal
apakah yang harus dilakukan MK
untuk meningkatkan kinerjanya?

Perlu dibuat aturan penggan-
tian hakim konstitusi agar dilak-

sanakan secara bertahap, misalnya
tiga orang dulu, lalu menyusul tiga
orang lagi, dan seterusnya. Hal ini
dilatarbelakangi pemikiran, bahwa
proses pengenalan atau adaptasi
terhadap lingkungan baru membu-
tuhkan waktu. Penggantian bergi-
lir perlu dikembangkan agar tak
terjadi stagnasi di MK. Payung
hukumnya seharusnya berbentuk
UU. Selain itu bagi hakim dalam
mengemban tugasnya, harus ada
dukungan  administrasi umum dan
administrasi yudisial yang me-
madai.
Lalu menurut Bapak, bagaima-
nakah dukungan administrasi
umum yang ditunjukkan oleh
Sekretariat Jenderal dan admi-
nistrasi justisial yang ditunjukkan
oleh Kepaniteraan selama ini?

Cukup bagus. Artinya dalam
usia dua tahun ini sudah berjalan
dengan baik. Saya optimistis
dukungan ini akan terus mening-
kat, dengan bertambahnya usia
MK. (koen)
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Ketika ditemui tim BMK,
hakim kelahiran Surabaya, 5
Juni 1941 ini terlihat sedang
mencermati berbagai buku
dan undang-undang. Ketika
BMK memasuki ruangan ker-
janya di lantai dua gedung MK,
dan tatkala Bambang Soeroso,
S.H. (sekretaris hakim) mem-

Soedarsono, S.H.:

“Hari Ini Harus Lebih Baik Dari Hari
Kemarin dan Hari Esok Harus Lebih Baik
Dari Hari Ini”
bukakan pintu dan memberi-
tahukan bahwa tim dari BMK
segera akan mewawancarai,
dengan serta merta kian tera-
sa suasana kerja yang sibuk.
Kemudian hakim konstitusi
yang sempat menjadi Ketua
Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya (2002-
2003) ini dengan gaya dan
suaranya yang khas, sigap dan
terbuka menjawab pertanya-
an-pertanyaan yang diajukan
oleh redaktur BMK Luthfi Wi-
dagdo Eddyono dan Mardian
Wibowo. Berikut petikannya:

Menurut bapak apa yang istimewa
dari ulang tahun MK yang kedua
ini?

Kalau dikatakan istimewa ya
tidak begitu, tapi memang ada
kesan-kesan yang mendalam.
Dalam arti kalau kita nilai secara
obyektif, Mahkamah Konstitusi
(MK) relatif masih sangat muda
usianya baru 2 tahun, tapi kalau
dilihat dari produktivitas tampak
relevan sekali berkesan. Karena
ternyata dari pengujian UU atau
dari UU yang diajukan untuk di
uji menyangkut segala macam
kehidupan. Apakah itu UU migas
atau listrik, air dan lain-lain,
semua itu menyangkut peri kehi-

Jumat minggu pertama
bulan Agustus, BMK mewa-
wancarai hakim konstitusi
Dr. Harjono, S.H., MCL. “Ek-
sistensi MK sebagai lembaga
pemberi keadilan tidak bisa
lepas dari reaksi masyarakat.
Feedback, kami menyebut-
nya demikian,” tuturnya pa-
da Mardian Wibowo dari BMK.
Berikut petikan wawancara-
nya:

Dua tahun ini apa yang menurut
Pak Harjono istimewa dari MK?

Capaian istimewa menurut
saya adalah MK mendapat keperca-
yaan publik. Tetapi tidak berarti
kepercayaan itu selalu berupa
dukungan terhadap putusan-
putusan MK. Kritik juga ada.
Bapak puas dengan apa yang
telah dicapai MK?

Puas dalam arti kinerja ke-
luar. Kita sudah in function ‘sesuai
fungsi’.

Dr. Harjono, S.H., MCL.:

“Feedback Masyarakat untuk
Mahkamah Konstitusi”

Kalau kedalam pasti tetap ada
hal-hal yang memang harus diting-
katkan. Ditingkatkan ini bukan
karena suatu kelemahan, tetapi
proses wajar sebagai sebuah insti-
tusi untuk selalu berusaha mem-
beri yang terbaik.

Contohnya, dalam persoalan-
persoalan publik service, dalam arti
pelayanan peradilan sudah oke.
Tapi pelayanan diluar peradilan,
apakah MK itu sudah maksimal
memperkenalkan dirinya kepada
masyarakat?
Jadi, ada kelemahan dalam hal
belum dikenalnya MK oleh masya-
rakat luas?

Itu sebenarnya bukan kele-
mahan. Kalau melihat fungsi
tradisional pengadilan, tidak ada
ketentuan bahwa kita harus dike-

nal. Kita mempunyai fungsi spesial,
yaitu melaksanakan fungsi konsti-
tusi. Maka meskipun tidak menjadi
kewajiban lembaga peradilan,
tetapi ada kebutuhan untuk dike-
nal. Jadi sosialisasi itu bagian dari
kebutuhan konstitusi. Dan MK
mempunyai potensi untuk mela-
kukan itu.
Feedback dari masyarakat yang
diinginkan seperti apa?

Karena lembaga peradilan
bersifat bebas merdeka, maka
feedback itu akan beda dengan
feedback lembaga perwakilan.
Kalau lembaga perwakilan, masya-
rakat menyampaikan aspirasi.
Sedangkan lembaga peradilan
bukan (menerima) aspirasi, sulit-
nya disitu. Feedback itu agak susah
dibaca. Karena justru kebebasan
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dupan bangsa.
Apa suka dukanya menjadi hakim
konstitusi?

Sebagai salah seorang hakim
konstitusi sudah tentu dua tahun
ini ada suka dan dukanya. Suka-
nya Alhamdulillah saya bersyukur
pada tuhan bahwa orang seperti
saya ini masih bisa menyum-
bangkan pikiran dan  perbuatan-
perbuatan yang sekiranya menjadi
manfaat atau bisa memberikan
manfaat kepada perjalanan bangsa.
Dan kalau di hitung-hitung suka
dan dukanya itu ya hampir tidak
ada dukanya. Semua sudah men-
jadi beban kewajiban. Asal semua
itu dilaksanakan dengan penuh
dedikasi, penuh integritas dan
penuh kesadaran, Insya Allah
semua kendala atau pun hambatan
bisa kita atasi.

Apakah bapak puas dengan apa
yang dicapai MK dalam dua tahun
ke belakang?

Soal kepuasan itu relatif, tapi
saya bersyukur walaupun banyak

kekurangan yang harus kita
perbaiki, hari ini harus lebih baik
dari hari kemarin dan hari esok
harus lebih baik dari hari ini. Itulah
kira-kira batasan daripada kepu-
asan. Kalau kepuasan dalam arti
di luar itu nggak ada batasnya,
malah ya mungkin orang lain puas
yang satunya tidak puas, karena
kepuasan itu ukurannya sangat
relatif.

Apa saja kelemahan yang harus
diperbaiki?

Kekurangannya itu masih
banyak, terutama segi pendukung.
Anda tahu sendiri gedungnya saja
masih nyewa, dan ruangannya pun
sempit sehingga berjubel, kurang
memungkinkan untuk bisa bekerja
dengan baik. Padahal hasil dari
pekerjaan itulah yang pada akhir-
nya menentukan mutu atas hasil
yang diberikan oleh Mahkamah ini.

Dalam hal kinerja juga perlu
kiranya dibuat sebuah pembagian
tugas yang jelas, yaitu job descrip-
tionnya itu harus tegas sehingga

semua pegawai atau petugas yang
berada atau bekerja di MK, dari
hakim sampai ke bawah semuanya
sudah harus tahu betul apa yang
menjadi tugas dan kewajibannya.
Jadi kesadaran untuk mengabdi
kepada MK dengan menjalankan
tugas dengan sebaik-baiknya juga
syarat pokok.

Apa harapan bapak terhadap MK
di masa depan?

Jujur untuk ke depan saya
secara pribadi sebagai salah se-
orang hakim konstitusi sudah
tentu mengharapkan Mahkamah
ini bisa semakin berkembang.
Dalam arti makin maju baik dalam
memutus atau mengadili maupun
dalam hal melayani masyarakat.
Tegasnya Mahkamah ini harus
menjadi MK yang bisa menjadi
kebanggaan bangsa. Dan juga
mendapat suatu apresiasi dan
disegani di tengah-tengah kehi-
dupan internasional di dalam era
demokrasi ini.

(Lwe)

itu sendiri adalah mahkota lembaga
peradilan termasuk MK. Maka
feedback itu wujudnya apresiasi.
Jadi ketika masyarakat puas, lalu
tidak memberikan reaksi. Maka
dianggap feedback yang baik?

Makanya bentuk feedback
gimana? Sesuatu yang menjadi
asupan kemudian asupan itu
dipertimbangkan. Sulit untuk

lembaga peradilan kan?
Saya bedakan tadi dengan se-

buah lembaga perwakilan. Ini bu-
kan persoalan yang aspirasinya ma-
suk banyak lalu menjadi menang.

Sebuah lembaga peradilan
konstitusi, salah satu fungsinya
justru mengontrol apakah mayori-
tas di dalam parlemen itu dalam
menggunakan hak-hak konstitusi-
nya tidak bertentangan dengan
UUD. Meskipun mayoritas, kalo
menggunakan hak-haknya berten-
tangan dengan UUD maka produk-
nya, bukan mayoritasnya, bisa
dikontrol.

Apakah itu kemudian menjadi
kemenangan minoritas?, tidak!

Jadi jangan dibaca kalau ma-
yoritas dikalahkan lalu yang dime-
nangkan adalah minoritas. Check
and balances-nya memang seperti
itu. Jadi kalau disebut feedback
tidak pas.
Keinginan mayoritas bisa dikesam-
pingkan ya Pak?

Iya, tapi jangan ditafsir kare-
na keinginan mayoritas dikesam-

pingkan, kemudian kita meme-
nangkan minoritas. Dikesam-
pingkannya karena tolok ukur
konstitusi. Minoritas pun jika dia
bertentangan dengan konstitusi,
dikesampingkan juga. Tapi mino-
ritas kalau benar menurut konsti-
tusi, juga ada tempatnya, ada
chance -nya.
Dalam waktu dekat, apa kondisi
internal MK yang harus diperbaiki?

Supporting man power-nya.
Terus terang kita masih mencari
bentuk organisasi. Pertanyaan
besar adalah, apa kira-kira standar
organisasi bagi lembaga negara
yang ada di Indonesia ini, DPR,
MPR maupun MA, cocok untuk
sebuah insitusi yang namanya MK.
Kalau toh nanti ada yang tidak pas,
itu kan tidak bisa diputuskan MK
sendiri. Kalau kita nanti sampai
pada kesimpulan seperti itu (pe-
nyempurnaan MK-Red.), tolong
MenPAN atau Depkeu, supporting
people dengan segala perangkat
MK disesuaikan dengan kebu-
tuhan. (mw)
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Penyempurnaan MK ada-
lah proses berkesinambungan
tanpa henti. Hakim Konstitusi
Maruarar Siahaan, S.H., meng-
ungkapkan hal tersebut dalam
wawancara dengan Rafiuddin
Munis tamar dan Ery Satria
Pamungkas dari BMK. Berikut
kutipan wawancaranya:

Maruarar Siahaan, S.H.:

“Perlu Integrasi Wewenang Pengujian
Undang-Undang”
Sebagai Hakim Konstitusi, apa yang
Bapak rasakan setelah dua tahun
perjalanan MK?

Penampilan MK tahun perta-
ma dan kedua, menurut penga-
matan saya dari kesan masyarakat
sangat baik. Kesan itu mengandung
harapan yang terlalu banyak
kepada MK, padahal kewenangan
MK sangat terbatas.

Sebenarnya kewenangan yang
sempit tapi mendalam (terbatas) itu
merupakan suatu penggerak meka-
nisme check and balances antar
lembaga kekuasaan negara. Penga-
laman selama dua tahun, banyak
kasus-kasus dibawa ke MK meski-
pun sesungguhnya bukan merupa-
kan kewenangan kita. Itu menun-
jukkan masih banyak access to
justice yang tertutup.
Bagaimana mengatasinya?

Ada mekanisme yang harus
ditambahkan pada kewenangan
MK, dimana MK bisa menjadi check
and balances juga terhadap meka-
nisme hukum lain. Misalnya, per-
tama, menambah satu kewenangan
mengenai constitutional complaint
di mana keputusan-keputusan MA
yang dipandang bertentangan
dengan konstitusi dan merugikan
hak-hak konstitusional rakyat
dapat diuji di MK. Jadi, putusan MA
yang berkekuatan hukum tetap
tetapi bertentangan dengan konsti-
tusi dan melanggar hak asasi ma-
nusia bisa dibatalkan. Itu merupa-
kan kewenangan yang ada di MK
Jerman.

Kedua, perlunya integrasi
wewenang pengujian undang-
undang terhadap UUD 1945 dan
pengujian peraturan perundang-

Menjelang Rapat Permu-
syawaratan Hakim (RPH),
Senin (8/8), I Dewa Gede Pal-
guna, S.H., M.H. menerima
Rafiuddin Munis Tamar dan
Mardian Wibowo dari BMK
untuk keperluan wawancara.
Berikut petikannya:

Apa kesan-kesan Bapak selama dua
tahun menjadi hakim konstitusi?

Kalau saya pribadi merasa
menjadi hakim di MK ini jelas
adalah pekerjaan berat karena
yang dipersoalkan adalah undang-
undang yang mengikat seluruh
warga negara. Pekerjaan ini me-
nuntut kecermatan dan kehati-ha-
tian yang luar biasa. Yang menarik
bekerja di MK ini, saya setiap hari
belajar kerena permohonan yang
masuk sangat beraneka ragam,
mulai dari persoalan ekonomi,
politik, sosial dan budaya, semua
datang ke sini dan harus diuji
berdasarkan UUD. Itu menuntut

I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.:

“UU MK Perlu Disempurnakan”
saya sebagai seorang hakim untuk
memperluas bacaan saya. Terlepas
dari segala kendala lembaga yang
masih baru ini, bagi saya pekerjaan
ini menarik.
Terkait dengan fasilitas yang ada
di MK, menurut Bapak, apakah
sudah cukup?

Kalau kita mengidealkan se-
buah peradilan yang modern saya
kira masih kurang. Misalnya, terasa
sekali kita membutuhkan telecon-
ference pada waktu persidangan
kasus sengketa pemilu. Dalam hal
ini kita berterimakasih kepada
kepolisian RI yang telah memper-
kenankan kita menggunakan fasi-
litas yang mereka miliki. Kita juga
membutuhkan perpustakaan yang
lebih lengkap. Maunya ada juga
semacam e-library, perpustakaan
elektronik. Selain itu kita juga

kekurangan tenaga peneliti untuk
mendukung kinerja hakim. Tapi,
walaupun serba terbatas, kita
semua harus memberikan apresiasi
terhadap kinerja MK karena dalam
waktu kurang dari dua tahun kita
sudah mempunyai blue print ten-
tang MK. Itulah yang menentukan
secara ideal MK akan seperti apa.
Apa masih ada kemungkinan blue
print itu diubah oleh generasi
mendatang?

Kalau dirasa ada kebutuhan
untuk itu boleh-boleh saja. Tapi kan
ada prinsip-prinsip dasar yang
harus dipertahankan. Misalnya,
untuk menciptakan peradilan yang
bebas, fair, independen, saya rasa
tidak akan berubah. Yang funda-
mental, yang sesuai dengan fungsi
peradilan akan menjadi norma baku
di masa depan. Kalau hal-hal lain
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undangan di bawah undang-un-
dang. Hal ini untuk mencegah
terjadinya ketidakharmonisan
antara undang-undang dengan
UUD 1945 dan peraturan dibawah
undang-undang.
Kalau itu diadopsi, bukankah orang
akan melihat posisi MK berada di
atas MA? Karena hal itu seolah-olah
merupakan banding dari MA ke MK.

Mungkin kesan itu agak sukar
dihilangkan. Dan memang di Jer-
man, Afrika Selatan dll. ada kete-
gangan, katakanlah suatu rasa
tidak senang dari peradilan yang
setara karena putusannya boleh
dibatalkan atas nama pelanggaran
konstitusi dan HAM. Tetapi pilih-
annya tentu pada rakyat, apakah
hal seperti itu dianggap relevan atau
tidak untuk membuka access to
jus t i ce .
Misalnya putusan MK tidak berhasil
dikomunikasikan kepada masyara-
kat karena resistensi yang terlalu
tinggi. Alat pemaksa apa yang bisa
diupayakan untuk melaksanakan
putusan?

Kalau saya melihat pertanya-

annya terbalik. Terbaliknya begini,
problem yang kita hadapi pada
umumnya bukan dengan rakyat,
tetapi dengan pemerintah dan DPR.
Putusan MK yang mengabulkan
permohonan merupakan suatu
penyerapan aspirasi rakyat. Apakah
putusan dipatuhi, terutama oleh
pemerintah, merupakan pertanyaan
besar.

Saat ini MK melakukan pene-
litian akibat hukum putusan yang
membatalkan undang-undang.
Misalnya mengenai suatu undang-
undang yang dibatalkan dan diber-
lakukan undang-undang yang lama.
Dalam pelaksanaannya, apakah
peraturan pemerintah cocok dengan
undang-undang lama yang dinyata-
kan berlaku kembali atau seba-
liknya.

Sekarang kita sedang mengum-
pulkan data dan menyusun kuisio-
ner untuk melihat sikap pemerin-
tah berkenaan dengan putusan MK
atas Undang-Undang Sumber Daya
Air (UU SDA). UU SDA dinyatakan
konstitusional sepanjang ditafsirkan
sesuai tafsiran MK. Itu yang disebut

conditionally constitutional.
Di negara lain, conditionally

constitutional berarti undang-
undang sebenarnya inkonstitu-
sional, tetapi pemerintah boleh
memberlakukannya kalau dalam
waktu tertentu diperbaiki sesuai
dengan konstitusi.
Terlepas dari kekurangan dan
kelebihan sekarang, apa yang
Bapak bayangkan tentang MK
sepuluh atau dua puluh tahun
kedepan?

Sebagai hakim generasi perta-
ma yang meletakkan dasar-dasar,
kita harapkan MK kedepan meme-
nuhi misi yang telah kita letakkan,
yaitu membentuk mahkamah yang
terpercaya dan penegakan hukum
yang bermartabat. Di masa depan
kita akan dilihat oleh masyarakat
sebagai tumpuan, suatu harapan
dalam mempertahankan hak-hak
asasi, rule of law dan konstitusio-
nalisme, karena kita adalah pe-
ngawal dan penafsir konstitusi.
Harapan saya sepuluh tahun ke
depan, MK menjadi satu mahkamah
yang benar-benar terpercaya.

yang bersifat teknis seperti metode
dan pendekatan bisa saja diubah.
Progres yang sudah dicapai MK
selama dua tahun menurut Bapak
apa saja?

Itu kan penilaiannya kualita-
tif. Mestinya bukan hakim yang
ditanya karena jawabannya pasti
subyektif. Tapi kalau saya sendiri

menilai bahwa ada putusan-putus-
an kita yang penting. Pertama,
putusan yang memulihkan hak-hak
politik warga negara yang dulu
dituduh terlibat PKI. Kedua, ketika
kita baru berumur satu tahun kita
sudah dihadapkan pada sengketa
pemilu yang jumlah kasusnya
ratusan dan itu harus diputus
dalam waktu 30 hari. Kita bisa
menyelesaikannya kurang dari 30
hari. Dan itu relatif aman, tidak
menimbulkan masalah. Banyak lagi
contoh lainnya.
Belakangan MK menerbitkan Per-
aturan Mahkamah Konstitusi atau
PMK, kenapa?

Karena UU MK memang sumir
sekali, khususnya menyangkut
hukum acara. Misalnya, belum ada
aturan mengenai suatu UU yang
diduga ada unsur korupsinya. UU
yang seharusnya tidak lolos tetapi
karena ada suap menjadi lolos, itu
kan berpengaruh pada inkonstitusio-
nalitas sebuah UU. Karena di dalam
UU MK tidak diatur mengenai hal
itu, kita lalu membuat PMK.

Kalau nanti kebutuhannya ber-
kembang UU MK perlu disempur-
nakan lagi?

Benar. Para pembuat UU MK
sendiri menyadari betul perlunya
penyempurnaan itu sehingga ada
Pasal 86 yang memberikan kewe-
nangan kepada MK untuk meleng-
kapi kekurangannya. Peluang
hukum yang diberikan oleh UU MK
itu, oleh hakim diartikan bahwa kita
diperbolehkan melengkapi hukum
acara dalam bentuk peraturan yang
kemudian diberi nama PMK.
Harapan Bapak terhadap MK di
masa depan seperti apa?

Publik tidak tahu betapa ke-
rasnya perdebatan di kalangan
sembilan hakim dalam memutus su-
atu perkara. Meskipun perdebatan-
nya sangat keras, tapi setelah ke-
luar dari ruang permusyawaratan
semua menikmati perbedaan itu.
Tidak ada masalah. Yang menjadi
harapan saya, tradisi ini harus dite-
ruskan kedepan. Jadi tidak sampai
perdebatan di kalangan para hakim
itu menjadi permasalahan pribadi.
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Tidak ada hakim yang ti-
dak sibuk, termasuk Hakim
Konstitusi Prof. H. Ahmad
Syarifuddin Natabaya, S.H.,
LLM. Setelah “penantian”
yang cukup lama, akhirnya
WS. Koentjoro dan Mardian
dari BMK berhasil menemui

Prof. H. Ahmad Syarifuddin Natabaya, S.H., LLM.:

Mengembangkan Constitutionally
Complaint dalam MK
Prof. Natabaya untuk memin-
ta sedikit komentar tentang
dua tahun usia MK. Berikut
tuangan kutipan komentar-
komentarnya:

Menurut Bapak, apa yang istime-
wa dari MK dalam dua tahun ter-
akhir?

Dua tahun ini, MK secara
organisasi, menunjukkan kinerja
yang makin baik. Organisasinya
juga semakin solid.
Dalam putusan SDA, ada sinya-
lemen dalam masyarakat seolah-
olah MK memihak pemerintah?

Tidak ada istilah memihak
pemerintah. Sebab pengujian
undang-undang menyangkut ke-
pentingan umum. Yang terikat oleh
undang-undang adalah semua

orang, apakah hakim, pemohon,
termohon dan yang lain.

Jadi tidak bisa dikatakan
membela pemerintah. Ada yang
dissenting itu boleh saja. Tetapi
tidak berarti yang dissenting
dianggap membela lalu yang tidak
dissenting dianggap tidak membe-
la. MK hanya melihat apakah
undang-undang itu berdasarkan
UUD 1945 atau tidak, sebagaimana
yang didalilkan pemohon.
Dalam penegakan rule of law,
kewenangan MK sudah cukup atau
perlu kewenangan baru?

Kewenangan MK sudah se-
suai. Jadi bukan memerlukan ke-
wenangan baru, tetapi barangkali
perlu penjabaran (lebih luas).
Umpamanya kewenangan dalam
menguji undang-undang, harus
dibedakan pengujian dalam arti

Tak sulit menghubungi
Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi,
S.H., M.Hum. BMK segera bisa
bertemu walau harus menu-
nggu beberapa saat agar dapat
mewawancarai lulusan pro-
gram pasca sarjana Fakultas
Hukum Universitas Islam
Indonesia jurusan Hukum
Tata Negara (1998) yang seha-
ri-hari dikenal ramah dan
sangat membumi ini. Bebe-
rapa saat setelah bertegur sapa,
langsung pria kelahiran
Kendal 22 Agustus 1952 ini
tanpa tedeng aling-aling
menjawab pertanyaan-perta-
nyaan yang diajukan Luthfi
Widagdo Eddyono dari BMK.
Berikut petikannya:

Apa yang istimewa dari ulang tahun
MK yang kedua ini?

Ya yang istimewa sebenarnya

Panitera Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum.:

“Kita Tidak Membutuhkan
Next Time to Finish”
bagi saya adalah sebuah momentum
untuk melihat kembali apa yang
sudah dilakukan untuk perbaikan ke
depan. Di ulang tahun kedua ini kita
bisa semakin dewasa, manakala kita
mampu melihat kekurangan-keku-
rangan kita di masa lalu untuk kita
perbaiki di masa datang.
Apa saja capaian penting MK selama
dua tahun?

Menurut saya apa yang kita
lakukan sudah lebih banyak kema-
juan misalnya dari proses penyele-
saian perkara yang diajukan, baik
proses persidangan, proses penye-
lesaian di rapat permusyawaratan
hakim, dan proses pendistribu-
siannya kepada para pihak dan
instansi-instansi terkait. Satu hal
karena publik pada umumnya sudah

tahu tentang Mahkamah Konstitusi
(MK) dan yang kedua mereka sudah
tahu pula apa yang mesti diper-
siapkan kalau mereka menghadap ke
MK. Dan yang ketiga, internal kita
sendiri, oleh karena kita sudah dua
tahun maka kita sudah belajar dari
masa lalu sehingga relatif sudah
tahu apa yang mesti dilakukan.
Apakah bapak puas dengan apa
yang dicapai MK dalam dua tahun
ini? Apa saja kelemahan yang harus
kita perbaiki?

Puas, jelas belum. Masih ba-
nyak yang harus kita lakukan untuk
meningkatkan perform kita, teru-
tama dalam kaitannya dengan
pemanfaatan IT (Information
Technology –red) yang sebenarnya
bisa memudahkan, memperluas
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umum dan dalam arti khusus.
Ada kewenangan satu lagi,

tetapi itu sebenarnya pengembang-
an. Yaitu yang dalam MK Jerman
disebut constitutionally com-
plaint. Artinya ada yang mengang-
gap pasal suatu undang-undang
bertentangan dengan hak konsti-
tusional orang bersangkutan.

Misalnya (di Jerman) ada
undang-undang yang menyatakan
bahwa pemotongan (penyembe-
lihan) hewan tidak diperbolehkan
karena dianggap penyiksaan. Di
Jerman penyiksaan dilarang bu-
kan hanya karena dilakukan
terhadap manusia, tetapi dilarang
juga terhadap semua yang hidup.

Undang-undang ini berlaku
untuk keseluruhan orang, warga
muslim Jerman menganggapnya
merugikan mereka. Karena me-
motong hewan bagi muslim bukan
untuk menyiksa tetapi ibadah.
Ajarannya mengatakan hewan
memang harus dipotong (di-
sembelih) menurut syariat Islam,
tidak boleh dengan cara lain (gas
syaraf atau yang lain-red.)

Konstitusi Jerman menjamin
hak menjalankan ibadah, karena
itu muslim Jerman dilindungi hak
konstitusionalnya. Tetapi bukan
berarti undang-undangnya batal,
melainkan pasal yang bersangkut-
an tidak berlaku bagi pemohon.
Ada kemungkinan diterapkan di
Indonesia?

Bisa, tetapi caranya agak sulit.
Karena hal itu tidak diatur dalam
UUD 1945. Apakah perlu pengem-
bangan terhadap UUD, atau cukup
dengan perubahan UU MK. Yang
dimaksud pengujian undang-un-
dang terhadap UUD 1945 harus
diuraikan (dalam UU MK) meliputi
baik pengujian undang-undang
dalam arti umum maupun dalam
arti khusus. Meskipun demikian,
yurisdiksi kewenangan MK tetap
sesuai dengan yang diatur dalam
UUD.
Jadi tidak perlu merubah UUD
1945?

Tidak usah, cukup menjabar-
kan dalam UU MK. Karena masih
termasuk dalam pengertian menguji
undang-undang kan?

Mengenai mekanisme penggantian
hakim, tanggapan bapak bagai-
mana?

Harus bertahap supaya tidak
ada kekososngan. Generasi hakim
pertama kebetulan ada tiga orang
yang dari segi usia sudah tidak
mungkin lagi terpilih sebagai
hakim periode berikutnya. Dan
enam yang lain ada kemungkinan
juga tidak terpilih lagi oleh DPR,
Presiden, dan MA. Dengan sistem
(penggantian hakim) yang seka-
rang, sulit mencapai kesinam-
bungan antar generasi hakim.

Undang-undang tidak meng-
atur hal seperti ini. Kalau di Jer-
man diatur, dalam satu waktu
(yang sama) ada hakim baru dan
hakim lama, jadi berkesinambung-
an. Kalau disini (Indonesia) ada
kemungkinan 100% hakim diganti,
sehingga kesinambungan tidak
tercapai. Harus dipikirkan bagai-
mana pemecahannya sebelum
periode lima tahun pertama ber-
akhir.

(mw)

jangkauan akses, juga meminima-
lisasi informasi yang tercecer. Akan
tetapi kita masih minimal untuk
menggunakan IT dalam rangka
memback up proses pelaksanaan
tugas-tugas MK.  Karena itu SDM
kita mesti ditingkatkan, banyak
yang tidak mengetahui software-
software yang diperlukan. Sebagai

penanggung jawab administrasi
kepaniteraan, saya juga termasuk
orang yang tidak tahu banyak
tentang itu.
Apa yang sudah dilakukan untuk
memperbaiki kelemahan itu?

Secara incremental kita sudah
melakukan, misalnya dulu kita
membagi informasi tentang apa yang
mesti kita lakukan, contohnya pada
penyelesaian perkara dengan meng-
gunakan hardcopy atau mengguna-
kan kertas-kertas yang banyak,
sekarang kita cukup dengan LAN
atau local area network yang sudah
tersedia. Namun demikian penggu-
naanya belum optimal oleh karena
di samping fasilitas-fasilitas belum
tersedia sepenuhnya,  belum semua
dari kita bisa memanfaatkan itu.
Apa harapan anda terhadap MK di
masa depan?

Harapan saya, seperti juga apa
yang sudah kita sepakati bersama
adalah ingin agar MK menjadi
peradilan yang baik dan dipercaya
masyarakat, dipercaya bangsa ini
dan berwibawa oleh karena didukung

oleh perform yang baik. Berwibawa
karena perform yang baik bukan
karena sering membatalkan satu
putusan, bukan pula karena sering
“menghukum” orang atau menilai
jelek pekerjaan orang, tapi dipercaya
karena peradilan ini telah perform.
Peradilan yang perform itu adalah
peradilan yang berjalan sederhana
dan cepat. Dalam bahasa manajemen
ini berarti peradilan yang efisien.
Selanjutnya  peradilan yang efektif,
yang dalam bahasa peradilannya
adalah pengadilan yang dijalankan
secara seksama dan wajar. Wajar itu
artinya apa yang seharusnya bisa
diputus cepat ya cepat, yang memang
memerlukan keseksamaan yang
tinggi harus ditelaah lebih lama, ya
bisa jadi akan memakan waktu
sedikit lama. Jadi lamanya itu
karena wajar, cepat karena lancar
jadi bukan karena dicepetin, lama
bukan juga karena dilama-lamain.
Jadi seksama dan wajar itu efektif,
sederhana dan cepat itu efisien,
sehingga kita tidak membutuhkan
next time to finish. (Lwe)
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Berbagai upaya telah dan
terus dilakukan untuk me-
wujudkan sosok Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konsti-
tusi yang profesional. Diha-
rapkan pada 2007, hal itu
sudah dicapai. Berikut penu-
turan Sekjen MK Janedjri M.
Gaffar kepada wartawan BMK
Budi H. Wibowo.

Sekretaris Jenderal MKRI Janedjri M. Gaffar

“Kita Mengarah Ke Profesionalisme”

Selama dua tahun ini apa saja
yang telah dilakukan oleh aparat
Setjen MK dalam melaksanakan
fungsi pemberian dukungan
administrasi umum kepada
hakim konstitusi?

Kalau kita cermati dan
inventarisir sudah cukup banyak
yang dilakukan oleh pihak Setjen
untuk memberikan dukungan
dan pelayanan kepada Bapak-
bapak hakim konstitusi. Antara
lain adalah operasionalisasi
sistem manajemen modern; juga
telah diterapkan sistem informasi
perkara yang transparan. Selain
itu, tentu saja telah disiapkan
SDM yang berkualitas di bidang-
nya, berbagai sarana dan pra-
sarana telah diadakan seperti
kantor dan perlengkapannya.
Walaupun demikian, tantangan
ke depan yang bakal dihadapi
Setjen juga tidak sedikit. Oleh
karena itu, butuh kerjasama
setiap komponen yang ada di
dalam Setjen.
Sistem informasi perkara yang
transparan itu seperti apa?

Setiap orang, tidak hanya
terbatas pihak pemohon dan

kuasa hukumnya, dapat menge-
tahui kegiatan-kegiatan terkait
dengan perkara yang masuk ke
MK. Mereka bisa bertanya lang-
sung kepada staf, atau melalui
telepon, bisa juga melalui email,
atau melihatnya di situs MK.
Tidak ada yang ditutup-tutupi.

Begitu pula, ketika putus-
an dijatuhkan, maka pemohon
dan pihak-pihak terkait langsung
mendapatkan salinan putusannya.
Dan hari itu juga (putusan) masuk
di situs MK. Tidak hanya itu, esok
harinya warga masyarakat dapat
membacanya di berbagai surat
kabar karena kutipan putusan itu
dimuat. Bagi mereka yang butuh
putusan MK, bisa minta ke kami
dan akan kami berikan copy
kutipan putusan secara gratis.
MK sebagai lembaga negara
yang baru tentu banyak orang
yang belum mengetahuinya.
Apa program Setjen MK agar
lembaga negara ini dikenal
l u a s ?

Wah, itu pertanyaan yang
sangat bagus. Begini. Setjen MK
sudah menyusun dan tengah
melaksanakan program sosia-
lisasi MK ke berbagai kalangan,
baik aparat penyelenggara negara
maupun kelompok masyarakat.
Secara rutin dan sistematis telah
kami gelar serangkaian kegiatan
temu wicara dengan kelompok
sasaran yang beragam. Sebentar
lagi akan dilaksanakan sosialisasi
kepada para kiai serta santri
dengan menggunakan materi
berhuruf Arab Pegon serta masya-
rakat pedesaan Jawa dengan
menggunakan materi berbahasa
Jawa Ngoko.

Kegiatan sejenis juga
dilakukan dengan kunjungan
kerja Bapak-bapak hakim konsti-
tusi ke berbagai perguruan tinggi
dan pemerintah provinsi untuk
menyampaikan berbagai hal me-
ngenai MK dan terlibat dalam
diskusi intens dengan kalangan
civitas akademika serta aparat

pemda dan DPRD yang direnca-
nakan dilaksanakan setiap bulan.
Untuk mendukung sosialisasi
MK tentu dibutuhkan materi
publikasi cukup banyak?

Tentu saja. Karena itu
Setjen MK memfasilitasi proses
dan penerbitan berbagai bahan
publikasi MK. Antara lain buku
UUD 1945 dan UU MK, Laporan
Tahunan, majalah BMK, dan
Jurnal Konstitusi, serta Himpun-
an Putusan MK. Bahan-bahan itu
kami distribusikan ke berbagai
kalangan. (Bahan-bahan itu) juga
dibagi kepada peserta temu wicara
dan peserta dalam kunjungan
kerja Bapak-bapak hakim konsti-
tusi ke berbagai daerah.
Dalam hal peningkatan kua-
litas pegawai. Profil pegawai
MK macam apa yang Bapak
gagas dan kehendaki?

Kami menghendaki agar
setiap pegawai MK itu creative,
innovative, dan initiative serta
memiliki kompetensi, baik berupa
knowledge, skill maupun personal
atribut sesuai kebutuhan kerja
dalam parameter lingkungan MK.
Juga tampil ramah dan terbuka
kepada rekan kerja dan tamu,
serta bersahabat dengan semua
orang. Selain itu mampu bekerja
dalam tim, melayani kebutuhan
tamu dengan cekatan dan tanpa
mempersulit serta tanpa meminta
atau menerima imbalan apapun
juga dari mereka yang dilayani.
Untuk itu berbagai kegiatan telah
dan terus dijalankan guna mem-
bentuk profil pegawai macam itu.

Kami terus mengupaya-
kan terwujudnya pegawai yang
profesional dan tengah mengarah
ke sana. Mudah-mudahan pada
tahun 2008 sesuai tahap profesio-
nalisme yang kami canangkan,
hal itu bisa dicapai (Program kerja
Setjen dan Kepaniteraan MK
terbagi tiga tahap: tahap konsoli-
dasi 2005-2006, tahap pelayanan
2006-2007, dan tahap profesio-
nalisme 2007-2008 - red).
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Bagaimana Anda memandang
MK?

MK itu dulu lahir karena ada
sebuah kebutuhan untuk mene-
gakkan sistem konstitusi di Indo-
nesia. Jadi, tidak bisa hanya dengan
penyempurnaan rumusan atau
ketentuan-ketentuan akan tetapi
harus ada sesuatu institusi pera-
dilan yang akan menjaga kemurnian
konstitusi sehingga tidak akan
disimpangkan dalam prakteknya.
Dalam rangka itulah MK diadakan.
Maka dari itu MK menjadi the
guardian of constitution atau penja-
ga, pengawal kemurnian konstitusi.

Selain itu, kelahiran MK juga
dilatarbelakangi pengalaman masa
lalu kita, di mana ada banyak un-
dang-undang yang lahir hanya ka-
rena kehendak rezim yang paling
berkuasa. Terkadang sebuah un-
dang-undang menyimpang tanpa
kontrol. Karena itulah diperlukan
mahkamah yang akan diberikan
wewenang  untuk mengawal konsti-
tusi.

Kalau Anda melihat peran-
peran MK selama dua tahun ini,
apakah sudah sesuai dengan mak-
sud dan tujuan semula?

MK, seperti mahkamah biasa

“Banyak Hal Luar Biasa
dari Putusan MK”

Hamdan Zoelva, S.H., M.H:

Pada edisi khusus ulang tahun kedua MK ini, rubrik Perspektif BMK
menyajikan wawancara dengan seorang praktisi hukum yang pernah terlibat
dalam proses amandemen UUD 1945, yakni Hamdan Zoelva, S.H., M.H.
Ketika ditemui di ruang kerjanya yang terletak di Plaza DM Jl. Sudirman,
Jakarta (28/7), penulis buku Impeachment Presiden yang diterbitkan
Konstitusi Press ini menuturkan pandangan-pandangannya tentang MK
kepada Rafiuddin Munis Tamar, Nur Rosihin Ana dan Ery Satria Pamungkas
dari BMK. Berikut petikan wawancaranya.

lain, itu tidak aktif, tapi pasif,  ha-
nya menerima complain atau gugat-
an/permohonan yang berkaitan
dengan tindakan-tindakan pelang-
garan yang berhubungan dengan
konstitusi. Sejauh mana peran
Mahkamah Konstitusi dalam
mengawal konstitusi sangat tergan-
tung sepenuhnya pada keterlibatan
masyarakat, lembaga-lembaga
negara, serta badan-badan hukum
untuk mengajukan permohonan.

MK hanya memeriksa perka-
ra-perkara yang diajukan, tidak
bisa melangkah lebih jauh untuk
mencari secara aktif tindakan/kebi-
jakan/putusan lain yang berten-
tangan dengan konstitusi. Dalam
batas itu, apabila kita mengevaluasi
perjalanan dua tahun MK sehu-
bungan dengan pelaksanaan kewe-
nangannya, banyak hal luar biasa
yang dilakukan oleh MK dan ini
menghentakkan banyak orang ten-
tang posisi dan kewenangan  MK
dalam struktur ketatanegaraan.

Sekarang ini orang kembali
mempertanyakan ternyata ada
lembaga super yang berdiri di atas
presiden. Undang-undang itu
diputuskan oleh presiden bersama
lebih dari 500 anggota dewan bisa
dimentahkan oleh MK. Banyak
orang baru menyadari bahwa
begitu luar biasa MK, padahal itu
sejak awal sudah dipikirkan bah-
wa MK ini nantinya setelah berja-
lan akan bisa menggugurkan sebuah
undang-undang yang diputuskan
oleh DPR bersama presiden. Akan
tetapi kewenangan itu memang
secara tegas diberikan oleh Konsti-
tusi, maka apa yang dilakukan oleh
MK tidaklah super dan hanya
melaksanakan kewenangan, inilah
prinsip yang kita bangun dalam
UUD yaitu prinsip check and
balances. Jadi, presiden dan DPR
tidak dapat seenaknya membuat
undang-undang, karena ada MK
yang mengkontrol.

Bagaimana Anda melihat pu-
tusan-putusan MK?

Dalam perjalanan dua tahun
ini banyak hal yang luar biasa dari
putusan MK, antara lain putusan
yang membatalkan Undang-Un-
dang Ketenagalistrikan dan sebe-

�

�
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lumnya membatalkan salah satu
diktum dalam Undang-Undang
Pemilu tentang keikutsertaan
anggota PKI dalam pemilu itu,
juga sebuah keberanian yang luar
biasa. Itupun juga diputuskan
setelah melewati perdebatan yang
sangat panjang di DPR, apakah
pasal larangan eks PKI dan orang
yang terlibat boleh menjadi anggota
legislatif atau tidak itu merupakan
perdebatan yang lama. Akan tetapi
dengan keberanian yang luar biasa
MK berani memutuskan bahwa
pasal itu tidak diperlukan karena
bertentangan dengan konstitusi.

Dengan adanya MK seolah-
olah ada kekuatan yang lebih besar
dari parlemen, padahal sebelum ada
MK kita hanya tahu bahwa yang
merepresentasikan kehendak rak-
yat adalah DPR dan MPR. Bagai-
mana Anda melihat MK dalam
perspektif demokrasi?

MK tidak bisa mereview hasil
MPR. Artinya, MK tidak punya
kewenangan untuk mereview UUD
dan amandemen, akan tetapi dia
harus tunduk kepada UUD yang
merupakan penjelmaan rakyat.
Rumusan dari konstitusi itu kon-
trak sosial tertinggi yang harus
dipatuhi oleh MK. Memang dalam
hal undang-undang yang dilahirkan
oleh DPR boleh direview oleh MK,
apakah ini tidak bertentangan
dengan prinsip demokrasi? Di sini-
lah kembali pada istilah rechstaat
dan prinsip konstitusi, bahwa
demokrasi harus bergerak dalam
batas-batas rechstaat dan prinsip
konstitusi.

Jadi, demokrasi yang keluar
atau bertentangan dengan konsti-
tusi tidak dapat disebut demokrasi.
Karena itu demokrasi kita bergerak
dalam koridor dan ruang ketentuan
konstitusi dan tidak ada perten-
tangan antara demokrasi dan kewe-
nangan-kewenangan MK.

Kalau dikembalikan ke konsti-
tusi sebenarnya tidak ada yang luar
biasa dari kewenangan MK, tapi
mengapa masih banyak kaget
dengan putusan MK?

Itu pandangan politik. Kare-
na kewenangan MK itu dari segi
pandangan politik luar biasa, maka

MK dalam memutuskan suatu
perkara termasuk review undang-
undang di samping harus betul-
betul berdasarkan prinsip-prinsip
hukum yang umum dan logik tapi
juga harus ada unsur kearifan.

Apa yang dimaksud dengan
kearifan?

Kearifan ini adalah sisi-sisi
sosial budaya, sisi-sisi kepentingan
yang lebih besar dalam perkembang-
an negara kita. Jadi, saya sangat
mengkhawatirkan putusan-putusan
MK yang menimbulkan masalah-
masalah sosial yang baru di masa
depan karena hanya berpikir dalam
kerangka rule of law logic saja tapi

tidak memikirkan kearifan.
Menurut Anda, apakah putus-

an-putusan MK sudah mencer-
minkan kearifan?

Selama ini ada putusan-pu-
tusan yang secara psikologis sangat
menghawatirkan. Misalnya, peng-
hapusan pasal mengenai PKI. Tapi
untunglah tidak terjadi apa-apa.
Jadi sebaiknya putusan itu tidak
saja semata-mata pada prinsip logic
suatu logika tertutup tanpa mem-
perhatikan aspek-aspek sosial dan
politik akan  menimbulkan masa-
lah-masalah sosial dan politik yang
baru. Karena itu, saya mewanti-
wanti saja jangan sampai ke depan

HAMDAN ZOELVA

Tempat & tanggal Lahir: Bima, 21 Juni 1962
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– Madrasah Ibtidaiyah  sampai kelas 4
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– Kunjungan ke Parlemen dan Kementerian
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– Ketua Delegasi  Anggota DPR-RI dan Tokoh
Pemuda dalam kunjungan di Jepang 2002.

– Melakukan studi banding Konstitusi di Italia
dan Belanda tahun 2000
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tetapi pada staf karyawan MK.
Misalnya, kemampuan panitera
yang ikut merumuskan atau mem-
berikan masukan-masukan dalam
pertimbangan-pertimbangan atau
penulisan putusan-putusan MK
sangat penting untuk ditingkatkan.
Oleh karena itu pendalaman pema-
haman dan pengetahuan dari
pendukung hakim MK, panitera
temasuk tim ahlinya harus menjadi
perhatian utama ke depan, kalau
perlu mereka diberikan pelatihan
tambahan.

Dalam hal staf ahli tidak cu-
kup satu dari seorang hakim MK,
harus beberapa ahli yang benar-
benar ahli. Jadi kalau para hakim
konstitusi ada sembilan orang dari
level doktor, para ahlinya harus
memiliki pengalaman yang lebih
daripada para hakim konstitusi itu.
Saya kira inilah tantangan ke
depannya, karena kekuatan MK
terletak pada wibawa putusan-
nya.�

– Studi Banding Komisi Yudisial di Belanda
tahun 2001

– Kunjungan Dinas ke Uni Emart Arab 2002
– Peserta International Visitor Program di 5

negara bagian Amerika Serikat 2002
– Kunjungan ke Partai PAS Malaysia dan negeri

Trenggano dan Kelantan 2002

Partai Politik:
– Ikut Mendirikan Partai Bulan Bintang 1997
– Wakil Sekjen DPP PBB 1997-2000
– Ketua DPP PBB 2000-2005
– Pendiri Pemuda Bulan Bintang tahun 1998
– Ketua Umum PP Pemuda Bulan Bintang

1998-2004

Ornop:
– Ikut mendirikan organisasi Pemuda Islam

Asean (AMSEC) di Kuala Lumpur 2001
– Deputy Chairman AMSEC 2002-sekarang
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– Pendiri dan Sekretaris Yayasan PARA
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– Pendiri dan Ketua Asosiasi Pembela Islam
(API) tahun 1998.

Ralat

Dalam rubrik Perspektif BMK No. 10
Mei – Juni 2005 yang berjudul: Hakim
Soedarsono, S.H. Putusan Punya
Kekuatan Hukum Tetap Setelah Diucap-
kan terdapat beberapa kesalahan kutip/
tulis. Karena kesalahan tersebut bukan
berasal dari narasumber/hakim Soedar-
sono, maka redaksi bertanggungjawab
dan berkewajiban untuk meralatnya.

Kesalahan kutip/tulis dimaksud
terdapat pada:

Alenia II
Tertulis: Dengan dasar Pasal 66 MK

yang sudah ada, yaitu PMK No. 1....
dst. Seharusnya Yang didasarkan pada
ketentuan Pasal 86 yaitu PMK yang
sudah ada, semuanya harus dihafal
sampai ngelotok, sampai betul-betul
paham karena tanpa itu kita tidak bisa
melaksanakan suatu proses yang benar.

Alenia III
Tertulis: disarankan seharusnya

disyaratkan.
Tertulis: ditetapkan oleh panel hakim

seharusnya ditetapkan panel hakimnya.
Alenia IV
Tertulis: di Jepang seharusnya di

Jerman.
Tertulis: saya melihat tetapi harus

seharusnya saya melihat panel tetap
harus.

Tertulis: di sini adalah RPH seharus-
nya di sini sidang pleno dan RPH.

Alenia VI
Tertulis: mengenai sengketa kewe-

nangan memang ada istilah terbuka
seharusnya mengenai sengketa kewe-
nangan memang ada istilah tergugat.

Tertulis: yaitu sengketa kewe-
nangan antarlembaga negara seha-
rusnya yaitu sengketa kewenangan
antarlembaga.

Alenia VIII, IX dan X
Tertulis: proseur degre seharusnya

procedure ecrit.
Tertulis: notamil seharusnya notariil.
Tertulis: makanya ship and ship itu

disaksikan oleh notaris seharusnya
makanya supaya safe, itu disaksikan
oleh notaris.

Tertulis: definition of independence
seharusnya declaration of indepen-
dence.

Tertulis: (Untag) Surabaya seharus-
nya (Untag) Jakarta.

Alenia XVI
Tertulis: keterangan dari para pihak

bukan merupakan seharusnya keterang-
an dari para pihak merupakan.

Tertulis: pengadilan formil seharus-
nya kebenaran formil.

Dengan demikian kesalahan sudah
kami betulkan, kepada Bapak Hakim
Soedarsono kami mohon maaf.

Redaksi

yang menyangkut masalah ideologi
harus dipikirkan searif mungkin,
artinya menilai bagaimana penga-
ruhnya.

Ada satu hal lagi yang patut
menjadi evaluasi, misalnya pada
Undang-Undang KPK, antara
diktum pertimbangan dan amar
berbeda. Inilah yang saya maksud
teknis perumusan pertimbangan
dan produk sebuah putusan itu
bukan suatu yang simpel. Sebab,
pertimbangan hukum  itu juga
hukum. Inilah yang saya katakan
bahwa backup ahli dan lain-lain
perlu juga didengar di dalam MK.

Dalam usia yang relatif muda
ini apa saja yang harus dilakukan
atau dipersiapkan oleh MK?

Kalau dilihat dari sifat pasif-
nya, yang bisa dilakukan MK
adalah apa saja yang mendukung
tugas pelaksanaannya supaya
betul-betul kondusif. Misalnya, MK
harus mempunyai fasilitas perpus-
takaan yang lengkap, karena de-
ngan kemampuan dan kekayaan
informasi dari sumber ilmu itulah
hakim-hakim MK dapat meng-
ambil keputusan yang berkualitas.
Kemudian juga suasana kerja, SDM
dari seluruh komponen MK perlu
terus diperbaiki karena perlu
disadari bhwa yang ada sekarang
benar-benar baru tahap awal.

Kerja MK tidak saja ada pada
hakim-hakim konstitusi, akan
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Salah satu hasil amendemen UUD 1945 yang dilakukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1999-2002 adalah
pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK). Pembentukan MK ada
dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C Perubahan Ketiga
UUD 1945 yang disahkan dalam Sidang Tahunan MPR 9 November
2001.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, MK diletakkan
sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman bersama
Mahkamah Agung. Sedangkan Pasal 24C ayat (1) dan (2) mengatur
bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap
UUD, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus perselisihan hasil
pemilu, dan memutus pembubaran partai politik. Selain itu, wajib
memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan
pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD.

Pengaturan lebih lanjut mengenai MK berbentuk UU No. 24/
2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Dan melengkapi
pembentukan MK (juga sebagai pelaksanaan atas perintah UUD
dan UU MK) tiap lembaga—DPR, pemerintah, dan MA—merekrut
tiga orang untuk diajukan sebagai calon hakim konstitusi. Setelah
melalui proses pemilihan, untuk pertama kali ditetapkan sembilan hakim
konstitusi melalui Keputusan Presiden No. 147/M Tahun 2003 pada
15 Agustus 2003. Dengan demikian, Indonesia telah membentuk dan
memiliki MK.

Untuk melaksanakan empat kewenangan dan satu kewajiban
MK, sudah ada hukum acara yang tercantum pada Pasal 28 - 85
UUMK, dan masih bisa dilengkapi oleh MK (vide Pasal 86 UUMK)
lewat Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK). Hukum acara MK adalah
merupakan hukum formil untuk melaksanakan hukum materiil
ketatanegaraan yang tercantum dalam UUD 1945 dan undang-
undang. Hukum acara MK tersebut bisa bersifat umum dan khusus.

Ô���� �������
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dibutuhkan diserahkan kepada MK untuk mengatur hal-hal yang
diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya
(Pasal 86 UU MK). Penyempurnaan hukum acara tersebut telah
dilakukan, melalui PMK maupun dengan yurispru-densi konstitusi,
yang akan mencari dasar dasar hukum melalui interpretasi
perban-dingan dengan hukum acara dan putusan MK negara lain.

Practise make perfect, selama hampir 2 tahun kehadirannya,
MK telah melaksanakan 3 kewenangan konstitusionalnya, yaitu
pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sengketa
kewenangan konstitusional lembaga negara, dan perselisihan hasil
Pemilu. Dan selama MK “berpraktek”, beberapa hal telah ditemukan
dan termaktub menjadi bagian dari hukum acara Mahkamah Konstitusi.
Dan buku ini (yang di buat oleh salah satu hakim konstitusi) berusaha
memuat dan menjelaskan semua bagian dari hukum acara MK
tersebut.

(Luthfi Widagdo Eddyono)

Judul Buku: Hukum Acara
Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia. Penulis: Maruarar
Siahaan. Penerbit:  Konsti-
tusi Press, cetakan pertama,
Juni 2005. Jumlah Hala-
man: xvi + 327

Hukum acara yang bersifat
umum berlaku untuk semua
kewenangan MK, sedangkan
hukum acara yang bersifat
khusus hanya berlaku khusus
untuk masing-masing kewe-
nangan MK.

Sebagaimana penulis
buku ini katakan (hal. 4),
pengaturan hukum acara
yang dimuat dalam UU MK,
sangat sumir sehingga terda-
pat banyak kekosongan. Dan
syukur bahwa pembuat un-
dang-undang menyadari hal
ter-sebut, baik karena keter-
batasan waktu maupun ku-
rangnya sumber acuan yang
dapat digunakan sebagai
bahan dalam menyusun hu-
kum acara di MK, sehingga
pengembangan lebih lanjut
aturan hukum acara yang

Pada saat rapat konsultasi
dan koordinasi MK dengan
Komisi III DPR (15/6) sedang
berlangsung, keseriusantiba-
tiba pecah karena salah seorang
anggota Komisi III dari PAN
Djoko Edhi Soetjipto Abdur-
rahman membacakan puisinya
yang berjudul “Putusan Ter-
akhir”. Berikut bait-baitnya:

Bila Tuan Jimly Asshiddi-
qie// meminta mengucapkan
selamat tinggal kepada hak

  �����-�����

Putusan Terakhir
kita yang hangus menjadi debu
oleh kemurkaan di mahkamah
ini// maka aku hanya ingin
mohon satu sumpah balasan
darinya// konstatasi: Indonesia
merdeka// cuma untuk semenit
pernyataan nurani peradilan
yang terhormat// mari kita
letakkan hubungan manusia//
mari kita hormati tanah ini di

atas ajal hak kita yang membakar
kesabaran// aku rayakan tingi-
tinggi tirai kemuliaan justice
system mahkamah ini// habitat
abadi dari kebimbangan bagi
rakyat tanpa bendera: hingga
segalanya tak berdenyut// tiba-
tiba meledak menjadi lautan api/
/ Tuan Majelis yang mulia// jika
durasi kesakitan// dan dukanya
kematian keadilan di sana mera-
jalela// terengah rasa takut yang
memancar adri jiwa Tuan Justice
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Sebelum diadakan perubahan, UUD 1945
mengenal adanya 5 lembaga (tinggi) negara, yaitu
presiden/wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan
Pertimbangan Agung (DPA), dan Mahkamah Agung
(MA), ditambah sebuah lembaga penjelmaan
kedaulatan rakyat, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
yang kemudian lazim disebut sebagai lembaga tertinggi negara.
Kecuali MPR, kelima lembaga lainnya tersebut ternyata dapat
dibandingkan dengan lembaga-lembaga sejenis yang ada di negeri
Belanda, yaitu kepala negara (ratu), kepala pemerintahan eksekutif
(perdana menteri), staten generaal (parlemen), rekenkamer
(pemeriksa keuangan), raad van state (dewan pertimbangan negara),
dan hogerechtshof (MA).

Menjelang Indonesia merdeka ketika masih berada di
bawah jajahan Belanda, kelima jenis lembaga tersebut juga ada di
daerah kekuasaan Hindia Belanda, yaitu gubernur jenderal,
volksraad (parlemen), landraad dan raad van justitie (pengadilan),
rekenkamer (pengawas keuangan), dan raad van Nederlandsch
Indie (dewan Hindia Belanda). Karena itu, dapat diduga bahwa
pembentukan DPA dalam UUD 1945 dipengaruhi oleh contoh adanya
raad van state di negeri Belanda ataupun raad van Nederlandsch
Indie di masa penjajahan. Ketika Konstitusi RIS 1949 dan UUDS
1950 dirumuskan, lembaga DPA ini tidak dicantumkan lagi dalam
UUD karena dianggap tidak diperlukan lagi (hal. 5-6).

Anggapan tidak diperlukannya lagi lembaga DPA kembali
bergulir pada masa reformasi, dan puncaknya adalah sejak
disahkannya Perubahan Keempat UUD 1945 pada bulan Agustus
2002, status konstitusional DPA sebagai ‘lembaga tinggi negara’ telah
dihapuskan keberadaannya dari sistem ketatanegaraan Republik
Indonesia. Rumusan Pasal 16 (asli) UUD 1945 yang menjadi dasar
pembentukan Dewan Pertimbangan Agung diubah sehingga
keberadaannya secara konstitusional tidak dapat dipertahankan lagi.

Semula ketentuan mengenai DPA dimuat dalam bab tersendiri,

yaitu Bab IV dengan judul Dewan Pertimbangan
Agung. Isinya hanya satu pasal, yaitu Pasal 16 yang
terdiri atas dua ayat. Dalam ayat (1) dinyatakan bahwa
“Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan
dengan undang-undang”. Sedangkan ayat (2)
menentukan: “Dewan ini berkewajiban memberi jawab

atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada
pemerintah”. Ketentuan yang bersifat tersendiri ini menunjukkan bahwa
keberadaannya dianggap sangat penting (hal. 1-2). Kemudian dalam
perubahan UUD 1945, Bab IV tentang DPA dihapuskan, dan Pasal
16 lama diganti dengan rumusan Pasal 16 baru yang dijadikan bagian
dari materi Bab III tentang kekuasaan pemerintahan negara. Pasal
16 baru itu berbunyi: “Presiden membentuk suatu dewan
pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan
kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang”.
Artinya, DPA sebagai ‘lembaga tinggi negara’ ditiadakan, dan sebagai
gantinya akan diatur tersendiri dalam undang-undang adanya
lembaga penasehat presiden yang berada dalam lingkup
pemerintahan negara (hal. 2-3).

Dalam rangka reformasi nasional di Indonesia, kita sering
mendengar ide pembubaran DPA karena dinilai tak ada gunanya.
Akan tetapi menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. penulis buku ini
ada beberapa pertimbangan yang pantas untuk diajukan untuk
mendukung keberadaan DPA, yaitu pertimbangan historis pragmatik,
pertimbangan realitas empiris, dan pertimbangan teknis ketatane-
garaan (hal. 20-30).

Dan memang Prof. Jimly merupakan salah satu di antara sedikit
orang yang berani “menentang arus” karena membela keberadaan
DPA. Di sinilah terlihat betapa pentingnya publik untuk mengetahui
pandangan-pandangan yang berbeda dari yang bergulir di
masyarakat mengenai DPA. Melalui buku ini kita bisa melihat keberanian
Jimly untuk mengemukakan pandangannya. Dan akhirnya buku ini
akan menjadi kajian akademis yang menarik karena memuat sebuah
memorabilia. (Luthfi Widagdo Eddyono)

Dalam Sidang Pleno Pengujian
UU No. 30/2004 tentang Jabatan
Notaris, hakim ketua Prof. Dr.
Jimly Asshiddiqie, SH melarang
pemohon menanggapi keterangan
pemerintah. Tetapi pemohon tak
kehabisan akal, ketika mendapat
kesempatan menjawab pertanyaan
hakim, ia sekaligus menanggapi
penjelasan pemerintah, khususnya
Menhuk HAM Hamid Awaluddin.

Pemohon: “Ini perlu saya
sampaikan, mumpung Bapak
Menteri berada di depan saya.”

Jimly: “Rupanya Saudara
mengajukan pengujian UU ha-
nya untuk menyampaikan uneg-
uneg kepada Bapak Menteri.”

Hamid: “Saya ini orang
yang paling gampang ditemui.
Nomor HP saya sudah tujuh
tahun tidak diganti.” (rmt)

Uneg-uneg Buat Bapak MenteriCorruptors// meleleh hingga
cangkir kita terisi penuh dengan
keputusasaan itu// di situlah apa
yang dikerjakan his majesty//
adalah kemenangan dari kekece-
waan hukum yang tumbuh tanpa
burung ataupun bunga// terairi
tapi bukan oleh hujan// tapi oleh
air mata// kaifa haluk ya Rab//
kaifa fasolli// han-an ghoiru
manaan abduh zela zela zalut//
wa malalu wa fusuduh//.

(rmt)

Judul Buku: MEMORABILIA DEWAN PERTIM-
BANGAN AGUNG. Penulis: Prof. Dr. Jimly
Asshiddiqie, S.H.. Penerbit: Konstitusi Press,
cetakan pertama, Januari 2005. Jumlah Halaman:
x + 118
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MENGENAL
MAHKAMAH KONSTITUSI TURKI

   ���������

Turki dan sejarah yang berjolak
Republik Turki merupakan sebuah

negara yang berada di posisi yang sangat
strategis dalam peta politik maupun peta
perda-gangan dunia. Berada di perbatasan
antara dua be-nua, yaitu Asia dan Eropa,
negara Turki adalah negara di dua benua.
Dengan luas wilayah sekitar 780.580
kilometer persegi, 97 % wilayahnya terletak
di benua Asia dan sisanya sekitar 3% terletak
di benua Eropa. Posisi geografi yang
strategis itu menjadikan Turki jembatan

nama  Atatürk, atau ‘Bapak Turki’ yang kemudian
menjadi simbol terbentuknya Republik Turki.
Gerakan Revolusi yang dipimpin Mustafa Kemal ini
pada intinya adalah untuk mempertahankan
kemerdekaan Turki dari negara-negara sekutu yang
menang Perang Dunia I, walaupun kemudian gerakan
ini juga yang memicu kejatuhan Sultan dan kejatuhan
Kerajaan Ottoman pada akhirnya.

Di bawah pemerintahan Mustafa Kemal, Negara
Republik Turki terbentuk pada tanggal 29 Oktober
1923 dari puing-puing kerajaan Ottoman, dan
merubah Turki menjadi negara yang menganut
paham sekuler dan modern yang banyak dipengaruhi
budaya Barat. Sejarah Republik Turki kemudian
banyak diwarnai oleh revolusi demi revolusi yang
melibatkan kekuatan-kekuatan militer dan banyak
mempengaruhi perkembangan konstitusi negara
tersebut.

Konstitusi-Konstitusi Awal
Kerajaan Ottoman merupakan salah satu

kerajaan Non-Barat pertama yang membentuk
pemerintahan konstitusional. Dua langkah besar

TURKI

Nama Negara
Türkiye Cumhuriyeti (Republic of  Turkey)

Luas
780.580 km2

Ibukota
Ankara

Hari Nasional
29 Oktober 1923 (Pendirian Republik Turki)

Presiden
Ahmed Necdet Sezer (sejak 16 Mei 2000)

Perdana Menteri
Recep Tayyip Erdoðan (sejak 14 Maret 2003)

Jumlah Penduduk
69,660,559 (data tahun 2003)

antara Timur dan Barat. Posisi wilayah
negara ini menguasai selat-selat yang meng-
hubungkan pelayaran antara laut Hitam
dan laut Aegean, yaitu selat Bosporus, laut
Marmara dan Dardanela.

Posisi yang strategis ini selain mengun-
tungkan, ternyata juga mengakibatkan
sejarah turki diwarnai dengan gejolak
bangsa-bangsa yang bersikeras untuk
memperebutkan wilayah tersebut. Tercatat
kebudayaan-kebudayaan kuno, seperti
bangsa Hitite, Thracia, Hellenis, dan
Bizantium pernah menguasai tanah Turki.
Kebudayaan terbesar yang membentuk
Turki ditandai dengan terbentuknya
Kerajaan Islam Ottoman yang pada tahun
1423 berhasil menguasai Konstantinopel dari
tangan Bizantium. Selama tujuh ratus
tahun, kerajaan Ottoman menjadi salah satu
kerajaan Islam terbesar di dunia hingga pada
tahun 1923 setelah kekalahan Turki dalam
Perang Dunia Pertama, terjadi revolusi
Turki di bawah pimpinan Mustafa Kemal
(1881-1938). Tokoh ini yang dikenal dengan

Dalam rubrik Cakrawala kali ini kita
akan membahas sekilas mengenai sis-
tem ketatanegaraan di Turki terutama
mengenai Mahkamah Konstitusi Turki
(Anayasa Mahkemesi Turkiye) sebagai
perbandingan serta membuka cakrawa-
la pemikiran mengenai perkembangan
MK di negara-negara lain.
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Pinochet

yang diambil bangsa Turki dalam menciptakan
pemerintahan yang konstitusional adalah penyu-
sunan Rescript of Tanzimat of 1839 dan Islahat 1856.
Kedua naskah tersebut berisikan deklarasi unilateral
dan pengakuan dari Sultan mengenai dasar-dasar hak
asasi manusia. Kedua naskah ini juga membuka jalan
untuk penyusunan Konstitusi Ottoman pertama
tahun 1876. Konstitusi ini berisikan mengenai
mekanisme-mekanisme pengendalian kekuasaan
absolut Sultan dengan pembentukan sebuah Badan
Legislatif yang sebagian anggotanya dipilih oleh
rakyat. Pada tahun 1909, konstitusi Ottoman 1867
mengalami amandemen demi meningkatkan kekuatan
legislatif dan melarang sultan membentuk kekuasaan
a la monarki seperti kerajaan-kerajaan di Eropa
Barat. Pada tahun 1921 sebuah kosntitusi baru
dibentuk dalam kondisi perang, konstitusi ini sengaja
dibentuk untuk memperkuat kekuasaan Dewan
Nasional Umum (Grand National Assembly) sebagai
perwujudan kekuasaan oleh rakyat sehingga
terbentuklah sistem pemerintahan parlementer.

Konstitusi 1924
Konstitusi 1924 merupakan konstusi pertama

Republik Turki yang di dalamnya masih memper-
tahankan beberapa prinsip penting dari konstitusi
terdahulu, di mana TGNA (Turkish Grand National
Assembly) dianggap sebagai “sole representative of
Nation” atau perwakilan utama bangsa. Dalam

sistem konstitusi ini, parlemen memiliki kekuasaan
eksekutif dan legislatif. Selain itu dalam konstitusi
ini juga telah terdapat dengan jelas prinsip pemisahan
kekuasaan di mana kekuasaan yudikatif berdiri
sendiri terpisah dari badan legislatif dan eksekutif.

Konstitusi 1961
Pada tahun 1940, Presiden Ismet Pasha

memperkenalkan Turki pada pemilihan demo-
kratisnya yang pertama  dan membuka kesempatan
untuk sistem multipartai. Partai Demokrat Baru
memenangkan pemilihan umum pertama pada tahun
1950 dan mengangkat Adnan Menderes sebagai
pemimpin baru negara tersebut. Keadaan ini tidak
berlangsung lama, karena kebijakan Menders dinilai
melenceng dari cita-cita Mustafa Kemal selaku pendiri
negara, sehingga pada tahun 1960 terjadi kudeta oleh
militer untuk menggulingkan pemerintahan Men-
deres. Setelah beberapa lama berada di bawah
kekuasaan militer, pada tahun 1961 dibentuklah
Konstitusi baru yang lebih liberal yang menandai
terbentuknya “Republik Kedua” (Second Repu-
blic).Konstitusi 1961 memperkenalkan sistem
pemerintahan parlemanter bikameral. Sistem ini
terdiri dari Badan Nasional (National Assembly),
yang berisi 450 anggota terpilih lewat pemilihan
umum, dan Senat Republik, berisi 150 anggota yang
juga terpilih melalui pemilihan umum. Kesemua itu
ditambah dengan 15 anggota yang dipilih presiden,
anggota Komisi Kesatuan Nasional, dan mantan
presiden. Badan Nasional inilah yang memutuskan
undang-undang.

Berkaitan dengan kemerdekaan badan yudikatif,
konstitusi 1961 menjaminnya melalui dibentuknya
Majelis Tinggi Hakim dan Jaksa Penuntut Umum
(High Council for Judges and Public Prosecutors),
lebih jauh, konsep Mahkamah Konstitusi baru
disebutkan di dalam Konstitusi 1961 ini sebagai
pemenuhan syarat dalam membentuk konsep negara
hukum yang komplit.

Konstitusi 1982
Terjadinya ketidakstabilan politik dan hukum

yang terjadi hingga 1974, ditambah perubahan
perekonomian yang mendadak dan juga terjadinya
inflasi serta peningkatan jumlah pengangguran
mendorong terjadinya kudeta militer kedua pada
tahun 1980  yang dipimpin oleh Jendral Kenan Evren.
Peristiwa ini melahirkan Republik Ketiga dan juga
Konstitusi baru pada tahun 1982, yang bertahan
hingga sekarang. Konstitusi 1982 memperkuat
kekuasaan eksekutif presiden dan mengangkat Kenan
Evren sebagai presiden selama tujuh tahun.
Perubahan besar yang terjadi di dalam Konstitusi
1982 tedapat pada tidak adanya lagi kekuasaan Senat
Republik. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden
dan Dewan Menteri, sementara kekuasaan yudikatif

Mustafa Kemal Atatürk
1881 - 1938
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dipegang oleh badan peradilan yang independen.
Konstitusi 1982 ini juga mengalami beberapa kali

proses amandemen, ketentuan mengenai amandemen
dan referendum sendiri baru dimasukkan dalam
perubahan tahun 1987. Amandemen juga terjadi pada
tahun 1995 mengenai Partai Politik, tahun 1999
mengenai State Security Courts (Peradilan Ke-
amanan Negara), dan beberapa amandemen berkaitan
tentang prosedur pengadilan pada tahun 2001.

Kekuasaan Yudikatif dan Mahkamah
Konstitusi

Kekuasaan yudikatif di Turki dilaksanakan oleh
badan peradilan dan organ-organ peradilan tinggi
yang terle-pas dari kekuasan pemerintah. Badan
yudika-tif yang disebut di dalam Konstitusi Turki
adalah : Mahkamah Konstitusi (the Constitutional
Court), Mahkamah Tingkat Banding (the High Court
of Appeals), Dewan Negara (the Council of State),
Mahkamah Agung  Militer Tingkat Banding (Military
Court of Appeals), Mahkamah Agung Administrasi
Militer (the Supreme Military Administrasive Court),
dan Mahkamah Konflik Yurisdiksi (Court of
Jurisdictional Conflicts). Kekuasaan yudikatif ini
dimasukkan di dalam bab tersendiri, yaitu pada bagian
ketiga yang dimulai pada Pasal 138 sampai dengan
Pasal 160.

The High Court of Appeals diatur dalam Pasal
154 bertugas sebagai peninjau terakhir  keputusan-
keputusan yang telah diambil oleh badan-badan
peradilan di bawahnya, seperti Justice Courts, the
Criminal Courts,dan the Examination Courts.
Anggota The High Court of Appeals ditunjuk oleh
Supreme Council of Judges and Public Prosecutors
(Majelis Tinggi Hakim dan Jaksa Penuntut Umum)
dari hakim-hakim profesional melalui pemilihan
tertutup dan melalui suara mayoritas mutlak dari
keseluruhan anggota. ketua umum, wakil ketua
umum dan kepala divisi dipilih oleh Plenary Assembly
juga melalui pemilihan tertutup.Ketua Jaksa
Penuntut Umum dan wakilnya dipilih oleh Presiden
Republik Turki selama jangka waktu empat tahun
dari lima kandidat yang dinominasikan oleh Plenary
Assembly. Council of State  diatur dalam Pasal 155
merupakan pengadilan administratif tertinggi yang
bertugas meninjau kasus-kasus administratif yang
menyangkut pelayanan publik oleh negara. Kasus-
kasus administratif ini diajukan oleh Perdana Menteri
dan Dewan Menteri. Tiga perempat  Anggota Council
of State juga dipilih oleh Supreme Council of Judges
and Public Prosecutors (Majelis Tinggi Hakim dan
Jaksa Penuntut Umum). Military High Court of
Appeals diatur dalam Pasal 156 adalah pengadilan
tertinggi yang meninjau keputusan-keputusan dari
peradilan-peradilan militer. Anggotanya dipilih oleh
Presiden Republik Turki dari tiga kandidat yang
diajukan Plenary Assembly. Kekuasaan tertinggi bagi

peradilan adminsitrasi militer dipegang oleh The High
Military Administrative Court of Appeals.

Badan peradilan lainnya yang tidak kalah
pentingnya adalah The Jurisdictional Court of
Disputes, yang berwenang memberikan keputusan
akhir mengenai perselisihan yurisdiksi antara badan-
badan peradilan di atas. Walaupun demikian, apabila
terjadi perselisihan yurisdiksi antara Mahkamah
Konstitusi dan badan peradilan lainnya maka
keputusan Mahkamah Konstitusi harus diutamakan.
Ketua The Jurisdictional Court of Disputes
merupakan delegasi dari anggota Mahkamah
Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi Turki (the Constitutional
Court of Turkey) diatur dalam Pasal 146 sampai
dengan Pasal  153. menurut Pasal 146 Konstitusi
1982, Mahkamah Konstitusi Turki terdiri atas 11
hakim anggota tetap dan empat hakim anggota
cadangan. Presiden Republik mengangkat dua
anggota tetap dan dua anggota cadangan dari High
Court of Appeals, dua anggota tetap dan dua anggota
cadangan dari Council of State , serta masing-masing
satu anggota dari the Military High Court of Appeals,
the High Military Administrative Court dan the Audit
Court, tiga kandidat diajukan oleh Plenary Assembly
dari masing-masing peradilan, Presiden Republik juga
menunjuk satu anggota dari tiga kandidat yang
dinominasikan oleh Higher Education Council dari
tenaga-tenaga pengajar pendidikan tinggi yang
memenuhi kriteria, serta tiga anggota tetap dan satu
cadangan dipilih dari pejabat-pejabat administrasi
senior dan dari kalangan pengacara.

Di dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Turki yang dicantumkan dalam Law of the Orga-
nisation and Trial Procedures of the Constitutional
Court(Law No. 2949 of 10 November 1983),
persyaratan untuk dapat diangkat menjadi hakim MK
Turki terdapat dalam Pasal 3 , hakim MK Turki harus
merupakan hakim anggota ataupun hakim ketua dari
Court of Cassation,  the Council of State,  the Military
Court of Cassation, the High Military Administrative
Court, atau dari the Court of Accounts. Hakim MK
harus berusia antara 40 sampai 65 tahun,  dan juga
telah bekerja untuk negara selama sekurang-
kurangnya 15 tahun, atau telah menjadi tenaga
pengajar/dosen bagi pendidikan tinggi dalam bidang
studi hukum, ilmu politik, atau ekonomi selama 15
tahun, atau telah bekerja sebagai pejabat administrasi
pada Higher Education Council, sebagai rektor atau
dekan. Orang–orang dari profesi pengacara juga dapat
dicalonkan selama mereka telah menjalani profesi
tersebut selama 15 tahun. Selain itu, seperti layaknya
persyaratan untuk menjadi hakim MK di berbagai
negara, calon tersebut belum pernah terbukti
melakukan pelanggaran kode etik atau perbuatan
tidak terpuji lainnya.

Hakim-hakim MK Turki memegang jabatan
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sampai pensiun pada usia 65 tahun, selain itu jabatan
mereka juga dapat berakhir apabila terbukti
melakukan tindakan pelanggaran kode etik, dan juga
alasan kesehatan. Untuk pengambilan keputusan
mengenai hal-hal tersebut dibutuhkan suara
mayoritas mutlak dari keseluruhan hakim MK Turki.
Selain itu hakim-hakim MK juga dilarang mengambil
pekerjaan sampingan lain selain tugas utama mereka
di MK. Mahkamah Konstitusi memilih Ketua dan
Wakil Ketua untuk memegang jabatan selama 4
tahun dari hakim anggota tetapnya melalui pemilihan
tertutup dengan ketentuan mayoritas absolut
keseluruhan anggotanya, serta dapat dipilih kembali.

Menurut Pasal 150, Presiden Republik, anggota-
anggota parlemen partai yang sedang berkuasa
maupun partai oposisi terkuat, serta  minimal 1/5
dari keseluruhan anggota Turkish Grand National
Assembly memiliki kewenangan untuk mengajukan
pembatalan undang-undang ke MK Turki. Apabila
lebih dari satu partai politik yang sedang berkuasa,
maka partai yang memunyai hak untuk mengajukan
pembatalan undang-undang adalah partai yang
mempunyai anggota terbanyak. enam hari setelah
undang-undang atau peraturan  tersebut dipubli-
kasikan dalam media resmi (Official Gazette), maka
undang-undang atau peraturan tersebut tidak dapat
diajukan lagi pembatalannya  ke MK.

Dalam hubungannya dengan badan peradilan
lainnya, apabila badan peradilan yang sedang
mengadili suatu kasus menemukan bahwa hukum
yang akan digunakan dianggap bertentangan dengan
konstitusi, atau ada salah satu pihak yang meya-
kinkan peradilan bahwa hukum yang digunakan tidak
sesuai dengan konstitusi, maka peradilan itu harus
menunda pengambilan keputusan kasus tersebut
sampai ada keputusan dari MK tentang masalah itu.
Keputusan tersebut harus diambil selambat-
lambatnya lima bulan setelah MK menerima
pengajuan peninjauan hukum tersebut, jika melewati
masa itu, maka kasus tersebut harus diambil
keputusannya  berdasarkan hukum yang berlaku.
Keputusan dari MK Turki adalah final. Dalam hal
pembatalan seluruh bagian dari undang-undang atau
rencana undang-undang, MK tidak berperan sebagai
pembentuk undang-undang, akan tetapi hanya
memberikan pertimbangan untuk perbaikan. Selain
itu keputusan pembatalan tersebut tidak bersifat
retroaktif, apabila perlu MK Turki juga menentukan
tanggal mulai berlakunya keputusan pembatalan
undang-undang tersebut mulai berlaku, menurut
Konstitusi Turki pasal 153, tanggal berlakunya
tersebut tidak boleh melebihi jangka waktu satu
tahun setelah publikasi resmi.

Selain itu, pada Pasal 149 Konstitusi 1982 juga
ditentukan bahwa, MK Turki hanya memeriksa
perkara berdasarkan pada bukti-bukti tertulis,
kecuali ketika MK bertindak sebagai Supreme Court.

Kewenangan MK Turki disebutkan di
dalam Pasal 148 Konstitusi 1982, dan
diperjelas lagi di dalam Pasal 18 Undang-
Undang 2949 Tahun 1983 mengenai Hukum
Acara MK Turki. Wewenang dan fungsi
tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Memeriksa konstitusionalitas undang-

undang, dan Peraturan Pelaksanaan
Majelis Utama Nasional Turki (Turkish
Grand National Assembly) baik dalam
hal format maupun substansi.

2. Mengadili Presiden Republik dan anggo-
ta Dewan Menteri, Ketua dan Hakim
MK, the Court of Cassation, the Council
of State, the Military Court of Cassation,
the High Military Administrative Court,
Ketua Jaksa Penuntut Umum dan wakil,
Hakim Ketua dan anggota the Council
of Judges and Prosecutors, serta dari  the
Court of Accounts, menyangkut pelang-
garan dalam hal pelaksanaan fungsi
masing-masing.

3. Menyelesaikan perkara pembubaran
partai politik yang menurut Pasal 69
Konstitusi 1982 diajukan oleh Ketua
Jaksa Penuntut Umum (Chief Public
Prosecutor of the Republic).

4. Melaksanakan audit terhadap partai
politik (Pasal 69 Konstitusi 1982)

5. Memeriksa keputusan Parlemen dalam
pemberian kekebalan kepada anggota
Parlemen, dan memeriksa pengajuan
pengeluaran anggota Parlemen. (Pasal
85 Konstitusi 1982)

6. Memilih dan mengangkat Ketua dan
Wakil Ketua dari the Court of Jurisdic-
tional Disputes.

Kewenangan
Mahkamah Konstitusi Turki



���  NO. 11, JULI–AGUSTUS 200564

Apabila diperlukan, maka MK dapat memanggil
pihak-pihak yang bersangkutan atau pihak yang
memiliki keahlian di bidang yang diperkarakan
untuk memberikan penjelasan langsung di depan
sidang. Dalam perkara pembubaran partai politik,
hakim MK Turki harus juga mendengarkan pem-
belaan dari Ketua partai tersebut.

Tantangan-Tantangan Perkembangan
Hukum Turki

Apabila dilihat dari sejarah terbentuknya dan
idealisme yang diusung oleh Republik Turki, maka
dapat dianggap bahwa Turki memiliki suatu sistem
hukum yang cukup kontradiktif. Turki terbentuk dari
kerajaan Islam yang sangat berkuasa dan memiliki
persentase jumlah penduduk muslim sebanyak 99,8%,
namun komitmen bangsa Turki untuk mem-
pertahankan idealisme sang founding father , Mustafa
Kemal, membentuk suatu paham negara yang
sekuler. Sejak zamannya Mustafa Kemal itu, bangsa
Turki seolah-olah ingin sepenuhnya diterima sebagai
bagian dari Eropa demi mencapai modernisasi a la
barat.

Walaupun telah menjalin kerjasama secara intens
dengan Uni Eropa (UE), namun Turki mendapat
banyak hambatan dalam mengajukan permohonan
untuk bergabung menjadi anggota penuh UE. Hingga
kini Turki tetap menjadi semacam “kandidat abadi”
bagi keanggotaan UE. Dalam KTT UE di Luksemburg
1997, UE menolak pemberian status calon anggota
kepada Turki. Terutama para pemimpin partai
Kristen Demokrat di Eropa menganggap Turki yang
Muslim tidak cocok untuk menjadi anggota UE yang
Kristen. Argumen tersebut hanya membuat berang
kaum nasionalis Turki dan mereka yang meng-
inginkan status quo. Alasan lain yang menjauhkan
Turki dari “mimpi Eropa” mereka adalah perseteruan
wilayah dangan Ciprus dan Yunani, di mana
Pemerintah Turki tidak bersedia mengakui sebagian
wilayah kedua negara itu. Kasus-kasus ini juga
diperparah oleh pengakuan-pengakuan kaum Kurdi
dalam menguak kasus pelanggaran berat HAM yang
dilakukan Turki terhadap para minoritas tersebut.

MK dan Parlemen Turki kini dihadapkan pada
agenda pembenahan hukum yang disyaratkan oleh
Uni Eropa, sehingga beberapa kalangan menganggap
bahwa Uni Eropa kini memegang jalannya perkem-
bangan hukum di Turki. Salah satu kasus yang
sempat mencuat adalah kasus mengenai kritik Uni
Eropa terhadap penyusunan KUHP baru Turki yang
mempertanyakan mengenai “pasal-pasal perse-
lingkuhan” di dalam KUHP tersebut. Kritik itu
kemudian dikecam oleh Perdana Menteri Turki dan
mengakibatkan memburuknya hubungan kedua
pihak tersebut. Sebelum itu pada tahun 1996, MK
Turki telah membatalkan Pasal 440 dan 441 KUHP

Turki yang mengatur mengenai perselingkuhan,
hingga sekarang  perselingkuhan tidak dimasukkan
ke dalam tindak pidana.

Prinsip sekulerisme juga terlihat pada keputusan
MK Turki yang membubarkan partai politik Fazilet
Party (FP), yang berlandaskan Islam pada tahun
2001, juga sebelumnya pada tahun 1998 partai politik
Refah Party (RP) juga dibubarkan oleh putusan MK
Turki karena dianggap bertentangan dengan paham
sekulerisme. Tercatat sejak dibentuknya Konstitusi
1982 MK Turki telah membubarkan 14 Partai Politik,
bahkan pada tahun 2003 lalu partai HADEP yang
mewakili suara kaum Kurdi dibubarkan dan seluruh
anggotanya dilarang mengikuti kegiatan politik
selama lima tahun. Banyak pihak yang menganggap
bahwa pembubaran-pembubaran tersebut ber-
tentangan dengan Konvensi Eropa mengenai
Perlindungan Hak Asasi dan Kebebasan-kebebasan
Dasar (European Convention for the Protection of
Human Rights and Fundamental Freedoms), dan
bahwa prinsip sekulerisme yang diusung oleh Turki
terlalu keras dan bernafaskan anti-Islam.

MK Turki, sesuai dengan komitmennya,
berpegang teguh pada Konstitusi 1982 dalam
mengambil keputusan-keputusan yang bernafaskan
sekuler. Pertentangan-pertentangan yang terjadi jelas
diakibatkan oleh benturan kepentingan antara
masyarakat Turki yang didominasi oleh muslim
dengan cita-cita sekuler “kemalisme” yang dipegang
oleh negara. Setelah melalui masa lalu yang penuh
gejolak, rakyat Turki tentu berharap nasib mereka
ke depan dapat lebih baik dan stabil, sesuai dengan
apa yang mereka cita-citakan pada semboyan negara
mereka yaitu : “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh”, yang
berarti “Damai di Tanah Air, Damai di Dunia”.

(Ery Satria)
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